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KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 memiliki tantangan yang cukup
kompleks dimana pemulihan perekonomian daerah sebagai dampak pandemi
menjadikan pemerintah daerah harus memilih berbagai prioritas pembangunan yang
relevan dalam menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara. Pada tahun 2023 ini
merupakan pembangunan tahapan kedua dari pembangunan jangka menengah lima
tahunan yang akan mendukung ketercapaian pembangunan bagi bupati dan wakil bupati
terpilih dalam masa kepemimpinannya.

Pada dasarnya, perencanaan merupakan titik awal dari suatu proses
kegiatan/aktivitas dimana hal tersebut akan memberikan efisiensi dan optimalisasi
dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sederhananya, perencanaan dapat dimaknai
sebagai fungsi awal dalam manajemen pemerintah daerah sebelum melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegiatan daerah. Sebagai bagian dari perencanaan
pembangunan nasional, perencanaan kabupaten Kutai Kartanegara merupakan
perencanaan yang disusun secara berkesinambungan. RKPD merupakan penjabaran dari
RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dan
swadaya gotong royong masyarakat.

Selanjutanya, pada tahun ini penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada
tahapan kedua dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026. RKPD ini
akan menjadi dasar penyusunan Renja-Perangkat Daerah dan penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023. Untuk itu dalam upaya menciptakan sinergi antara perencanaan dan
penganggaraan, maka RKPD menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial di suatu lingkungan wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.
Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat siginifikan dalam
mendorong perkembangan suatu daerah. Dengan adanya perencanaan, maka dapat
memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan
dengan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai dokumen dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja serta pendanaan.




Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan
kebijakan Bupati Kutai Kartanegara yang penyusunannya merujuk pada RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023, serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Rumusan RKPD Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 termasuk dalam penyusunan KUA-PPAS
Tahun Anggaran 2023. Selain itu RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi acuan
dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu dokumen evaluasi
pembangunan Tahun 2023. Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023
disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dan berdasarkan
pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Penyusunan
RKPD ditujukan sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang sinergis dan terpadu anatara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan
kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan
pembangunan.
Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun melalui

tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;

2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;

3) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;

4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;

5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

6) Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tahapan penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar I-1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022
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1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
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Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 8 tahun 2002




Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kar-tanegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)




19.

20.

21.

22.

23.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136
Tahun 2017);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang

25.

26.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah;




27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;

31.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

32.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah
memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan
daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2023 untuk mewujudkan
capaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2023, yaitu:

a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang
di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dalam upaya
menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023;




c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta
rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun
anggaran berikutnya; dan

d. Operasionalisasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari
RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing - masing dokmen merupakan hierarki yang saling
berhubungan. RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi,
misi, arah dan sasaran pembangunan daerah dalam waktu 20 (dua puluh) tahun atau
jangka panjang, kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan menengah setiap 5
(lima) tahun dalam berupa RPJMD, selanjutnya RPJMD dijabarkan kembali ke tahap
pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk RKPD,
sehingga konsistensi antar dokumen dapat terjaga dan saling terintegrasi. RKPD menjadi
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan menjadi
penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara. KUA-PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman
perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang kemudian akan menjadi bahan
penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen RKPD juga diarahkan
dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang ada.

Keterkaitan antar dokumen tersebut dapat terlihat pada Gambar berikut ini.




Gambar I-2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
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Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu

kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan

jangka panjang, menengah, dan tahunan;

2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem

pembangunan nasional; serta

3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan

sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan

sebagai berikut:

BABI

BAB I

Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud
dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.
Gambaran Umum Kondisi Daerah; memuat gambaran umum kondisi

daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,
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BAB III

BAB IV

BABV

BAB VI

BAB VII

aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi
RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; memuat kondisi ekonomi
daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek
perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun
rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah
kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah
kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; mengemukakan
pernyataan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu
strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan rencana kerja
yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mengemukakan
tentang penetapan indikator Kkinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Kkinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Penutup; mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme

pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.




BAB I

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 merupakan tahun kedua
pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode 2021-2026. Sebagai periode
pembangunan pada masa awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah, berbagai program
pembangunan tahun 2023 diharapkan mampu memberikan akselerasi pada pencapaian target
pembangunan daerah, khususnya dalam mengemban visi “Mewujudkan Masyarakat Kutai
Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”. Adapun pada periode pembangunan tersebut akan
mendukung proses pembangunan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertempat
di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara. Proyek nasional ini mengharuskan Kabupaten Kutai
Kartanegara memiliki kesiapan sebagai pendukung setiap aktivitas pembangunan Ibu Kota
Negara sebagai pusat pemerintahan.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah-daerah
yang jangkauannya sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki “pekerjaan rumah” dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan
kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan
setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam
menapaki koridor pembangunan baik daerah, Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional.
Selain analisis dan data informasi pembangunan yang akan disajikan, evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah akan menjadi titik tolak dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
Selain itu, pada gambaran umum kondisi daerah ini akan memberikan gambaran isu strategis
sekaligus capaian-capaian Standar Pelayanan Masyarakat maupun Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

Sebagai pondasi dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan, maka perlu ditelaah
dan dikaji terkait fenomena-fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan yang telah
berlangsung sehingga dapat terlihat permasalahan yang nantinya akan diantisipasi dan
diselesaikan melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut berbagai analisis dan kajian

dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2023.




2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI KUTAI KARTANEGARA
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan
Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama,
zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi
ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang
terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota
Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik
wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian,
perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara
Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir
dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara,
potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan,
yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

a. Letak, Batas, dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km? terletak antara 115226’
Bujur Timur dan 117236’ Bujur Timur serta diantara 1228’ Lintang Utara dan 1208’ Lintang
Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara
dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa,
Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu,
Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang
Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua
kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai
yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.

Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten
Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat
di sebelah barat.

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang
terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung yang paling tinggi di

Kutai Kartanegara adalah Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di




Kecamatan Loa Kulu. Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16 buah dengan danau

yang paling luas Danau Semayang sekitar 13.000 hektar.
Gambar II-1
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Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

Tabel II-1
Luas wilayah berdasarkan kecamatan
Kecamatan Luas (Km?2) Persentase (%)
1.Samboja 1.045,90 3,84
2.Muara Jawa 754,50 2,77
3.Sanga-Sanga 233,40 0,86
4.L.oa Janan 644,20 2,36
5.Loa Kulu 1.405,70 5,16
6.Muara Muntai 928,60 3,41
7 .Muara Wis 1.108,16 4,06
8.Kota Bangun 1.143,74 4,20
9.Tenggarong 398,10 1,46

10.Sebulu 859,50 3,15




Kecamatan Luas (Km?2) Persentase (%)

11.Tenggarong Seberang 437,00 1,60
12.Anggana 1.798,80 6,60
13.Muara Badak 939,09 3,44
14.Marang Kayu 1.165,71 4,28
15.Muara Kaman 3.410,10 12,51
16.Kenohan 1.302,20 4,78
17.Kembang Janggut 1.923,90 7,06
18.Tabang 7.764,50 28,48
Total 27.263,10 100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

b. Topografi

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landai sampai
curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian, yaitu
wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan
pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2.000 m
di atas permukaan laut.

c. Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergolong dalam tipe iklim
tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pada umumnya tergolong
kedalam tanah yang bereaksi asam. Pada dasarnya jenis-jenis tanah di Kabupaten Kutai
Kartanegara terdiri dari: podsolik (ultisol), alluvial (entisol), gleisol (entisol), organosol
(histosol), lithosol (entisol), latosol (ultisol), andosol (inceptisol), regosol (entisol), renzina
(mollisol) dan mediteran (inseptisol).

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartenagara didominasi oleh kompleks podsolik
merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei humus terdapat di daerah cekungan di
sekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota
Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Tanah
podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.618,63 Km2 atau 27,72% dari
luas wilayah. podsolik merah kuning terbentuk dari dari batuan beku dan endapan pada daerah
bukit dengan pegunungan lipatan.

d. Hidrologi

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar terutama oleh adanya

aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anak-anak sungainya. Aliran Sungai Mahakam




yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial
ekonomi masyarakat.

Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak Sungai Mahakam ini dapat
diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan
hutan, sehingga sangat berpotensiuntuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya
menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan sosial
ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air
baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan
lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai
transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

e. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memilki dua musim yakni musim
penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap tahun,
curah hujan tertinggi pada bulan Mei yaitu 291 mm dengan jumlah hari hujan 14 hari. Sedangkan
hari hujan tertinggi di Kutai Kartanegara berada di bulan September dengan 18 hari hujan

dengan curah hujan sebesar 207 mm.

Gambar II-2
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
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Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

f. Demografi

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap
pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek
pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang
bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan pola sebaran

penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun




jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2021 sebanyak 753.862

jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar II-3
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan
tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 14,68 persen, Loa Janan 9,54
persen dan Tenggarong Seberang 9,38 persen sedangkan distribusi penduduk yang paling kecil
berada di Kecamatan Muara Wis. Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 56.28
jiwa per km2. Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi di Kecamatan
Tenggarong sebesar 272.64 jiwa per km2, diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 157.90 jiwa
per km2 dan Kecamatan Loa Janan sebesar 108.47 jiwa per km2. Sedangkan terendah di
kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.53 jiwa per km2. Adapun rasio jenis
kelamin di Kutai Kartanegara sebesar 109.52 yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk
laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan (diantara 100 penduduk
perempuan terdapat 109.52 penduduk laki-laki).

Jumlah Penduduk dan Distiburi Pendl;rdal:)lfi(l;bzupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

UMLAH PENDUDUK DISTRIBUSI

No NAMA KECAMATAN LAKI - LAKI l PEREMPUAN L+P PENDUDUK
1 Muara Muntai 10,777 9,955 20,732 2.75
2 Loa Kulu 28,639 26,349 54,988 7.29
3 Loa Janan 37,670 34,267 71,937 9.54
4 | Anggana 19,040 17,579 36,619 4.86
5 Muara Badak 24,929 23,022 47951 6.36
6 Tenggarong 56,721 53,945 110,666 14.68
7 | Sebulu 21,989 19,757 41,746 5.54
8 Kota Bangun 11,766 11,235 23,001 3.05
9 Kenohan 6,279 5,573 11,852 1.57
10 | Kembang Janggut 12,909 11,663 24,572 3.26




No NAMA KECAMATAN LAKI - LAKI ]UMI:‘QI:{EI;/F;\II}):NDUK L+P g;ﬁfl;lé%%ﬁ
11 Muara Kaman 23,099 20,336 43,435 5.76
12 | Tabang 6,495 5,812 12,307 1.63
13 | Samboja 20,610 19,166 39,776 5.28
14 | Muara Jawa 22,110 20,512 42,622 5.65
15 | Sanga Sanga 10,404 9,925 20,329 2.70
16 | Tenggarong Seberang 36,775 33,947 70,722 9.38
17 | Marang Kayu 14,385 13,472 27,857 3.70
18 | Muara Wis 5,000 4,366 9,366 1.24
19 | Kota Bangun Darat 7,064 6,548 13,612 1.81
20 | Samboja Barat 15,743 14,029 29,772 3.95
JUMLAH 392,404 361,458 753,862

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Jika dibandingkan se-Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kabupaten Kutai
Kartanegara menjadi yang terbesar kedua setelah Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal
tersebut, tantangan lima tahun ke depan lebih ditekankan kepada penyediaan fasilitas publik;
penguatan solidaritas dan ketahanan sosial; dan peningkatan keterampilan dan keahlian
menghadapi persaingan penduduk dari luar dalam membangun Ibu Kota Negara.

g. Wilayah Rawan Bencana

Pembangunan terus berkembang seiring kebutuhan dari waktu ke waktu, juga dapat
memberikan dampak negatif jika tidak mendapat pengelolaan yang baik. Salah satunya adalah
kerusakan pada alam yang dapat meningkatkan ancaman terhadap adanya bencana. Kabupaten
Kutai Kartanegara sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang jika dilihat dari faktor
alamnya, juga memiliki potensi terhadap ancaman bencana.

Berdasarkan hasil indeks pada data BNPB mengenai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI)
Tahun 2020, Kabupaten Kutai Kertanegara termasuk dalam kerawanan bencana kategori Sedang
dengan skor kerawanan adalah 119.16 dan ranking indeks 398 secara nasional. BPBD Kabupaten
Kutai Kertanegara juga telah mengidentifikasi beberapa jenis ancaman bencana yang terdiri atas
12 ancaman bencana. Adapun jenis bencana yang telah diidentifikasi di Kabupaten Kutai
Kertanegara untuk bencana alam adalah bencana banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrim,
epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor,
tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan. Adapun kelas
risiko bencana terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi. Untuk kategori tinggi tersebar di 9

kecamatan dan 17 Desa dengan rincian sebagaimana tabel berikut.




Tabel II-3
Tabel Kajian Risiko Bencana Kelas Risiko Tinggi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Kecamatan | Jenis Bahaya ' Kelas Risiko

1 | Anggana Sungai Mariam Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi
2 | Kembang Janggut Genting Tanah Banjir Bandang Tinggi
3 | Kenohan Teluk Muda Banjir Bandang Tinggi
4 | Kota Bangun Muhuran Banjir Bandang Tinggi
5 | Kota Bangun Sebelimbingan Banjir Bandang Tinggi
Loa Kulu Kota Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

6 | LoaKulu Rempanga Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Sepakat Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

7 | Samboja Argosari Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Tenggarong Loa Tebu Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

8 Maluhu Konflik Sosial Tinggi
Bukit Raya Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

Karang Tunggal Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

9 Tenggarong Loa Lepu Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Seberang Loa Pari Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

Loa Raya Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

Teluk Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

Sumber : BPBD Kutai Kartanegara, 2021

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan
Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat
Kabupaten Kutai Kartanegara serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi
secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi maupun kesejahteraan
sosial.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan
mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro
yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda
perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada hakekatnya,
pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi
pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan
perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat
berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan daerah.




a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada
sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian
global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019 sebesar Rp.
126.160.167,12 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan
Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada gejolak perekonomian
nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020
turun cukup drastis mencapai Rp. 120.556.603,4 (juta). Hal ini tentu saja berdampak pada
pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi
kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,44 persen.

Namun seiring pemulihan perekonomian Nasional yang diikuti oleh berbagai upaya pemulihan
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar 2,67 persen. Performa perekonomian
yang mulai menguat saat ini diharapkan menjadi pijakan bagi stailitas perekonomian Kutai

Kartanegara pasca Pandemi COVID-19.

Gambar I1-4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Berdasarkan data realisasi tahun 2020, Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi
terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2020 yaitu sektor Pertambangan (berperan 59,81
persen terhadap perekonomi Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan &
Perikanan (14,92 persen), sektor Konstruksi (8,56 persen) dan sektor industri pengolahan (4,49
persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,22 persen

terhadap perekonomian Kutai Kartanegara.




Sedangkan jika dihitung dengan mengeluarkan sektor pertambangan dan penggalian, maka
pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara justru semakin rendah. Hal ini menunjukkan
bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan
erat baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang (forward and backward linkage). Pada tabel
berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya

Tabel I11-4
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
‘ Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12.89 12.9 13.41 14.93 13.46
B. Pertambangan dan Penggalian 65.58 65.37 63.26 59.93 64.1
C. Industri Pengolahan 4.1 4.08 4.26 4.48 4.24
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03
Daur Ulang

F. Konstruksi 7.55 7.64 8.18 8.54 7.52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 352 359 3.92 425 371
Sepeda Motor

H. Transportasi dan Pergudangan 0.97 0.99 1.08 1.2 1.06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.27 0.29 0.33 0.34 0.29
]. Informasi dan Komunikasi 0.64 0.65 0.73 0.86 0.79
K. Jasa Keuangan 0.3 0.31 0.33 0.37 0.33
L. Real Estate 0.47 0.46 0.48 0.53 0.44
M,N. Jasa Perusahaan 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0. A_dmlnl_s_tram Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 1.65 157 1.67 176 151
Sosial Wajib

P.Jasa Pendidikan 1.12 1.14 1.22 1.36 1.19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.61 0.66 0.76 1.04 0.99
R,S,T,U. Jasa Lainnya 0.22 0.23 0.26 0.28 0.25

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022
Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama terhadap

pembentukkan PDRB Kalimantan Timur. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi

pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi
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sumber daya yang ada. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi manfaat kegiatan
ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat; memperluas akses
masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara

b. PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2016-2019 terus mengelami trend positif
yang memberikan gambaran bahwa rata-rata Kutai Kartanegara terus meningkat. Namun di pada
tahun 2020 terjadi penurunan, mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan pada tahun
2020 juga terjadi perlambatan ekonomi akibat perekonomian global yang juga mengalami
perlambatan serta tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas
perekonomian Indonesia pada umumnya dan kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.
Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai
Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,5 juta rupiah per kapita. Pemulihan
ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diiringi dengan implementasi di Kabupaten
Kutai Kartanegara berimbas positif bagi pembangunan ekonomi wilayah dengan kembali
meningkatnya PDRB per Kapita Kutai Kartanegara sebesar 241,7 Juta Rupiah per Kapita, angka

ini tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Gambar II-5
PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

( 241,7 )

. J
Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022 (Data diolah)

Di sisi lain, Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Timur, PDRB per Kapita Kutai
Kartanegara masih tergolong cukup tinggi. PDRB perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara
menduduki peringkat ketiga setelah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Meskipun begitu,
angka ini masih cukup luas untuk menginformasikan kesejahteraan masyarakat secara mikro.
Oleh karena itu, masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator lain untuk menyempurnakan

analisis terkait kesejahteraan masyarakat.
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Gambar II-6
Perbandingan PDRB per Kapita di wilayah Kalimantan Timur
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2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan
horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan
tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat,
berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder
maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan
dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh
wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang
pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik
yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan
dilihat dari rata-rata lama (RLS) sekolah dan harapan lama sekolah (HLS), indeks kesehatan
dilihat dari angka harapan hidup (AHH), dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau
kemampuan daya beli masyarakat.

Secara umum, perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat
sebesar 73,78 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2019 ini meningkat dari tahun

sebelumnya yang sebesar 73,15, dengan pertumbuhan sebesar 0,63 poin. Namun dikarenakan
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Pandemi Covid-19, angka IPM Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2020
menjadi 73,59. Seiring pemulihan perekonomian dan kondisi Pandemi COVID-19, pada tahun
2021 terjadi peningkatan kembali IPM Kutai Kartanegara hingga mencapai 74,06.

Gambar 0-7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Kenaikan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator
penyusun [PM pada tahun 2021 baik angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama

sekolah, maupun pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-5
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Komponen
Angka Harapan Hidup 71,68 71,93 72,21 72,34 72,64
Harapan Lama Sekolah 13,56 13,57 13,58 13,59 13,60
Rata-rata Lama Sekolah 8,83 8,84 9,10 9,22 9,23
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan 10.692 10.959 11.152 10.720 11.048
IPM 72,75 73,15 73,78 73,59 74,06
Peringkat [PM di Kalimantan Timur 5 5 5 5 5

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci kemampuan daya saing dan
kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Dilihat dari pencapaian IPM, Kabupaten
Kutai Kartanegara peringkat kelima yang termasuk menengah bawah dibanding kabupaten/kota
lain di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari indikator kompositnya, terjadi gejolak pada indikator
pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dimana pada tahun 2020 turun sebanyak 432 dari
11.152 ribu rupiah/tahun/kapita menjadi 10.720 ribu rupiah/tahun/kapita. Namun penurunan
ini meningkat kembali di tahun 2021 seiring upaya pemulihan pembangunan daerah selama
Pandemi COVID-19.

Jika melihat cukup tingginya angka IPM selama beberapa tahun terakhir, maka tantangan lima

tahun ke depan Kabupaten Kartanegara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
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unggul, profesional, terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi,

dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan

kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan

kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara. Berikut dapat dijelaskan

komposit dari pembentuk IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing
sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas
maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas
kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih
layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan
daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan
sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata
Lama Sekolah.
Pada tahun 2021, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai
9,23 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas
telah mengenyam pendidikan hingga 9 tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang awal

Sekolah Menengah Atas.

Gambar 0-8
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah lebih mengarah pada
kondisi yang ingin diwujudkan dalam masyarakat mengenyam pendidikan. Nilai HLS yang
semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang
diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Angka harapan

lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan secara linier dimana pada
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tahun 2021 mencapai titik tertinggi dengan capaian 13,60 tahun, atau dapat dikatakan
mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.
- Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam
melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan derajat kesehatan yang baik, maka
masyarakat mampu bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output yang berkualitas.
Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang mampu
merepresentasikannya seperti Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator
penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut

mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang

sejak lahir.
Gambar 0-9
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 72,64 tahun
yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2021 akan mempunyai harapan hidup hingga usia
72-73 tahun lamanya. Peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai
faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH
yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan
masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik
dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.
b. Kemiskinan

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
(basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan
dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu
persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data persentase penduduk
Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan pada Tabel dibawah ini.
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Tabel I1I-6
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021
Persentase Penduduk

Penduduk Miskin Garis Kemiskinan

Miskin (Po)
2017 56.570 450.581 7,57
2018 56.560 485.435 7,41
2019 56.340 503.968 7,20
2020 58.420 548.423 7,31
2021 62.360 569.640 7,99

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2022)

Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2017-2019 mengalami tren penurunan
dengan garis kemiskinan juga terus meningkat, kondisi ini tentunya memberikan gambaran
bahwa periode 2017-2019 kondisi kesejahteraan masyarakat pada periode tersebut mengalami
perbaikan, namun pada tahun 2021, walaupun garis kemiskinan meningkata namun jumlah
penduduk miskin juga meningkat mencapai 62.360 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,99
persen. Kondisi ini memperlihatkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat dimana angka
kemiskinan terlihat meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, kenaikan
angka kemiskinan disebabkan oleh adanya Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga
saat ini.

Gambar 0-10
Tingkat Garis Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021
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Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya mempertahankan kesejahteraan
masyarakat sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Ke depan, program-program pengentasan

kemiskinan pemerintah harus lebih efektif dan mengarah pada akar permasalahan kemiskinan
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Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini

mengalami goncangan akibat beberapa kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuatif dalam
beberapa tahun terakhir dimana terjadi kenaikan hingga tahun 2019 dan mulai kembali
menurun pada tahun 2020 hingga 2021. Pola meningkat terlihat sejak tahun 2018 dimana angka
pengangguran meningkat menjadi 5,96 persen dan meningkat kembali sebanyak 0,02 poin
menjadi 5,98 persen. Namun pada tahun terakhir, yakni 2021, terjadi penurunan angka
pengangguran menjadi sebesar 5,66 persen.

Namun, disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja
harus diwaspadai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara karena hal ini bisa menjadi dua sisi
mata pisau. Di satu sisi besarnya jumlah penduduk yang tergabung dalam angkatan kerja dapat
menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Kabupaten Kutai kartanegara sedang
berada dalam usia yang sedang produktif. Peningkatan jumlah angkatan kerja (bonus demografi)
bisa mendongkrak perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat.

Upaya kesiapan sumber daya manusia aparat, tenaga kerja, dan pelaku usaha merupakan
salah satu prasyarat dalam optimalisasi manfaat pembangunan Ibu Kota Negara. Merujuk hal
tersebut, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara
termasuk peringkat menengah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tingkat
partisipasi angkatan kerja juga termasuk menengah dibanding kabupaten/kota lainnya. Oleh
karena itu, potensi SDM Kutai Kartanegara cukup tinggi dalam mewujudkan pemerataan
kesejahteraan masyarakat.

Tantangan lima tahun ke depan adalah penyiapan tenaga kerja terampil dan terdidik
terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan,
manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan
revitaliasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari

pengembangan Ibu Kota Negara.
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Gambar 0-11
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek
pelayanan umum dibagi menjadi 2 (dua) urusan yakni urusan pelayanan wajib dan urusan
pelayanan pilihan.

2.1.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh setiap pemerintah
daerah tak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus utama pada penyempurnaan
pelayanan dasar. Pencapaian kinerja pelayanan dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara masih
perlu ditingkatkan melalui pengoptimalan aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat yang
meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
serta urusan pembangunan lainnya. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang
merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga saat ini.

a. Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum
tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun dibeberapa indikator mengalami
perkembangan yang baik, seperti tingkat angka putus sekolah yang semakin menurun kondisi ini
mengindikasikan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah cukup
berhasil. Berikut Indikator capaian layanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai

dengan tahun 2018.

I1-18



Tabel II-7
Capaian Pelayanan Umum Bidang Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021

No Indikator Sekolah Dasar/MI Sekolah Pertama/MTs Sekolah Menengah

Sl 2018| 2019 | 2020 | 2021 2018| 2019 | 2020 |2021 2018 |2019 | 2020 | 2021

1 | Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid

Umum (Negeri) 188 187 186 176 | 253 248 | 249 | 237 464

Umum (Swasta) 215 149 149 221 121 104 118 117 89

Departemen Agama

; 342 346 342 327 534 547 554 540 592
(Negeri)
Departemen Agama | 3¢ 139 141 151 | 160
(Swasta)
SMK (Negeri)
SMK (Swasta)

2 | Rasio Murid Terhadap Guru
Negeri 19 17 17 16| 18 16 16 16 19 18
Swasta 17 15 15 16 16 14 15 15 11 17
3 ‘S‘:li')‘lzﬁ‘z;')s 141 65 194 652 | 158 68 | 145 | o0 | 268 973
4 ﬁ;:’);ka Kelulusan | g9 14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.95 | 98.73% | 99.56 | 99.00 | 100 99.72
NO INDIKATOR PENDIDIKAN 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 APK PAUD 7750 79,89 86,71 79,03 77,99
2 APK SD/MI - SMP/MTs 100.10| 105,83| 108,27 100 102
3 APK SMP/MTs - SMA/SMK/MA n.a 99,80| 99,87 96,69| 96.45
4 Guru Yang Memenubhi Kualifikasi (S1/D-1V) 9194| 92,87 94,60 n.a 85.93

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2019 & Dinas Pendidikan dan kebudayaan 2022

b. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat
dilihat dari progres pencapaian Indikator kinerja kunci yang diasumsikan sebagai representasi
tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelayanan di
Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik, namun dibeberapa indikator mengalami penurunan
seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga kesehatan, kondisi
ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten

Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan gambaran layanan kesehatan tahun 2017-2021

Tabel 11-8
Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

No | Indikator Pelayanan Umum Bidang Kesehatan | 2017 2018 2019 | 2020 | 2021

1 Rasio Posyandu Per 100 Balita 1,02 1,00 1,00 1,00 1,4

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan

2 Penduduk

2,90 17,8 92,0 2,89
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No | Indikator Pelayanan Umum Bidang Kesehatan | 2017 2018 2019 | 2020 | 2021

3 Rasio Rumabh Sakit Per Satuan Penduduk 0,0024 0,0038 0,0038 0,004 0,0038

4 Rasio Tenaga Medis/Keperawatan Per 100.000 Penduduk

Dokter Spesialis 59,09 7,3 9 5 6
Dokter Umum 144,93 23,5 25,2 9 12
Bidan 717,96 91,6 85,7 82 92,3
Perawat 1.157,22 141,8 140,1 82 92,3

5 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 80 78 117 142 125
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan 3,63 3,622 2,891 1.233 1.358
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan 3,63 3622 2,891 3.444 2.437

6 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan 80,20 78,00 97,00 108 96
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan 3.630 3.622 2.891 12576 12317
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 16,509 17,29 14,456 12.576 12.317

7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 77,64 78,5 80,2 72,6 64,6
Jumlah Desa/ Kelurahan UCI 184 186 195 172 153
Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan 237 237 237 237 237

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat
8 100 100 100 100 100
Perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana

Pelayanan Kesehatan 73 73 69 76 22
Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan 73 73 69 76 22
9 gz‘;‘;;’;‘l ';;“;,‘r“:ggs‘i';'; g,z;‘a“ga“a“a“ Penderita 53,85 83,70 94,90 92,8 87,3
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang
475 1,077 1,221 935 550
Ditemukan dan diobati
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) 882 786 n.a n.a n.a
10 CDz]aglgl{)o:;lol; Penemuan dan Penanganan Penderita Panyakit 100 100 100 100 100
Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP 264 794 1075 307 186
Jumlah Penderita DBD yang ditemukan 264 794 1075 307 186
11 ](‘Zaaalzl;’];::kl;(:l;);\lr{lia;(l;:)sehatan Rujukan Pasien 100 100 100 100 100
12 Cakupan Kunjungan Bayi (%) 79,46 82,5 109,7 104,1 76,9
Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan 11.942 12,526 13.737 10483 9341

13 | Jumlah seluruh bayi lahir hidup

15.029 13.928 13.470 | 12.862 12.526

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Panjang dan Kondisi Jalan Daerah
Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas;

jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun

I1-20



2020 mencapai 2.193,02 Km, Jalan Provinsi Berdasarkan Pergub No. 622 Tahun 2018
tentang Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara adalah sepanjang
246,19 km, dan Jalan Nasional Berdasarkan Kep.Men PUPR 290/2015 tentang Jalan Nasional
yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 335,95 km, dengan proporsi
jalan dalam kondisi baik sebesar 25,33 persen, jalan sedang 38,07 persen, jalan rusak
sebesar 33,01 persen dan jalan rusak berat sebesar 3,59 persen. Kondisi ini menjadi
gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas diKabupaten Kutai

Kartanegara.

Tabel II-9
Panjang dan Kondisi Jalan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
Panjang Jalam (Km)

No Status Jalan 2017 2018 2019 2020 2021
Jalan Kabupaten 2.193,02 2.193,02 2.193,02 2.193,02 2193.02

\ No \ Kondisi Jalan \ Jumlah Panjang Jalan 2021 \ Persentase
1 Baik 650.538 29.664
2 Sedang 354.138 16.148
3 Rusak 524.329 23.909
4 Rusak Berat 664.018 30.279
Jumlah

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

Indeks Kesulitan Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang telah diuraikan di atas merupakan Kabupaten
yang memiliki keragaman karakteristik geografis. Wilayah Kabupaten yang luas menjadi
tantangan besar untuk memeratakan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara terutama di daerah pedesaan. Karakteristik geografis yang beragam
membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Pusat-pusat
pertumbuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berlokasi di zona perkotaan
yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan sarana dan infrastruktur yang diukur dari ketersediaan
prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas/transportasi di hampir
sebagian desa lebih banyak tertingal dibandingkan di wilayah perkotaan.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama pembangunan wilayah.
Infrastruktur menjadi media kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah. Ketersediaan
infrastruktur akan memperlancar aksesibilitas, arus produksi dan kegiatan lainnya.

Untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis yang dialami masyarakat desa dalam

mengakses layanan dasar dapat dilihat melalui Indeks Kesulitan Geografis. Semakin tinggi
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nilai IKG, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan geografisnya. Tingkat IKG Kutai
Kartanegara di sajikan seperti gambar berikut:

Gambar 0-12
Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

- Kondisi Irigasi
Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi

pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 dalam kondisi

baik mencapai 77.42 persen dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.13 Hektar

Tabel II-10
Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021
2017 2018

Luas irigasi kabupaten

dalam kondisi baik (ha) 16.354,35 | 16.791,12 17.173,90 | 17.925.92 18,098.92
%}E‘G;S‘r‘gas‘kab“pate“ 23.154,13 | 23.154,13 | 23.154,13 | 23.154,13 | 23,154.12
Luas irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik 70,63 70,96 71,17 77,42 78.17
(persen)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

- Penataan Ruang
Perhitungan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara, dihitung berdasarkan atas
luasan wilayah daratan yakni sebesar 27.263,10 km2. Sedangkan Luas Ruang Terbuka Hijau pada

tahun 2020 sebesar 7.450,18 km?.

Tabel II-11
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021

No ‘ Bidang Urusan / Indikator ‘ 2017 ‘ 2018 2019 2020

Rasio Ruang Terbuka Hijau per

1 Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 1573 16,85 17,63 18,03 18.03
Luasan RTH publik sebesar 20%

2. dari luas wilayah kota/kawasan 59,88 62,17 64,35 65,81 65.81
perkotaan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022
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d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus
mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang
sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum

perumahan Kutai Kartanegara 2017-2021.

Tabel I1-12
Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021
Indikator Layanan Umum

Perumahan 2017 2018 2019 2020 2021

1 E{(]l/:]r]nah Tangga Pengguna Air Bersih 83,7 84.02 8539 87.90 70.85

2 Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%) 85,29 85,98 86,52 81,71 69.8

3 Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01

4 | Rumah Layak Huni (%) 90,18 88,78 89,53 89,90 92.76

5 Rasio rumah layak huni 0,252 0,241 0,231 0,249 0.236

6 Eil:llilpan ketersediaan rumah layak 90,82 90,83 91,03 88,84 9276

7 | Persentase lingkungan pemukiman 0,0062 0,0059 0,0053 0,0053 0.0062
kumuh

8 Persentase luasan permukiman 173 6,76 19,78 21,89 50.25
kumuh di kawasan perkotaan

9 Proporsi rumah tangga kumuh 127 1,24 1,24 1,24 0.81
perkotaan

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2022

Selain daripada tabel diatas berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, rasio
pemenuhan air bersih pada tahun 2020 menunjukan presentase sebesar 65,72 persen dan air
minum hanya 68,55 persen, kondisi ini menandakan bahwa salah satu masalah pokok yang
dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan
air bersih terutama di pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara
maksimal.

Kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana
prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria kawasan kumubh ini, meliputi bangunan, jalan
lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan
persampahan dan pengamanan kebakaran. Termasuk juga pemenuhan ruang terbuka hijau dan
ruang terbuka non hijau. Kawasan kumuh di Kutai Kartanegara sesuai dengan SK Bupati Tahun
2019 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara seluas 168,11 Ha. Sampai dengan
Tahun 2020 Kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 30,26 Ha dan ada seluas 137,85 Ha

yang perlu diselesaikan. Ada 9 lokasi kawasan Kumuh sesuai dengan SK Penetapan Kawasan
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Kumuh Kutai Kartanegara antara lain, Tenggarong, Kecamatan Samboja, Muara Badak, Loa Janan,
Loa Kulu, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan Kecamatan Tabang.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan urusan Kketentraman dan ketertiban umum, diukur dengan
menggunakan pendekatan perhitungan resiko tindak kejahatan per 100.000 penduduk, yang
disebut dengan crime rate. Angka Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017
meningkat dibanding tahun 2016, dengan angka 118,20, dengan interpretasi bahwa dari 100.000
penduduk terdapat 118-119 orang diantaranya beresiko untuk terkena tindak kejahatan,
walaupun di tahun 2018 mengalami penurunan, dengan ini tetap diperlukan kebijakan-kebijakan
terkait ketentraman dan ketertiban umum terus dilakukan dalam rangka mencegah resiko tindak

kejahatan di Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan crime rate Kutai Kartanegara 2013-2018.

Tabel 11-13
Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2017-2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Penduduk 674.759 | 677.775 | 696.784 | 734.485 | 753.862
Jumlah Tindak Kejahatan Yang 1.057 606 619 460 na

Dilaporkan (Crime Total)

Crime Rate/100.000 Penduduk 0.16% | 0.09% | 0.09% | 0.06% n.a
Sumber : Satpol PP 2019, Capil 2021

f. Sosial

Masalah kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak faktor
yang dapat memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah
kemiskinan. Hal tersebut bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan dan lapangan kerja,
tetapi yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap mental. Esensi dari
permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi mereka yang terpaksa harus
tinggal di kawasan itu sehubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan disekitar
tempat tersebut. Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andil dan tanggung jawab
dalam penanganan PMKS.

Data yang bersumber dari Dinas Sosial bahwa pada Tahun 2021 penanganan PMKS dan
penyaluran bantuan sosial kepada Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka untuk pemenuhan
kebutuhan dasar terus tercapai. Walaupun demikian kedepannya Pemerintah dan Dinas Sosial
tetap meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS

[1-24



adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini bertujuan
untuk memberikan pelatihan dan keterampilan.

2.1.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, perluasan
lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi prasyarat
utama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Angka pengangguran Kabupaten
Kutai Kartanegara pada tahun 2020 ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima
tahun terakhir setelah pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Dari sebanyak 61,98
tingkat partisipasi angkatan kerja, capaian pengangguran di Kutai Kartanegara terlihat cukup

baik dan kedepannya diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 1I-14
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Angkatan Kerja 238.387 121.479 359.866

Bekerja 225.702 113.667 339.369
Pengangguran Terbuka 12.685 7.812 20.497
Bukan Angkatan Kerja 66.754 154.013 220.767
Sekolah 25.886 24.048 49.934
Mengurus Rumah Tangga 24.837 114.954 139.791
Lainnya 16.031 15.011 31.042

Jumlah 305.141 275.492 580.633
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 78,12 44,10 61,98

Tingkat Pengangguran 5,32 6,43 5,70

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 0-13
Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
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Sumber : LPPD,2022

Dari pendekatan pencari kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai

Kartanegara, terjadi penurunan persentase daya serap pencari kerja atau pencari kerja yang
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ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 203, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 795
orang, hingga tahun 2019 menjadi sebanyak 2.548 orang dikarenakan aktivitas pertambangan
dan penggalian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mulai membaik. Pada tahun 2020

mengalami penurunan sebesar 578 orang dan Tahun 2021 menurun sebesar 247 orang.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan
keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara,
serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar
partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan
visi pembangunan daerah.

Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan gender Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi
rapor positif capaian pengarusutamaan gender oleh pemerintah daerah Kutai Kartanegara.
Meskipun pembangunan gender secara nilai masih berada di bawah rata-rata angka provinsi
(85,98) dan nasional (91,07), namun peningkatan ini menjadi dasar yang baik untuk
melanjutkan program kegiatan yang telah disusun untuk mempertahankan progress
pembangunan kesetaraan gender Kutai Kartanegara.

Gambar 0-14
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
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Sumber : Kemenpppa, 2021

c. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari jumlah
ketersediaan pangan setiap penduduk pertahun cukup besar, pada tahun 2017 sebesar 118,82
ton/tahun, lalu naik pada tahun 2018 sebesar 133,05 ton/tahun, kemudian pada tahun 2019

menurun sebesar 129,32 Ton/tahun. Pada tahun 2020 menurun kembali menjadi sebesar 128,72
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ton/tahun. Sedangkan tahun 2021 turun menjadi 93,79 ton/tahun. Berikut perkembangan
ketersediaan pangan utama sampai dengan tahun 2021.

Gambar 0-15
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Kutai Kartanegara, 2022

d. Pertanahan

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak kepemilikan lahan, persentase
luas lahan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2018,
sebesar 49,78 persen, dengan jumlah luas lahan sebesar 34.934.119,23 Ha, terhadap luas lahan
yang seharusnya bersertifikat sebesar 70.183.393,18 Ha. Sehingga masih terdapat sekitar 50,22
persen yang belum memiliki sertifikat, hal ini perlu penggalakan kesadaran masyarakat atas
legalitas kepemilkan lahan yang lebih kuat. Dalam hal penyelesaian kasus pertanahan dari 13

kasus yang teridentifikasi 9 diantaranya dapat diselesaikan pada tahun 2018 atau 69,23 persen.

e. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami
perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2021 sebanyak 333.46 ribu m3 telah
tertangani sebesar 69,46 persen penanganan sampah. Kondisi ini meningkat sangat signifikan
dari volume sampah pada tahun 2017, yang sebanyak 138,70 ribu m3 dan tertangani sebesar
73,92 persen. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume

sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel II-15
Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
2017 138,70 73,92
2018 146,04 74,79
2019 255,50 81,25
2020 322,47 78,05
2021 333.46 69.46

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

I1-27




IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang
memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode
tertentu. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kutai Kartanegara pada tahun 2016 sampai
dengan 2019 kecendrungan meningkat walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan
sebesar 68,76 dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan nilai indeks sebesar
71.76. Meningkatnya IKLH tahun 2021 dikarenakan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas
Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA). Selain itu, adanya perubahan pembobotan dalam

rumus untuk tahun 2021 juga berpengaruh dalam peningkatan IKLH.

Gambar 0-16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun
terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi
kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi
kependudukan, hingga tahun 2021 mencapai 98,28 persen. Ke depan perbaikan sistem
pelayanan harus terus dilakukan agar seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan

akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel II-16
Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
i MO RIG e E T ) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Catatan Sipil

Kepemilikan KTP 95.62% | 89.77% | 68.83% | 87.58% | 97.97% | 98.28%

Jumlah penduduk yang
memiliki KTP

Jumlah penduduk wajib KTP
(>17 dan atau pernah/sudah 444364 | 464.103 | 476.331 | 487.559 | 494,922 | 510,822
menikah)

Kepemilikan Akta Kelahiran 89,04% 90.80% 92,64% 93.75% 96.14% 94.80%

Jumlah penduduk memiliki akta
kelahiran

424919 | 412.677 | 308.776 | 427.005 | 484,889 | 502,055

585.717 | 612.677 | 627.892 | 649.522 | 235,683 | 236,652
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Indikator Kependudukan &
Catatan Sipil
Jumlah penduduk 657.796 | 674.759 | 677.755 | 692.776 | 734,485 | 753,862
Sumber : BPS, 2016-2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya dalam memeratakan
kesejahteraan masyarakat untuk menurunkan kesenjangan. Indeks Desa Membangun (IDM)
adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks kesehatan sosial, indeks ketahanan ekonomi
dan indeks Kketahanan ekologi yang disusun untuk menetapkan status kemajuan dan
kemandirian desa, serta untuk menyediakan data dan informasi untuk pembangunan desa.
Berdasarkan tren perkembangan IDM di Kutai Kartanegara tahun 2019-2021, dimana dalam
setiap tahunnya, perkembangan IDM terus memperlihatkan grafik yang menanjak dan kondisi ini
menjadi keberhasilan bersama. Hal itu terbukti dari peningkatan status sejumlah desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana sampai pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa yang
berstatus sangat tertinggal. Capaian desa mandiri di tahun 2021 sebanyak 24 desa yang tersebar
Kecamatan Muara Muntai 1 Desa, Loa Kulu 5 Desa, Loa Janan 4 Desa, Anggana 1 Desa, Muara
Badak 2 Desa, Kota Bangun 1 Desa, Kembang Janggut 1 Desa, Muara Kaman 2 Desa, Tenggarong
Seberang 6 dan Marang Kayu 1 Desa. Keberhasilan capaian peningkatan IDM ini merupakan
adanya kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan hingga

tingkat desa dan tentu juga partisipasi dari TNI dan Polri.

Gambar 0-17
Status Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021
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h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mencapai 2,60 persen per
tahun. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, salah satunya disebakan karena
tingginya angka kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keluarga Berencana dalam

jangka panjang menjadi bagian kebijakan pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk.
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Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih
dalam kategori baik, dimana tahun 2021 Prevalensi peserta KB aktif mencapai 79,95 persen.
Belum optimalnya capaian program keluarga berencana ini disebabkan karena keterbatasan
tenaga penyuluh KB di setiap desa, dimana Tahun 2018 rasio petugas lapangan hanya sebesar
0,38, atau terdapat beberapa desa/kel yang tidak memiliki tenaga penyuluh KB.

Tabel 11-17
Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018
Indikator Keluarga

Berencana

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prevalensi peserta KB aktif 73,87 76,08 72,64 74,66 76.4 76.41 79.95
Ratio petugas lapangan

KB/penyuluh KB 3,05 2,90 0,34 0,38 0.3 0.3 0.28
(PLKB/PKB)disetiap desa

Jumlah peserta program KB aktif 97.468 103.386 95.678 102.642 113,022 113,560 108,614
Jumlah pasangan usia subur 131.953 135.900 131.719 138.454 148,008 148,615 145,549

Sumber : DP2KB Kutai Kartanegara, 2022

i. Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini secara umum dilalui
melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat dan perairan, dari aspek kemudahan aksesibilitas
jalan darat menjadi pilihan terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih singkat,
dengan demikian untukmemberikan pelayanan terhadap aksesibiltas masyarakat maka
keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas masyarakat, jumlah
angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2021 mencapai 4,437 angkutan
dengan jumlah penumpang sebesar 11,515 orang.

Gambar 0-18
Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021
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Sumber : LPPD, 2017-2021

j» Komunikasi dan Informatika
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Berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara terkait dengan hal teknologi dan informasi, diketahui
data akses teknologi komunikasi dilakukan melalui telepon rumabh, telepon seluler, komputer
desktop, dan laptop. Rumah tangga yang memiliki akses telepon rumah di Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan telepon seluler dan rumah
tangga yang menggunakan komputer desktop dan laptop mengalami kecenderungan naik setiap
tahunnya ini disebabkan Akses dan sarana Telekomunikasi semakin baik.

Gambar 0-19
Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2020
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Sumber: BPS Kutai Kartanegara, Tahun 2021

k. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM merupakan penyangga perekonomian daerah yang memiliki peran strategis
dalam penguatan ekonomi kerakyatan, proporsi koperasi aktif sampai dengan tahun 2021
sebesar 82.50 % dari jumlah total koperasi sebanyak 640 koperasi. Sedangkan Peresentase
perkembangan usaha mikro yang naik kelas hingga tahun 2021 berjumlah 3.23%. Kondisi ini

menjadi bagian penting dalam proses penguatan ekonomi berbasis masyarakat

Tabel 11-18

Jumlah Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021
Indikator Koperasi dan UKM 2019 2020 2021 ‘

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 57,935 58,225 68,413
Persentase Usaha Mikro yang naik kelas 297 3.23 3.23
Jumlah Koperasi Aktif 505 514 528
Jumlah Seluruh Koperasi 617 626 640
Persentase Koperasi Aktif 81.85 82.11 82.50

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2022

1. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga
menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan
investasi yang kondusif. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk
Penanaman Modal Dalam Negeri cukup baik. Pada tahun 2021, penanaman modal dalam negeri

terjadi di Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dari 466 proyek menjadi 545 proyek. Modal
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yang ditanamkan sebesar 1.930 miliar Rupiah yang terinci ke dalam sektor pertambangan batu
bara, perkebunan kelapa sawit, industri minyak makan nabati, tenaga listrik, dan jasa penunjang
pertambangan umum. Sementara penanaman modal asing juga mengalami kenaikan dari 136
proyek pada tahun 2020 menjadi 145 proyek pada tahun 2021 dengan modal yang ditanamkan
sebesar 1.913.074 miliar USS$.

Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan
semakin tinggi tingkat kesempatan kerja masyarakat. Berikut perkembangan investasi
Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2021.

Tabel 1I-19
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN

Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021
Tahun Jumlah Proyek Modal (Rp) In donzi?:ga Kerja Asing

2016 37 973.606.015.564 1.509 8
2017 108 2.273.427.091.953 1.762 523
2018 86 2.601.430.665.027 n/a n/a
2019 214 5.873.632.920.000 5.289 112
2020 466 2.284.878.700.000 3.674 9
2021 545 1,930,034,800,000 1,540 2

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Tabel I1-20
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Tenaga Kerja

Tahun Jumlah Proyek Indonesia ‘ o
2016 56 2.272.030.595.825 15.204 60
2017 146 925.060.848.968 3.207 21
2018 79 1.317.530.991.997 na na
2019 116 733.477.500.000 5.766 16
2020 136 947.851.500.000 965 20
2021 145 1,913,074,860,100 982 6

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung
serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui
peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Pembangunan dan
pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya
membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga
dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat

maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional. Sarana dan prasarana olahraga
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dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel I1-21
Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara 2021
Fasilitas
1 Lapangan Sepakbola 187
2 Lapangan Basket 2
3 Lapangan Volley 207
4 Lapangan Bulu Tangkis 172
5 Kolam Renang 1
6 Lapangan Tenis 5
7 Lapangan Tenis Meja 15
8 Lapangan Sepak Takraw 20
9 Lapangan Futsal 24
10 | Gelanggang/Balai Remaja 187

Sumber : LPPD, 2022

n. Statistik
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran
Permendagri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan, khususnya
publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik. Beberapa publikasi yang menjadi landasan dalam
melihat indikator pembangunan daerah seperti:

1. Buku “Kabupaten Dalam Angka”

2. Buku “PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara”
Kedua dokumen di atas tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan disusun oleh Badan Pusat
Statistik Kutai Kartanegara yakni “Kutai Kartanegara Dalam Angka dan PDRB Kutai Kartanegara
Menurut Lapangan Usaha maupun Pengeluaran. Penyusunan kedua buku tersebut penting
kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan
penyusunan program kegiatan.
0. Kebudayaan
Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam
rangka mengedepankan kearifan lokal daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah
yang memiliki catatan sejarah dan keunikan budaya saat ini menjadi icon kekayaan budaya
daerah dan nasional, sehingga upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya di Kabupaten
Kutai Kartanegara terus didorong dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan festival seni
dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan sarana penyeleggaraan seni dan budaya daerah.

Berikut perkembangan seni dan budaya Kutai Kartanegara tahun 2016 sampai dengan 2021.
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Tabel 11-22
Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Indikator Koperasi dan UKM 2016 2017 2018 2019 2020 2021
](;x(r;liz;h Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya 76 76 78 78 3 2
]um.lah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya 18 18 18 2 4 4
(Unit)
]u.mlah Benda, Sl'tus Dan Kawasan Cagar Budaya Yang 37 37 37 37 37 37
Dilestarikan (Unit)
Total Benda, Situs Dan Kawasan Yang Dimiliki Daerah 37 39 39 39 39 39

(Unit)

Sumber : LPPD, 2016-2021

p- Perpustakaan

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.
Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator kinerja pelayanan
perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas
penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu
kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan mutu pendidikan. Data
jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dirinci per kunjungan setiap

tahunnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 11-23
Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ‘
Jumlah Koleksi Judul Buku Yg
Tersedia Di Perpustakaan 27,384 28,382 29,442 31,068 25,722 26,320
Daerah
Jumlah Koleksi Jumlah Buku Yg
Tersedia Di Perpustakaan 62,796 63,796 64,857 66,484 95,989 530,304
Daerah
Jumlah Kunjungan Ke
Perpustakaan Selama 1 Tahun 256,129 275.257 305,317 363,317 13,963 4,493

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

2.1.3.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah urusan pilihan yang merupakan bagian
dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup melimpah, yang
ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budi daya,
hingga tahun 2021 produksi perikanan terus meningkat sebesar 207.522 Ton, dengan nilai

pertumbuhan sebesar 2.59 persen, sejalanan dengan produksi perikanan trend konsumsi ikan
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Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun, yakni sebesar 76.10 Kg/Kapita dimana konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara di
atas rata- rata konsumsi nasional yakni sekitar 55,37 Kg/Kapita.

Gambar 0-20
Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Produksi perikanan  ==Qm==Konsumsi ikan 207.522

202.277,30 78
189.374,20
177.305,90 77
158.644,30

151.958,70 76

76,1
75,6 7>

75,2
g 74,8 74
7’

74,1 s

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

b. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses
transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi
terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi
yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Namun semenjak pandemi saat ini,
terjadi penurunan yag sangat signifikan dalam hal kunjungan wisatawan. Pada tahun 2021,
sebanyak 617.064 wisatawan yang berkunjung di 48 destinasi pariwisata Kutai kartanegara. Jika
dibanding tahun 2020 yang mencapai 693.246 wisatawan.

Tabel I1-24
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Kunjungan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wisatawan

1 Tamu Hotel 91.934 64.214 70.638 97.119 60.700 68.175

No

2  BukitBangkirai 35.016 30520 22.063 20522 10671 7.234
Samboja

3 BOSF Samboja 3.460 2.820 3.058 3.680 591 -

4 Sungai Hitam 351 372 ; 280 216 201
Samboja
Museum

5 Mulawarman 157.302 84.906 48528 46.099 20603 14316
Tenggarong

6 d’kukarzone 2.540 - - - -
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Kunjungan
Wisatawan

Ladaya (Ladang

Budaya)
Lamin Etam
Ambors

Pulau Kumala

Waduk Panji
Sukarame
Waterboom
HRD 77 Muara
Jawa Ilir

Pantai Tahan
Merah Samboja
Pantai Ambalat
Samboja

Pantai
Pangempang
Muara Badak
Pantai Sambera
Muara badak
Pantai pemedas
Samboja

Pantai Malabar
Muara Badak
Batu Dinding
Samboja

Pantai Duta
Pemedas
Kaltim Park
Samboja
Planetarium
Jagad Raya
Tenggarong
Waterboom
Mahalani Muara
Badak

Istana Bunga
Jembayan
Family Water
Park
Tenggarong
Family Water
Park
Tenggarong
Seberang

Museum Kayu

Situs Makam
Raja-raja Kutai

277.601

68.823
377.597
38.518

39.800

36.294

32.066

18.691

155.355

2017

271.496

91.210
389.243

23.243

49.831

114.903

9.792

7.025

145.892

2018

285.071

115.323
287.595
16.684

46.016

10.805

62.593

43.631

34.755

13.464

11.311

14.889

7.334

6.687

142.441

2019

256.923

106.456
174.036

15.951

41.214

14.873

126.903

21.821

61.596

1.058

4.297

3.382

33.169

5.553

6.296

138.639

2020

118.297

28.262
37.861

5.118

5.219

22.808

31.727

79.795

4.217

31.508

971

2.485

18.703

2.679

7.991

2.589

2.174

1.331

28.118

2021
86.660

41.448

2.295

21.345

65.810
104.771

2.515

16.027
541
8.874

16.612

15.650

2.877

3.288

13.941
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No

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Kunjungan

Wisatawan

Makam
Pangeran
Notoigomo
Makam
Senopati
Aw.Long
Makam Aji
Pangeran Sinum
Panji Mendapa
Jembayan
Situs Lesung
Batu Muara
Kaman

Tugu
Pembantaian
Loa kulu

Situs Makan
Raja Aji
Mahkota dan Aji
dilanggar
Anggana

Situs Makam
Syeh Tunggang
Parangan
Anggana

Situs Makam
Pangeran
Mangkunegoro
Tenggarong
Situs Sanga-
sanga

Situs Gunung
Selendang
Sanga-sanga
Tugu Equator
Marang Kayu
Wisata Sungai
Mahakam

Kembang Jaong

Desa Wisata
Pela Kota
Bangun
Desa Wisata
Kedang Ipil
Kota Bangun
Air Terjun Suka
Lama Kota
Bangun
Desa Wisata
Kersik

2016

2.221

1.012

606

798

655

30.553

32.021

637

3.071

1.733

279

10.176

13.791

2017

1.226

1.361

1.005

1.601

659

37.209

30.444

643

8.351

1.783

262

27.782

32918

2018

139

463

182

33.751

33.711

1.252

135

7.353

11.975

34.978

2019

19.496

1.204

613

3.368

572

40.087

35.175

751

852

807

301

6.242

6.591

35.355

2020 2021

5.567 -

388 -

223 -

787 -

22.046 16.957

21.140 14.659

233 -

26 =

28.683 15.227

2.217 1.627
19.039 2.219
2.254 3.994

51.024 43.033
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Kunjungan

No : 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wisatawan

45 DesaWisata 9.030 4.997 . - 4226 .
Sumber Sari
Taman Gubang

46 Tenggarong - - - - 10.336 26.763
Seberang
Desa Budaya

47 ek R 64 18 10 75 423 -
Event

48 Budaya,/Festival 472.225 359.346 353.382 266.910 - -

49  Mice - 173 - - - -

m 1.914.220 1.795.245 | 1.720.217 1.600.866 | 693.246 | 617.064

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya
tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya dan
sejarah. Kunjungan wisatawan pada tahun 2021 terbesar pada destinasi wisata buatan dan alam
sebesar 45.21 persen dan 45.08 disusul wisata budaya dan sejarah 9.70. Adapun kontribusi
terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pantai Pangembang dan Ladaya.

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang
akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian
penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2021 sebesar 2.72 persen seiring penanganan dan
pemulihan ekonomi wilayah terwujud. Kondisi ini meningkat dibanding tahun 2020 sebesar -
0.99 persen. Namun pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata semakin
meningkat menjadi 2,72 persen
Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat
terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah
dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses
pembangunan pariwisata daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 6,23 persen

pada tahun 2021.

Tabel II-25
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021
| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 2020 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata 8,27 7,54 7,28 -0,99 2,72

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif n/a 6,85 7,41 4,44 6,23
Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2017-2021
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c. Pertanian

Dari sisi capaian, maka terlihat dampak Pandemi Covid-19 tidak terlalu erpengaruh pada
perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga sektor ini memiliki
ketahanan yang baik dari bencana sosial. Meskipun begitu, terjadi perlambatan pertumbuhan
ekonomi menjadi sebesar 4,79 persen pada tahun 2020 dengan kontribusi yang meningkat
menjadi 13,33 persen.

Tabel II-26
Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Tahun Struktur Ekonomi Pertanian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor
u Kehutanan dan Perikanan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2016 11,36 6,75
2017 13,10 2,11
2018 12,89 6,50
2019 12,89 6,67
2020 13,33 4,79
2021 1.02

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2021

Kabupaten Kutai Kartanegara selain kaya sumberdaya mineral (batubara dan migas),
mempunyai potensi yang cukup luas untuk pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura, seperti halnya komoditi; padi, palawija dan hortikultura. Luas panen
pengembangan padi (padi sawah dan padi lahan kering) tahun 2021 mengalami peningkatan
dari 31.145 Ha di tahun 2020 menjadi 34.145 Ha di tahun 2021, hal ini memberikan gambaran
bahwa terjadi perubahan luas panen yang sukup signifikan. Jika dilihat dari sisi Produktifitas

masih memperoleh nilai yang sama dengan tahun 2020, tetapi dengan produktifitas yang lebih

meningkat.

Tabel 11-27
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Beras
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021

Uraian

Luas Panen (Ha) Pr?,lfl(;l:/tli_;’;;as Produksi (Ton)
2021 34.145 3.47 118.551
2020 31.953 3,47 110.940
2019 31.358 3,86 121.203
2018 31.094 4,63 144.048

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2022

Selain padi, komoditi pangan lain yang dikembangkan petani yaitu jagung dan ubi kayu ; jagung

dan ubi kayu secara umum mengalami peningkatan produktivitas dalam lima tahun terakhir.
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Komoditi jagung pada tahun 2016 mencapai 3,82 Ton/Ha dan naik menjadi 5,33 Ton/Ha pada
tahun 2021. Begitu pula pada Komoditi ubi kayu pada tahun 2016 mencapai 23,53 Ton/Ha dan
naik menjadi 26,69 Ton/Ha pada tahun 2021. Kenaikan pada komoditi jagung dan ubi kayu
tersebut sejalan dengan kenaikan produksi dan luas panen dalam kurun waktu lima tahun
terakhir. Naiknya produktivitas jagung dan ubi kayu diatas, memberikan informnasi yang baik
terhadap dukungan penyediaan pasokan pangan selain padi bagi Kutai karatanegara khusunya
dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Tabel 11-28
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

\ Jagung \ Ubi Kayu
Tahun |Luas Panen Produksi Produktivitas Plg:laesn Produksi Produktivitas
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
2016 866 3.316 3,82 866 20.376 23,53
2017 3.365 13.110 3,89 1.646 44.365 26,96
2018 2.613 13.377 5,12 1.075 27.624 25,69
2019 3.882 23.391 6,02 807 23.269 28,83
2020 1.745 9.297 5,33 834 22.244 26,68
2021 1,060 5,646 5.33 797 21,257 26.69

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2022

Komoditi hortikultura khususnya bawang merah dan cabai dalam kurun waktu empat tahun
terakhir secara umum mengalami penurunan produktivitas khususnya pada komoditi bawang
merah, sedangkan pada komoditi cabai relatif stagnan. Pada komoditi bawang merah pada tahun
2016 mencapai 7 Ton/Ha dan menurun hingga 4 Ton/Ha pada tahun 2019 kemuudian ditahun
2020 dan 2021 relatif stabil di angka 5 Ton/Ha dan cukup mengalami peningkatan produksi
yang signifikan di tahun 2021 sebesar 395 Ton. Sedangkan pada komoditi cabe pada tahun 2016

-2019 produktivitas mencapai 6.5 Ton/Ha dan tersu meningkat sampai di tahun 2021 sebesar

9.09 Ton/ha.

Tabel II-29
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah dan Cabai
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Bawang Merah

Tahun P[;:;Sn Produksi Produktivitas Produksi Produktivitas
Ha (Ton) (Ton/Ha) (Ton) (Ton/Ha)
2016 7 49 7 610 3.852 6,50
2017 9 44 5 704 4.599 6,50
2018 35 143 4 741 4.523 6,00
2019 17 60 4 782 5.179 6,50
2020 30 146 5 450 3,926 8.7
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Bawang Merah Cabai

LS Produksi Produktivitas Produksi Produktivitas
Tahun Panen

(Ha) (Ton) (Ton/Ha) ane (Ton) (Ton/Ha)
2021 6,99 395 5 417,16 3.793 9.09

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2022

1) Peternakan

Pembangunan peternakan, menjadi bagian penting dalam pencapaian pembangunan pertanian
dalam arti luas, peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum terus meningkat, seiring
dengan meningkatnya konsumsi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka
mendorong swasembada ternak, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dan terobosan yang
tepat dengan berpegang pada potensi pengembangan peternakan di masing- masing kecamatan.
Pada populasi ternak secara umum mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, dimana
pada tahun 2020 populasi ternak sapi sebanyak 718.357 ekor, populasi kerbau sebanyak 1.546
ekor, populasi ternak kambing sebanyak 33.549 ekor ternak babi sebanyak 55.575 ekor, dan
unggas sebanyak 15.534.000 ekor. Namun di tahun 2021 populasi ternak mengalami penurunan,
Berikut perkembangan produksi ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II-30
Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021

2017

892.919

13.146

51.070

12.144.416

198.731
2018 627.536 4.234 17.993 26.345 9.248.745
2019 526.475 13.529 22.352 26.021 12.352.806
2020 718.357 1.546 33.549 55.575 15.534.000
2021 30,495 2,738 12,439 4,539 15,033,168

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2022

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi, kerbau dan babi mengalami peningkatan
cukup signifikan di tahun 2021 dibanding tahun 2020, sedangkan untuk daging kambing
mengalami penurunan daripada tahun 2020. Berikut perkembangan produksi daging di

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 11-31
Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021 (Kg)

2017

29.465

3.421

8585

15.683.725

4.837
2018 28.604 2.441 10.468 3.553 10.932.732
2019 27.509 2.394 3.553 3.594 14.786.963
2020 30.030 2.728 815.397 4.336 15.083.412
2021 762,425 3,866 47,118 11,668 12,582,761

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022
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Berkenaan dengan program pengembangan peternakan berbasis Mini Ranch yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
sesungguhnya telah menjalankan pengembangan peternakan dengan model yang serupa yaitu
model padang umbaran / pengembalaan ternak sapi pada lahan yang luas. Dimana program
tersebut dapat dikatakan sebagai embrio dari konsep Mini Ranch yang dikembangkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam revisi RPJMD 2018-
2023.
Dalam pelaksanaan model padang pengembalaan sapi pada lahan yang luas atau Mini Ranch
sederhana / tradisional di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sempat mengalami pasang
surut didalam pelaksanaannya. Dimana sejak tahun 2008 - 2015 Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan saat itu, sebelum bergabung dengan Dinas Pertanian telah memberikan
bantuan pengadaan prasarana peternakan berupa pagar, kandang, dan kalang kepada kelompok
peternak sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga kini pengembangan peternakan pola
padang pengembalaan sapi tersebut telah berkembang secara mandiri melalui kelompok-
kelompok ternak yang banyak terfokus pada wilayah hulu yakni di Kecamatan Kembang Janggut,
Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai dan Kota Bangun. Selain di wilayah hulu, juga terdapat
pengembangan konsep Mini Ranch di wilayah tengah dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.
Namun pengembangan konsep Mini Ranch di wilayah tengah dan pesisir tersebut berada pada
kawasan lahan perusahaan tambang dan sawit, sehingga pengembangannya banyak disponsori
oleh perusahaan sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan
kebijakan bagi peternak yang mengembangkan konsep Mini Ranch di areal lahan perusahaan,
seperti pada pengembangan Mini Ranch seluas 200 Hektar di Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa
Kulu pada kawasan eks tambang milik PT. Multi Harapan Utama (MHU).
2) Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang didominasi oleh
komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar komoditas terdapat pada
perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet dan kelapa
sawit. Produksi perkebunan hingga tahun 2020 mengalami perbaikan daripada tahun-tahun
sebelumnya, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk
perkebunan rakyat memang menurun, namun dengan bantuan teknologi informasi maka
optimalisasi produksi perkebunan dapat ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan akan terus
meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses

transformasi struktur ekonomi daerah.
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Tabel I1-32

Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021
Komoditi Luas Areal Planted Produksi Produktivitas Jumlah Petani
Crops Area (Ha (Ton) Kg/Ha Farmer

\Kutai Kartanegara

58,200.49

299,378.62|

Kelapa Sawit 28,291.65 274,235.71 14,348.76 12,990
Karet 17,686.74 11,974.28 1,225.00 8,688
Lada 3,804.99 1,085.07 348.47 1,940
Kelapa Dalam 7,977.02 11,513.34 1,956.85 4,874
Kopi 70.00 11.31 538.43 125
Kakao 71.25 62.66 1,519.10 63
Aren 246.69 487.53 3,322.40 515
Kemiri 52.15 8.73 307.94 165

Sumber : Dinas Perkebunan, 2022

d. Perdagangan

Urusan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara jika dilihat dari kinerja Nilai Tambah Bruto
Kategori Perdagangan, mengalami pertumbuhan positif hingga tahun 2020 mengalami
pertumbuhan sebesar 1,58 persen. Pertumbuhan NTB perdagangan ini menjadi bagian penting
dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah mengingat terjadi penurunan signifikan meskipun
masih tumbuh positif.

Dalam perspektif pengembangan ekonomi regional nilai ekspor barang dan jasa menjadi bagian
penting dari pengukuran tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif komoditi eksport
daerah. Nilai ekspor bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 mencapai Rp.
68.386.360.320.000,-, sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 66.170.384.000.000,-, sehingga
mengalami peningkatan sebesar 2 Trilyun Rupiah.

e. Perindustrian

Dalam upaya penguatan struktur ekonomi daerah, sektor industri menjadi fokus pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks peningkatan nilai tambah. Berdasarkan data BPS
dalam PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha bahwa secara nominal, Industri
Pengolahan berkembang dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dari 5,20 triliun rupiah menjadi
6,69 triliun rupiah. Meskipun demikian pertumbuhan nya berfluktuasi, khususnya tahun 2020
yang mengalami Pandemi COVID-19. Pertumbuhan industri Pengolahan pada tahun 2020
mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif 3,64 persen. Kontraksi ini terjadi akibat dari
kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani Pandemi COVID-19, khususnya dalam PPKM.

f. Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sebesar 63.616 orang, sedangkan untuk

transmigrasi swakarsa setiap tahunnya sekitar 24,4 ribu orang. Transmigrasi swakarsa
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merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini
menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap cukup baik dalam melakukan pelayanan

bagi seluruh transmigran.

Gambar 0-21
Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2017

mm Jumlah transmigrasi swakarsa jumlah transmigran =0—persentase
38,43 —O0
38,50
(0. (o)
g 8
e 3

Sumber : LPPD, 2015-2018

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)
Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk
keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat
menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran
konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan
untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih
sedikit.

Pada tahun 2018-2020 sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara
digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan
jasa, dan lain-lain) dibandingkan pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini terlihat pada tabel di
bawah dimana pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi per kapita untuk makanan sebesar
Rp.679.460,- (48,37%) dan pengeluaran konsumsi untuk non makanan sebesar Rp.725.376,-
(51,63%).
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Tabel 1I-33
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2018-2020

2018

Uraian ‘

Rp. % Rp.
Pengeluaran Konsumsi per Kapita
a. Makanan 594.670 49,19 597.155 48,73 679.460 48,37
b. Bukan Makanan 614.332 50,81 628.395 51,27 725.376 51,63
¢. Jumlah 1.209.002 |100,00| 1.225.550 |100,00| 1.404.836 |[100,00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2021

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah folus fasilitas
wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyedian sarana dan prasarana oleh
pemerintah daerah dalam rangka menarik investor usaha agar berinvestasi dan membuka
usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus
fasilitas wilayah/infrastruktur diukur dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan
lagi pada Jenis, kelas dan jumlah kamar hotel. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu
fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana
wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu
wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana
untuk melangsungkan kegiatan.

a. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang
2.193.02 km, Jalan Provinsi sepanjang 246.19 km, dan Jalan Nasional sepanjang 335.95 km.
Sehingga jumlah total panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah
sepanjang 2,775.16 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin
menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambabh,
kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai
Kartanegara mengalami kenaikan yang sangat cepat yaitu sebesar 403.811 unit di Tahun 2017
dan meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak 446.882 hingga rasionya menjadi sebesar 161
kendaraan, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 karena kebijakan PPKM

Nasional sebesar 417.982 unit dengan rasio 151 kendaraan.
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Tabel I1I-34

1 | Panjang Jalan 2,775.16 2,775.16 2,775.16 2,775.16 2,775.16

2 Jumlah 403.811 430.209 434.929 446.882 417.982
Kendaraan

3 | Rasio 146 155 157 161 151

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah dermaga yang tersebar di
beberapa kecamatan, mengalami penurunan jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat
melalui dermaga dengan angkutan sungai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2019
terangkut sebanyak 85,668 orang dan 42,687 barang, sedangkan tahun 2021 mengalami
peningkatan terangkut sebanyak 154,909 orang dan 11,515 barang. Data tahun 2021
menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

b. Penyediaan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya,
mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam
yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah
tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat
menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya
adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa, mata air terlindung dan sumur
terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan
rumah tangga/masyarakat suatu daerah. Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga pengguna air
bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten
Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih

juga mengalami peningkatan.

Tabel II-35
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2021
\ Uraian | 2016 2017 | 2018 | 2019 & 2020 | 2021

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) 89,57 83,70 84,88 85,39 87.90 70.85
Jumlah Total Rumah Tangga 196.390 | 199.166 | 209.119 | 222.503 | 228.867 | 172,099
Penduduk Berakses Air Minum 419.652 | 439.516 | 464.612 | 486,220 | 508.700 | 525,635
Jumlah Penduduk 657.796 | 674.759 | 677.755 | 761.493 | 729.382 | 741,950
Rasio (%) 57,09 65,13 68,55 63,85 69,74 70,84

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
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Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing daerah adalah iklim berinvestasi. Fokus iklim
berinvestasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung
investasi riil yang masuk ataukah tidak. Penilaian fokus berinvestasi didukung oleh data angka
kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai Kartanegara masih sangat
terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas) dan potensi investasi
sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para
investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam
periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas
dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor
(pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka
kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara,
karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak
aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kertanegara semakin
aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman

yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi.

Gambar 0-22
Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

52,23

2017 2018 2019 2020

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

Dari pendekatan perhitungan angka kriminalitas (crime rate) Kabupaten Kutai Kartanegara
termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, dimana pada tahun 2020
memiliki capaian angka kriminalitas sebesar 52,23 persen yang artinya resiko tindak kriminal
penduduk pada tahun tersebut dari crime rate/100.000 penduduk. Angka ini menurun
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 bahkan mencapai angka
kriminalitas sebesar 64,87.

b. Kualitas Tenaga Kerja
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Jumlah pencari kerja terdaftar diKabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 yang belum ditempatkan

ada sebanyak 6,914 orang, Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin 4,730 orang tercatat berjenis

kelamin laki-laki dan 2,184 orang yang berjenis kelamin perempuan, jumlah ini meningkat dari

tahun 2019 dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 6,354 orang yang terdiri dari 4,425 orang laki-

laki dan 1,929 orang perempuan. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II-36
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

A D

Tidak/Belum pernah sekolah 39,285 930 40,215 28,160
Tidak/belum tamat SD 85,076 1,883 86,959 53,847
SD 61,545 2,052 63,597 66,950
SMP 82,779 9,918 92,697 45,589
SMA 32,562 4,315 36,877 16,805
SMK 6,127 352 6,479 3,681
Diploma LILIII/Akademi 678 308 986 0

Universitas 31,317 739 32,056 5,735

Kutai Kartanegara | 339,369 20,497 359,866/ 220,767

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2022

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai dengan tahun 2021

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11-37
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2021
CAPAIAN KINERJA
BIDANG
URUSAN/INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1 | LajuPertumbuhan -1,97 1,63 2,16 3,92 4,21 2,67
Ekonomi
2 Laju inflasi 3,6 3,76 3,27 2,21 1,33
3 PDRB ADHB 127.869,34 149.220,00 161.920,39 162.022,59 149.057,82 | 177,318,19
4 PDRB per kapita 173.968 198.407 210.467 206.104 185.649 241.70
5 Indeks Gini 0 0.260 0.302 0.278 0.294
6 Pemerataan pendapatan
versi Bank Dunia
Indeks ketimpangan
7 Williamson (Indeks
Ketimpangan Regional)
8 Persentase penduduk 7,63 7,57 7,41 7,20 7,31 7.99
diatas garis kemiskinan
Rasio kesenjangan
9 e n.a. n.a. na. na. n.a. n.a
kemiskinan
10 Jumlah penduduk miskin 55,82 56,57 56,56 56,34 58,42 62.36
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BIDANG

URUSAN/INDIKATOR
(000)

CAPAIAN KINERJA

2018

2019

11

Proporsi penduduk dengan
pendapatan kurang dari
USD 1,00 (PPP) per kapita
per hari

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

12

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)

72,19

72,75

73,15

73,78

73,59

74,06

Angka Harapan Hidup

71,64

71,68

71,93

72,21

72,34

72.64

Harapan Lama Sekolah

13,26

13,56

13,57

13,58

13,59

13.60

Rata-rata lama sekolah

8,71

8,83

8,84

91

9,22

9.23

Konsumsi per kapita yang
disesuaikan 1996

10.593

10.692

10.959

11.152

10.72

13

Angka melek huruf

99.90

99.93

99.94

99.52

99.94

99.95

14

Persentase balita gizi buruk

0.63%

0.49%

0.48%

0.10%

15

Prevalensi balita gizi
kurang

11.75

16

Indeks Desa Membangun

n.a

0.582

0.582

0,6411

0,6846

0,7127

17

Angka partisipasi angkatan
kerja

54%

49%

Data Belum
Rilis

18

Tingkat partisipasi
angkatan kerja

62,95

64,36

66,07

61,98

Data Belum
Rilis

19

Tingkat pengangguran
terbuka

572

5,96

5,98

57

5.66

20

Rasio penduduk yang
bekerja

84,28

84,04

84,02

94,3

21

Laju pertumbuhan PDB per
tenaga kerja

n.a

n.a

22

Rasio kesempatan kerja
terhadap penduduk usia 15
tahun ke atas

23

Proporsi tenaga kerja yang
berusaha sendiri dan
pekerja bebas keluarga
terhadap total
kesempatan kerja

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

24

Jumlah Keluarga Pra
Sejahtera

11.131

12.812

13.339

11.793

11.793

25

Indeks Kepuasan
Masyarakat

70

75

80

88

26

Persentase PAD terhadap
pendapatan

6.47%

12.80%

7.49%

9.62%

4.21%

10.52

27

Opini BPK

WTP

WDP

WTP

WTP

WTP

28

Pencapaian skor Pola
Pangan Harapan (PPH)

91,7

90,0

89.2

81,3

75,7

84.7

29

Penguatan cadangan
pangan

0

151,55 ton

125 ton

128 Ton

30

Penanganan daerah rawan
pangan

0

1

1

1

31

Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan,
kehutanan dan
perikananterhadap PDRB

12,89

13,41

14,93

13.46

32

Kontribusi sektor pertanian
(palawija) terhadap PDRB

-2.77

0.09375

0.059722222

-0.96

3.38

33

Produksi sektor pertanian
(Rp)

34

Kontribusi sektor
perkebunan (tanaman
keras) terhadap PDRB

35

Produksi sektor
perkebunan

36

Kontribusi Produksi
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BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2018

2019

kelompok petani terhadap
PDRB
37 Kontribusi sektor
kehutanan terhadap PDRB
Kontribusi sektor
38 pertambangan dan 64,44 65,58 65,37 63,26 59,81 64.10
penggalian terhadap PDRB
Kontribusi sektor 0.54
39 pariwisata terhadap PDRB 13.35 827 7.54 7.28 -0.99
Kontribusi sektor kelautan
40 dan perikananterhadap
PDRB
Kontribusi sektor 3.71
Perdagangan besar dan
41 eceran; reparasi mobl dan 3,66 3,52 3,59 3,92 4,33
sepeda motor terhadap
PDRB
Kontribusi sektor Industri 4.24
42 pengolahan terhadap PDRB 4,07 41 4,08 4,26 4,49
Kontribusi industri rumah
43 tangga terhadap PDRB
sektor Industri
44 Pertumbuhan Industri
Kontribusi transmigrasi
45 terhadap PDRB
Predikat SAKIP B B B B B Belum Rilis
Nilai Lakip 66,01 65,08 64,55 64,88 65.60 Belum Rilis
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Dasar
1. Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini 77.99
1.1. (PAUD) 77.5 77.5 77.85 77.87 79.3
1.2 |Angka partisipasi kasar
Angka Partisipasi Kasar 100
1.2.1 (APM) SD/MI/Paket A 100.06 99.74 99.85 107.77 102
Angka Partisipasi Kasar 96.45
1.2.2 (APM) SMP/MTs /Paket B 93.07 93.43 93.9 101.92 96.69
Angka Partisipasi Kasar
1.2.3 (APM) 88.98 80.06 80.05 84.05 95.8
SMA/SMK/MA/Paket C
1.3. Angka pendidikan yang 8.71 8.83 8.84 9.1 9.22
ditamatkan
1.4. lAngka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni
1.4.1. (APM) SD/MI/Paket A 99.65 99.75 99.86 96.98 96.72 97.23
Angka Partisipasi Murni
1.4.2. (APM) SMP/MTs/Paket B 91.19 93.44 9391 77.51 86.19 87.82
Angka Partisipasi Murni
1.4.3. (APM) 78.53 58.12 61.88 64.09 75.1
SMA/SMK/MA/Paket C
1.5. \Angka partisipasi sekolah
Angka partisipasi sekolah 100.10
1.5.1. (APS) SD/MI/Paket A 100.2 100.21 102.04 103 100.99
Angka partisipasi sekolah 100.01
1.5.2. (APS) SMP/MTs/Paket B 99.87 101.78 100.67 107.91 100.2
Angka partisipasi sekolah
1.5.3. (APS) SMA/SMK/MA/Paket
C
1.6. lAngka Putus Sekolah:
16.1. ?351;46} Putus Sekolah (APS) 124 109 141 65 194 652
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URUSAN/INDIKATOR
Angka Putus Sekolah (APS)

CAPAIAN KINERJA

2018

2019

1.6.2. SMP/MTs 98 79 158 68 145 498
Angka Putus Sekolah (APS)

1.6.3. SMA/SMK/MA 278 268 268 90 276 971

1.7. lAngka Kelulusan:
Angka Kelulusan (AL)

1.7.1. SD/MI 100 100 99.14 100 100 100
Angka Kelulusan (AL)

1.7.2. SMP/MTs 99.45 99.98 99.95 98.73 99.56 99.45
Angka Kelulusan (AL)

1.7.3. SMA/SMK/MA 99.87 99.76 0 0 0

1.8. lAngka Melanjutkan (AM):
Angka Melanjutkan (AM)

1.8.1. dari SD/MI ke SMP/MTs 99.89 100 99.98 91.02 99.05 99.38
Angka Melanjutkan (AM)

1.8.2. dari SMP/MTs ke 88.82 89.12 88.23 89.45 90.01 91.67
SMA/SMK/MA

1.9. Fasilitas Pendidikan:

19.1, | Sekolahpendidikan SD/MI 0.28 031 0.89 0.89 0.90 0.90
kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan
SMP/MTs

1.9.2. danSMA/SMK/MA kondisi 0.21 0.245 0.86 0.88 0.88 0.90
bangunan baik
Rasio ketersediaan

1.10. sekolah/penduduk usia 183 177 160 171 193 1:184
sekolah pendidikan dasar
Rasio ketersediaan sekolah

111, | terhadap pendudukusia 268 303 326 218 287 1:237
sekolah pendidikan
menengah

112, | Rasioguru/muridsekolah 1:16 1:14 1:17 1:16 1:16 1:16
pendidikan dasar

113, | Rasioguruterhadap murid 1:15 1:16 1:18 1:17 1:16 1:17
pendidikan menengah

114, | Rasioguru/murid perkelas 1:24 1:23 1:13 1:23 1:22 1:20
rata-rata sekolah dasar

115, | Rasioguruterhadap murid 1:24 1:24 1:13 1:25 1:25 1:27
per kelas rata- rata
Proporsi murid kelas 1

1.16. yang berhasil menamatkan 98.5 99.57 98.75 99.12 98.42 99.83
sekolah dasar
Angka melek huruf

1.17. penduduk usia 15-24, 99.9 99.9 99.93 99.93 99.94 99.95
perempuan dan laki-laki
Penduduk yang berusia >15

1.18. Tahun melek huruf (tidak 99.9 99.9 99.93 99.93 99.94 99.95
buta aksara)
Guru yang memenuhi

1.19. kualifikasi $1/D-IV 80.36 76.4 81.94 82.53 83.86 85.93

2. Kesehatan
Angka Kematian Bayi

2.1. (AKB) per 1000 kelahiran 58 166 178 46 186 241
hidup

2.2. ‘g:}ﬁka kelangsungan hidup | ;5 19, 13.855 13.928 13.470 12.862 12.526
Angka Kematian Balita per

2.3. 1000 kelahiran hidup 15 14 14,4 14,6 16,3 207
Angka Kematian Neonatal

2.4. per 1000 kelahiran hidup 166 166 115 121 210 169

25, Angka Kematian Ibu per 32 35 22 24 30 38

100,000 kelahiran hidup




BIDANG

CAPAIAN KINERJA

2018

2019

2.6.

URUSAN/INDIKATOR
Rasio posyandu per satuan
balita

1,4

2.7.

Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk

16.3

17.5

18.8

21.7

17.4

2,89

Jumlah desa/kelurahan
yang memiliki sarana
puskesmas

2.8.

Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk

0.0045

0.0039

0.0038

0.0039

2.9.

Rasio dokter per satuan
penduduk

18.6

17.2

16.2

15.5

12

29.1

Dokter Spesialis

59,09

7,3

2.9.2

Dokter Umum

144,93

23,5

25,2

12

2.10.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

2.10.1

Bidan

717,96

91,6

85,7

82

92.3

2.10.2

Perawat

1.157,22

141,8

140,1

82

92.3

Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani

114

105

85.9

117

142

Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi

kebidanan

85

80

78

117

108

96

Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)

71

78

78.5

97

108

64.6

Jumlah Balita Gizi kurang
mendapat perawatan

88

73

73

69

76

22

2.15.

Proporsi penduduk dengan
asupan kalori di bawah
tingkat konsumsi minimum
(standar yang

digunakan Indonesia 2.100
Kkal/kapita/hari)

Persentase anak usia 1
tahun yang diimunisasi
campak

82%

84%

79.6%

93.1%

99,2%

117

Non Polio AFP rate per
100.000 penduduk

0,94%

1,48%

1,6%

0,4%

1,2%

1.2

Cakupan balita pneumonia
yang ditangani

61,7%

48.15%

16.7%

26.1%

15,9%

12.9

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA

59.8

63.1

83.7

52.1

71.5

87.3

2.20.

Tingkat prevalensi
Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)

101

123.52

140

155

102

102

2.21.

Tingkat kematian karena
Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)

2%

2%

3.9%

4.6%

3,5%

5.4

2.22.

Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang
terdeteksi dalam program
DOTS

314

475

505

467

642

550

2.23.

Proporsi kasus
Tuberkulosis yang diobati
dan sembuh dalam
program DOTS

88,5%

89.47%

92.9%

90.8%

63,7%

87.3

2.24.

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita

penyakit DBD

1739

264

794

1075

307

186




2.25.

BIDANG

URUSAN/INDIKATOR
Penderita diare yang
ditangani

78,2%

70.4%

CAPAIAN KINERJA

2018

57.6%

2019

51.7%

77,2%

73.7

2.26.

Angka kejadian Malaria

28

58

95

111

89

41

2.27.

Tingkat kematian akibat
malaria

2

0

2.28.

Proporsi anak balita yang
tidur dengan kelambu
berinsektisida

2.29.

Proporsi anak balita
dengan demam yang
diobati dengan obat anti
malaria yang tepat

2.30.

Prevalensi HIV/AIDS
(persen) dari total populasi

2.31.

Penggunaan kondom pada
hubungan seks berisiko
tinggi terakhir

2.32.

Proporsi jumlah penduduk
usia 15-24 tahun yang
memiliki pengetahuan
komprehensif tentang
HIV/AIDS

2.33.

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin

2.34.

Cakupan kunjungan bayi

81.9

79.5

82.5

108.2

104.1

76.9

2.35.

Cakupan puskesmas

32

32

32

32

32

32

2.36.

Cakupan pembantu
puskesmas

177

177

181

181

177

177

2.37.

Cakupan kunjungan Ibu
hamil K4

81%

79%

74%

89%

95%

84%

2.38.

Cakupan pelayanan nifas

80%

52.0%

49.6%

62.3%

104%

93%

2.39.

Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani

114,1

105

85,9

117,4

142

125.7

2.40.

Cakupan pelayanan anak
balita

2.41.

Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI
pada anak usia 6 - 24 bulan
keluarga miskin

2.42.

Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat

98,2%

98.04%

98.7%

99.8%

99,2%

100%

2.43.

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin

100

100

100

100

100

100

2.44.

Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(RS)

2.45.

Cakupan Desa/ Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

2.46.

Persentase penduduk yang
mempunyai keluhan
kesehatan

19,03

21,02

26,31

20,01

16,86

Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

3.1.1.

Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik

83.75

91.03

48.79

49.05

49.32

29.66

3.1.2.

Panjang Jalan dalam

317,11 km

830,534 km

354.138 Km
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2018

2019

Persentase kawasan
pemukiman yang yang
belum dapat dilalui
kendaraan roda 4

Persentase jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air
(minimall,5 m)

1.420 m

1.550 m

Persentase sempadan jalan

yang dipakai pedagang kaki
lima atau bangunan rumah

liar

Persentase rumah tinggal
bersanitasi

61,8

53,7

63,8

87,33

88,91

69.8

Persentase sempadan
sungai yang dipakai
bangunan liar

Persentase drainasedalam
kondisi baik/ pembuangan
aliran air tidak tersumbat

PU

PU

35.65

29.09

60.74

Tidak terjadi genangan > 2
kali setahun

3.1.10.

Persentasepembangunan
turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran
sungai rawan

longsor

3.1.11.

Persentasei rigasi
kabupaten dalam kondisi
baik

66.93

70.63

73.01

74.18

77.42

78.17

3.1.12.

Rasio Jaringan Irigasi

0.66

0.70

0.73

0.74

0.77

3.1.13.

Persentase penduduk
berakses air minum

419,652

439,516

464,612

486.22

508,700

525,635

3.1.14.

Proporsi rumah tangga
dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan

29,58

12,52

13,99

13,07

24,32

3.1.15.

Persentase areal kawasan
kumuh

n.a.

n.a.

n.a.

20.63

26.14

3.1.16.

Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan

3.1.17.

Rasio tempat pemakaman
umum per satuan
penduduk

3.1.18.

Rasio tempat ibadah per
satuan penduduk

Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik

83.75

91.03

48.79

49.05

49.32

29.66

3.2.

Penataan Ruang:

3.2.1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB

14.97

15.73

16.85

17.63

18.03

27.33

3.2.2.

Luasan RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan

58.68

59.88

62.17

64.35

65.81

0.66

3.2.3.

Rasio bangunan ber- IMB
per satuan bangunan

3.2.4.

Ruang publik yang berubah
peruntukannya

1.97

2.1

2.22

4.65

3.2.5.

Rasio luas kawasan

59.7

59.7

59.7

59.6

59.6

59.6
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2018
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3.2.6.

Ketaatan terhadap RTRW

49.2

56

68

75

78

80

Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman

4.1.

Rasio rumah layak huni

0.252

0.252

0.241

0.231

0.249

0.236

4.2.

Rasio permukiman layak
huni

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

4.3.

Cakupan ketersediaan
rumah layak huni

90.60

90.82

90.83

91.03

88.84

92.76

4.4.

Cakupan layanan rumah
layak huni yang terjangkau

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

4.5.

Persentase pemukiman
yang tertata

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

4.6.

Persentase lingkungan
pemukiman kumuh

0.0063

0.0062

0.0059

0.0053

0.0053

0.0062

4.7.

Persentase luasan
permukiman kumubh di
kawasan perkotaan

1.73

6.76

19.78

21.89

50.25

4.8.

Proporsi rumah tangga
kumuh perkotaan

1.27

1.24

0.81

4.9.

Cakupan Lingkungan Yang
Sehat dan Aman yang
didukung denganPSU

n/a

n/a

Ketentraman,KetertibanU|
Perlindungan Masyarakat

5.1.

Cakupan petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas)

3,028

3,028

3,028

3,028

3,028

3,028

5.2.

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman,
keindahan)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.3.

Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten/kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah desa yang
mengalami bencana

136

49

138

50

84

5.4.

Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran

(WMK)

15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

5.5.

Persentase Penegakan
PERDA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah kejahatan yang
dilaporkan

1.057

606

619

460

Risiko penduduk terkena
kejahatan per 100.000
penduduk

2.183

1.613

925

1.519

72

persentase penyelesaian
kejahatan

82

78

95

97

99

selang waktu terjadinya
kejahatan

8.12'

14.24'

14.6'

19.54'

Sosial

6.1.

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial

60

68

70.27

70.32

70.37

90.02

6.2.

Persentase PMKS yang

tertangani

60

68

70.27

70.32

70.37

90.02
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Persentase PMKS skala
yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan
dasar

60

68

CAPAIAN KINERJA

2018

70.27

2019

70.32

70.37

90.02

6.4.

Persentase panti sosial
yang menerima program
pemberdayaan sosial
melalui kelompok

usaha bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya

6.5.

Persentase panti sosial
yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesehatan sosial

100

100

100

100

100

6.6.

Persentase wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan

sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan
sosial

100

6.7.

Persentase korban bencana
yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap
darurat

100

100

100

100

100

6.8.

Persentase korban bencana
yang dievakuasi dengan
mengunakan sarana
prasarana

tanggap darurat lengkap

100

6.9.

Persentase penyandang
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial
yang telah

menerima jaminan sosial

23.89

80.13

100

6.10.

Garis Kemiskinan

424.717

450.581

485.435

503.968

548.423

Jumlah anak terlantar

1.905

1.905

679

679

679

865

Jumlah pekerja sosial
masyarakat (PSM)

216

216

216

216

46

29

Jumlah organisasi sosial

17

17

17

18

19

56

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1.

TenagaKerja

1.1.

Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun

77

71

38

46

49

130

1.2.

Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)

77

71

38

46

49

63

1.3.

Besaran pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan

376

918

795

3343

578

247

1.4.

Keselamatan dan
perlindungan

1.5.

Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek

1689

1769

1810

1810

1.6.

Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah

161

153

107

130

121

130

1.7.

Besaran Pemeriksaan

Perusahaan




1.8.

BIDANG

URUSAN/INDIKATOR
Besaran Pengujian
Peralatan di Perusahaan

CAPAIAN KINERJA
2018 2019

1.9.

Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi

55 200

80

Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis masyarakat

16

Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan

0

0

0

1.12.

Rasio lulusan S1/5S2/S3

0

0 0

0

0

Jumlah angkatan kerja

340338

358411 377924

359.866

Data Belum
Rilis

Upah minimum Kabupaten
Kutai Kartanegara

2.495.162,50

2.495.162,50

2.712.491 2.930.304

3.179.673

33179673

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

2.1.

Persentase partisipasi
perempuan di parlemen

8.89

8.89

8.89 15.56

15.56

15:56

2.2.

Indeks Pembangunan
Gender

61.89

78,54

78,83 83,84

83,87

83.87

2.3.

Indeks Pemberdayaan
Gender

54.86

55,07

56,44 63,74

61,43

61.43

2.4.

Proporsi kursi yang
didudukiperempuan di DPR

2.5.

Persentase perempuan
sebagai tenaga profesional

39,26

47,58 49,21

2.6.

Rasio KDRT

10.577

15.974 7.207

11.37

6.363

2.7.

Persentase jumlah tenaga
kerja dibawah umur

2.8.

Partisipasi angkatan kerja
perempuan

22.84

19.58

18.88

2.9.

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu

100

100

100 100

100

100

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit

100

100

100 100

100

100

Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu.

100

100

100 100

100

100

Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak

98.15

84.73

95.65 98.35

96.95

96.83
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Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
bantuan hukum

100

100

CAPAIAN KINERJA

2018

100

2019

100

100

51.1

Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

100

100

100

100

100

100

Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

100

100

100

100

100

100

Rasio APM
perempuan/laki-laki di SD

99.65

99.75

99.86

96.98

96.72

97.23

Rasio APM
perempuan/laki-laki di
SMP

91.19

93.44

93.91

77.51

86.19

87.82

Rasio APM
perempuan/laki-laki di
SMA

79,64

Rasio APM
perempuan/laki-laki di
Perguruan Tinggi

Rasio melek huruf
perempuan terhadap laki-
laki pada kelompok usia
15-24 tahun

99,90

99.93

99.94

99.52

Kontribusi perempuan
dalam pekerjaan upahan di
sector non pertanian

Pangan

3.1

Ketersediaan pangan utama

94,61

118,82

133,05

129,32

128,72

93.79

3.2.

Ketersediaan energi dan
protein per kapita

122,12

118,30

134,60

105,47

123,34

125.47

3.3.

Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan

90,65

86,24

85,71

76,25

90,77

91.21

jumlah konsumsi kalori
perkapita

2084

1687

1851

1.983,50

1971

Pertanahan

Persentase luas lahan
bersertifikat

0.043

0.64

0.22

1.2

0.57

4.2.

Penyelesaian kasus tanah
Negara

69.23

95.83

91.89

100

100

4.3.

Penyelesaian izin lokasi

100

100

100

100

100

Lingkungan Hidup

5.26.

Tersusunnya RPPLH
Kabupaten/Kota

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

ada

Tidak ada

5.27.

Terintegrasinya RPPLH
dalam rencana
pembangunan
kabupaten/kota

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.28.

Terselenggaranya KLHS
untuk K/R/P tingkat
daerah provinsi

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

ada

Tidak ada

5.29.

Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Air

49.5

56.40

81.43

84.08

52.73

52.98

5.30.

Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Udara

76.63

89.93

69.51

91.68

85.94

91.69

5.31.

Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Tutupan Lahan

59.99

59.99

59.95

62.93

64.5

70.89
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5.32.

BIDANG

URUSAN/INDIKATOR
Pembinaan dan

Pengawasan terkait
ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
yang diawasi ketaatannya
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH d
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota

21.05

CAPAIAN KINERJA

2018

19.44

2019

76,00

80.50

5.33.

Peningkatan kapasitasdan
Sarana Prasarana Pejabat
Pengawas Lingkungan
Hidup di Daerah(PPLHD) di
Kabupaten/Kota

10

10

10

10

10

5.34.

Terfasilitasi Pendampingan
Pengakuan MHA

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.35.

Terverifikasinya MHA dan
kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.36.

Terverifikasi hak kearifan
lokal atau hak pengetahuan
tradisional

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.37.

Penetapan hak MHA

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.38.

Terfasilitasi kegiatan
peningkatan pengetahuan
dan keterampilan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.39.

Terfasilitasi penyediaan
sarana/prasarana

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.40.

Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan masyarakat

0

2

2

2

2

5.41.

Terlaksananya pemberian
penghargaan lingkungan
hidup

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

5.42.

Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang di
terbitkan oleh Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota,
lokasi usaha dan
dampaknya di Daerah
kabupaten/kota.

100

87.5

93.33

100

100

5.43.

Timbulan sampah yang
ditangani

57.43

59.16

77.14

78.05

81,243.53

5.44.

Persentase jumlah sampah
yang terkurangi melalui 3R

0,01

1,94

6,70

7,29

5.45.

Persentase cakupan area
pelayanan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.46.

Persentase jumlah sampah
yang tertangani

50.98

72.12

77.15

78.05

5.47.

Operasionalisasi
TPA/TPST/SPA di
kabupaten/kota

P1.66,49

P2.belum ada
data

Penilaian Belum
Keluar Dari
kementerrian

Tidak ada
Penilaian

Tidak ada
Penilaian

5.48.

Persentase izin pengelolaan
sampah oleh swasta yang
diterbitkan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

5.49.

Persentase pengelolaan
sampah oleh swasta yang
taat terhadap peraturan
perundang-

undangan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Administrasi

Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil

AP AI A

6.1.

Rasio penduduk ber-KTP
per satuan penduduk

86,18 %

89,77%

95.95%

98.65%

97.97%

98.28%

6.2.

Rasio bayi berakte
kelahiran

65 %

69%

97%

97%

96.14%

94.80%

6.3.

Rasio pasangan berakte
nikah

26.00%

21,28%

24,10%

37,02%

40.78%

91.54

6.4.

Ketersediaan database
kependudukan skala
provinsi

TERSEDIA

TERSEDIA

TERSEDIA

TERSEDIA

TERSEDIA

TERSEDIA

6.5.

Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

6.6.

Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk(KTP)

86,18 %

89,77%

95.95%

98.65%

97.97%

98.28%

6.7.

Cakupan penerbitan akta
kelahiran

61.12%

36.43%

51.03%

53.06%

56.55%

94.80%

Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

7.1.

Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
desa yang baik

100

100

100

100

100

100

7.2.

Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat
(LPM)

46

47

47

48

49

45

7.3.

Rata-rata jumlah kelompok
binaan PKK

6477

6445

6445

6380

6510

4277

7.4.

Persentase LSM aktif

7.5.

Persentase LPMBerprestasi

7.6.

Persentase PKK aktif

100

100

100

100

100

100

7.7.

Persentase Posyandu aktif

100

100

100

100

100

100

7.8.

Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan masyarakat

7.9.

Pemeliharaan Pasca
Program pemberdayaan
masyarakat

Rasio desa berlistrik

95,36

99,58

100

100

100

IKS

0.665166617

0.656343597

0,7485

0.78129171

0,802

IKE

0.511225907

0.509244732

0,5801

0.608117617

0,6294

IKL

0.576856995

0.577895509

0,5949

0.664253368

0,707

Jumlah desa dengan status
maju

7

5

18

47

64

Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

8.1.

Laju pertumbuhan
penduduk (LPP)

2,4

2,32

2,29

2,18

2,13

8.2.

Total Fertility Rate (TFR)

2.51

2.48

2.45

2.24

2.53

8.3.

Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan)
yang berperan aktif dalam
pembangunan Daerah
melalui Kampung KB

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

8.4.

Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan)
yang menyusun dan
memanfaatkan Rancangan
Induk Pengendalian
Penduduk

8.5.

Jumlah kebijakan
(Peraturan
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CAPAIAN KINERJA
BIDANG

URUSAN/INDIKATOR 2018 2019
Daerah/Peraturan Kepala
Daerah) yang mengatur
tentang pengendalian
kuantitas dan kualitas
penduduk

Jumlah sektor yang
menyepakati dan
memanfaatkan data profil
(parameter dan proyeksi
8.6. penduduk) untuk - 3.00 3.00 3.00 3.00 1
perencanaan dan
pelaksanaan program
pembangunan

Jumlah kerjasama
penyelenggaraan

8.7, pendidikan formal, non ) 1 1 1 1 1
formal, dan informal yang
melakukan pendidikan
kependudukan

Rata-rata jumlah anak per 3.00 3.00 200 2.00 2.00 3
keluarga

8.9. Ratio Akseptor KB 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Angka pemakaian 74.62
kontrasepsi/CPR bagi 71.71 72.71 73.29 76.40 76.41
perempuan menikah usia
15-49

Angka kelahiran remaja 22
811 (perempuan usia 15—19]. ) ) i 9.00 18.00
per 1.000 perempuan usia
15-19 tahun (ASFR 15-19)
Jumlah Pasangan Usia 107,517.00 131,719.00 | 142,179.00 1480170 | 14861500 | 145549
Subur (PUS)

Cakupan Pasangan Usia 77.091
8.12. Subur (PUS) yang istrinya 335 335.00 91.00 100.00 970.00
dibawah 20 tahun
Cakupan PUS yang ingin 14.72
8.13. ber-KB tidak terpenuhi 17.51 17.54 16.10 14.55
(unmet need)
Persentase Penggunaan 18.2
8.14. Kontrasepsi Jangka Panjang 14.43 14.78 15.45 15.97
(MKJP)

Persentase tingkat
8.15. keberlangsungan - - - 4.20 12.52 76.62
pemakaian kontrasepsi
Cakupan anggota Bina )
8.16. Keluarga Balita (BKB) 56.40 57.15 54.02 62.41 21.98
Cakupan anggota Bina B
8.17. Keluarga Remaja (BKR) 63.00 66.00 26.06 68.99 7.64
Cakupan anggota Bina B
8.18. Keluarga Lansia (BKL) 41.00 46.00 42.89 53.70 17.86
Pusat Pelayanan Keluarga
8.19. Sejahtera (PPKS) di setiap - - - 1.00 1.00 1
Kecamatan

Cakupan Remajadalam
Pusat Informasi Dan

8.8.

8.10.

8.20. . - 22.00 24.00 25.00 27.78 14.05
Konseling
Remaja/Mahasiswa
Cakupan PKB/PLKB yang
didayagunakan Perangkat
g1, | DaerahKBuntuk - 100.00 100.00 100.00 100.00 100

perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang
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BIDANG

URUSAN/INDIKATOR
pengendalian penduduk

CAPAIAN KINERJA

2018

2019

8.22.

Cakupananggota Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS)

74.90

89.70

54.65

57.70

76.16

8.23.

jumlah petugas Pembantu
Pembina KB Desa (PPKBD)]

218.00

237.00

237.00

237.00

237

8.24.

Cakupan ketersediaan dan
distribusi alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat

50.60

43.80

40.40

45.10

8.25.

Persentase Faskes dan
jejaringnya (diseluruh
tingkatan wilayah) yang
bekerjasama dengan
BPJS dan memberikan
pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasi
pelayanan

100

8.26.

Cakupan penyediaan
Informasi Data Mikro
Keluarga di setiap desa

36

8.27.

Persentase remaja yang
terkena Infeksi Menular
Seksual (IMS)

8.28.

Cakupan kelompok
kegiatan yang melakukan
pembinaan keluarga
melalui 8 fungsi keluarga

96.00

91.00

80.00

90.00

81.00

90

8.29.

Cakupan keluarga yang
mempunyai balita dan anak
yang memahami dan
melaksanakan

pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak

32.00

20.00

30.00

27.00

24.00

24

8.30.

Rata-rata usia kawin
pertama wanita

8.31.

Persentase Pembiayaan
Program Kependudukan,
Keluarga Bencana dan
Pembangunan

Keluarga melalui APBD dan
APBDes

Perhubungan

9.1.

Jumlah arus penumpang
angkutan umum

9,025

21,504

26,928

21,824

10,222

2.2

9.2.

Rasio ijin trayek

3.3

2.2

2.5

2.2

2.5

8.137

9.3.

Jumlah uji kir angkutan
umum

15,527

11,550

12,711

12,482

9,557

52

9.4.

Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis

48

48

50

50

52

Terminal Bis

2

1

1

1

1

0.1

9.5.

Persentase layanan
angkutan darat

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

16.10

9.6.

Persentase kepemilikan
KIR angkutan umum

3.97

1.94

2.45

2.14

1.86

2.2

9.7.

Pemasangan Rambu-rambu

0

Rambu = 934
unit

Rambu =
1253 unit

Rambu =
3.539 unit

Marka Jalan=
400

Marka Jalan =
3.900 M2

Marka Jalan =
11.186 M2

Marka Jalan =
27400 M2
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CAPAIAN KINERJA

URUSAN/INDIKATOR 2018 2019
PakuJalan= |PakuJalan= |Paku Jalan=
0 0 0 466 300 4.200 buah
buah buah
0 0 0 Barier = 100 | Barier = 42 | Barier =182
Buah buah buah
98. Rasio panjang jalan per 173.2332582 | 184.1346636 | 196.1719455 | 198.3242287 |203.7747034
jumlah kendaraan
Jumlah orang yang 76052 29484 43674 23939 22652 11,515
terangkut angkutan umum
9.9.
Jumlah Barang yang 562211 649088 688002 512995 503742 na
terangkut angkutan umum
Jumlah orang melalui 111685
dermaga terminal per 65496 30146 72855 68848 48193
tahun
Jumlah barang melalui 227944 42343 82650 85668 59968 154909
dermaga per tahun
Jumlah orang 43805 22693 43674 42687 43652 11,515
9.10. melaluiterminal per tahun
Jumlah barang melalui B ) i B ) )
terminal per tahun
Jumlah kendaraan 391.402 595.276 519.026 582.366 513.935 417,982
bermotor
10 Komunikasi dan
) Informatika
Cakupan pengembangan 29,53%
Lo %2‘1‘011’1?;‘;(‘31;‘}2?;‘:51 22,36% 22,36% 22,36% 24,00% 29530 | (79/237)
Masyarakat di Tingkat (53/237) (53/237) (53/237) (57/237) (70/237)
Kecamatan
102 Cakupan Layanan 70,04% 70,04% 83,12% 88,61% 90,30% 90,30%
“ | Telekomunikasi (166/237) (166/237) (197/237) (210/237) | (214/237) | (214/237)
103. | Persentase pendudukyang |, cooo 0.703 0.7202 na 0.8713 na
menggunakan HP/telepon
10.4. Proporsi ruma.lh tangga n.a na n.a n.a 59,37 na
dengan akses internet
105, | Jumlah desa menerima 166 166 197 210 214 214
sinyal internet
Jumlah menara 377
10.6. telekomuniksasi BTS 206 206 206 206 298
11 Koperasi, Usaha kecil,
) dan Menengah
11.1. Persentase koperasi aktif 76.79% 77.13% 81.30% 81.85% 82.11% 82.5%
11.2. Persentase BPR/LKM aktif 100% 100% 100% 100% 100% n.a
113, | Persentase Usaha Mikro 97.45% 97.10% 97.16% 97.03% 96.77% na
dan Kecil
12. Penanaman Modal
Jumlah investor berskala : ) ) :
12.1. nasional (PMDN) o6
122 Jumlah nilai investasi 1,185,600,426, |1,176,197,313,8|2,327,430,665,0(2,278,976,621,9 2.284.878.70 1.930.034.30
- berskala nasional (PMDN) 303 41 27 70 T 0
123, ]umlah tenaga kerja dalam ) ) i ) 4 1.540
negeri
Kenaikan / penurunan Nilai (354,843,90
Realisasi PMDN (milyar - (9,403,112,462)| V1912333511 (48,454,043,05 ((3,588,754,2 [ )y
: 86 7) 20,000)
rupiah)
Jumlah investor berskala ) ) i ) 135
nasional (PMA)
12.4. Jumlah nilai investasi 2,342,635,276, (2,405,949,743,9|1,317,530,991,9|1,425,893,144,7 63.190 10 1.913.074.86
berskala nasional (PMA) 994 40 97 77 T 0.100
Jumlah tenaga kerja dalam B ) i B 965 982
negeri
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CAPAIAN KINERJA

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR 2018 2019
Kepemudaan dan Olah
13.
Raga
131, | Persentase organisasi 19,61 % 188 % 20,6 % 243 % 26,80 % 27.50%
pemuda yang aktif
13.2. Pmelf;z“tase wirausaha 0% 5% 833 % 11,99 % 13,80 % 13.80%
133 | Cakupan 39,22 % 77 % 78 % 88 % 89 % 89%
pembinaanolahraga
Cakupan Pelatih yang o o o o o
13.4. bersertifikasi 0% 255% 352% 37,8 % 42,50 % 59.92%
135. ﬁlalll‘(;‘;’an pembinaanatlet | 1y 30, 16 % 24,84 % 22% 34% 34%
13.6. Jumlah atlet berprestasi 83 8 730 76 34 42
13.7 Jumlah prestasi olahraga 120 100 8 2673 4 21
o Jumlah karang taruna 63 63 63 63 63 63
14. Statistik
Tersedianya sistem data ada
14.1. dan statistik yang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terintegrasi
142, fr‘)‘;‘l;‘a,,kab“pate“ dalam Ada Ada Tidak ada Ada Ada ada
14.3. Buku "PDRB” Ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada
15. Persandian
Persentase Perangkat 100%
daerah yang telah 100% (58/58)
15.1. menggunakan sandi dalam n.a 89,66 %(52/58)/65,52% (38/58),62,07% (36/58) 0
. (58/58)
komunkasi Perangkat
Daerah
16. Kebudayaan
16.1. Penyelenggaraan festival ) 7 10 13 2 1
seni dan budaya
Benda, Situs dan Kawasan
16.2. Cagar Budaya yang 2 2 2 2 3 3
dilestarikan
Jumlah karya budaya yang
16.3. direvitalisasi dan 1 1 1 1 2 3
inventarisasi
16.4. ]Lfmlah cagar budaya yang 9 9 9 9 9 9
dikelola secara terpadu
17. Perpustakaan
17.1. | Jumlahpengunjung 241,246 270,790 199,166 231,688 9,140 0.008
perpustakaan per tahun
172, | Koleksi bukuyangtersedia | /g oqq 69,697 70,536 73,468 74,632 1.04
di perpustakaan daerah
173, | Rasioperpustakaan 0.48 0.54 0.4 0.46 0.02 0.002
persatuan penduduk
Jumlah rata-rata
17.4. pengunjung
pepustakaan/tahun
17,5, | Jumlah koleksi judul buku 27,384 28,384 28,910 30,746 31,580 26,320
perpustakaan
Jumlah pustakawan, tenaga
17.6. teknis, dan penilai yang 2 2 6 15 15 15
memiliki sertifikat
18. Kearsipan
Persentase Perangkat
18.1. Daerah yang mengelola 61.39 68.97 77.59 100 100 89.65
arsip secara baku
18.2. Penlngkatan SDMpengelola 11 20 6 8 12 21
kearsipan
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URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2018

2019

Layanan Urusan Pilihan
1. Pariwisata
1.1. Kunjungan wisata 1,795,245 1,720,217 1,596,777 693,246 586.761
1.2. Lama kunjungan Wisata 1 1 1 1
o 3,489,486,553.0|2,977,117,800.0|2,122,456,000.0| 625,699,000, | 211,280,000,
PAD sektor pariwisata
0 0 0 00 00
13 Iumlah biro perjalanan 59 59 59 50
wisata
Jumlah objek wisata 0 12 13 33 33
2. Pertanian
Kontribusi sektor 10,914,702,570|11,624,585,77 (12,421,272,31 (13,095,560,53 |13,123,168,
2.1. pertanian/perkebunanterh 21 9,14 6,51 9,20 210,43
adap PDRB 9 8 1 4 9
Kontribusi sektor pertanian
(palawija) terhadap PDRB -2.77 1.75 3.05 0.86 -0.96
Padi sawah -0.16 -0.12 -0.02 -0.18 -0.11 -0.08
Padi Ladang -0.18 -0.11 0.42 0.12 0.03 -0.52
Jagung 0.06 3.02 -0.04 0.36 -0.52 -0.38
2.2. Kedelai 0.23 -0.09 -0.8 -0.13 -0.73 3.52
Ubi kayu -0.63 0.8 -0.25 0.64 -0.42 -0.01
Ubi jalar -0.71 -0.21 0.03 0.25 0.29 0.42
Kacang Tanah -0.8 -0.34 0.04 -0.04 -0.05 0.08
Tanaman Buah -0.33 -0.54 1.18 -0.08 0.37 0.27
Tanaman Sayuran -0.25 -0.66 2.49 -0.08 0.18 0.09
Kontribusi sektor 4,928,184,919, |5,355,801,635,4|5,705,790,856,2/6,107,531,740,7| 6,535,337,76
2.3. perkebunan (tanaman 083 06 24 1 8799
keras) terhadap PDRB !
Kontribusi Produksi
2.4. kelompok petani terhadap
PDRB
Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar
Padi 48.72 49.21093884 | 46.32610964 | 38.65132955 |34.71992579 34.72
Jagung 38.29 38.96684102 51.2 60.25 53.27009683 53.27
Kedelai 14.58 14.64298112 14.78 15.22 15.7195122 15.72
kacang Tanah 13.48 13.25 14.92 11.14 12.85874126 12.86
2.5. Kacang Hijau 10.29 10.49 10.39 10.58 13.2625 13.26
Ubi Kayu 235.29 269.6136828 256.97 288.33 266.8742651 266.87
Ubi Jalar 109.28 108.68 98.51 136.47 171.8498667 171.85
26. Cakupan bina kelompok
petani
3. Kehutanan
Rehabilitasi hutan dan N/A
3.1 lahan kritis N/A N/A N/A N/A N/A
3.2. Kerusakan Kawasan Hutan N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rasio luas kawasan lindung N/A
untuk menjaga kelestarian
3.3. keanekaragaman hayati N/A N/A N/A N/A N/A
terhadap
total luas kawasanhutan
4 Energi dan Sumber Daya
i Mineral
4.1. Jumlah pengguna listrik 144317 144557 163615 190085 194685 N/A
4.2. Rasio Elektrifikasi 0.6943 0.6953 0.7375 0.8959 0.9012 N/A
43, Perser}'t.ase pertambangan 0 0 3 2 13 N/A
tanpa ijin
5. Perdagangan
5.1. Ekspor Bersih Perdagangan| $.3.448.555.12 |$.5.358.092.924($.5.574.986.449|$.4.133.140.826| $.2.073.658.4 [$154,416,302,
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BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

0,52

43

CAPAIAN KINERJA

2018
,25

2019

33,16

37

5.2.

Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal

3,440

3,710

3,710

4,939

Perindustrian

6.1.

Cakupan bina kelompok
pengrajin

65

67

69

70

Jumlah industri besar dan
sedang

26

28

Jumlah tenaga kerja
industri besar dan sedang

Jumlah industri bmikro dan
kecil

8906

8906

4775

4777

2523

Jumlah tenaga kerja
industri mikro dan kecil

19904

19904

20292

9493

4935

Transmigrasi

7.1

Persentase transmigran
swakarsa

Kelautan dan Perikanan

8.1.

Produksi perikanan

151958.7 Ton

158644.3 Ton

177305.9 Ton

189974.2 Ton

202277.3 Ton

207521.5
Ton

8.2.

Konsumsi ikan

73
Kg/Orang/tahu
n

73.5
Kg/Orang/tah
un

74
Kg/Orang/tahu
n

75
Kg/Orang/tahu
n

70

Kg/Orang/tahKg/Orang/tah

un

76,1

un

8.3.

Cakupan bina kelompok
nelayan

286 Kelompok

307 Kelompok

354 Kelompok

412 Kelompok

538
Kelompok

563
Kelompok

8.4.

Jumlah rumah tangga
perikanan tangkap

18,852 Unit

18,966 Unit

19 Unit

18,966 Unit

19,160 Unit

19,160 Orang

8.5.

Proporsi tangkapan ikan
yang berada dalam batasan
biologis yang aman

8.6.

Rasio kawasan lindung
perairan terhadap total luas
perairan teritorial

0

0

0

0

8.7.

Nilai tukar nelayan

101.3

102

103

103

100.3

104,82

Volume perikanan tangkap
di Laut

34156.3

38548.7

38685

42203.2

43676.2

46595.7 Ton

Nilai Perikanan tangkap
(milyar)

1387

2063

2580

2804

2451

1709

Volume perikanan umum
darat

33566

33851

34394

34748

34092

34152.7 Ton

Nilai Perikanan umum
darat

689

1288

1575

1192

1031

1040

Penunjang Urusan

1.

Perencanaan
Pembangunan

1.1.

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

SS

1.2.

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

1.3.

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

1.4.

Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

1.5.

Penjabaran Konsistensi

60.13%

97.59%

99%

100%

100%
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BIDANG

URUSAN/INDIKATOR
Program RPJMD kedalam
RKPD

CAPAIAN KINERJA

2018

2019

1.6.

Penjabaran Konsistensi
Program RKPD kedalam
APBD

100%

83.80%

99%

99%

99%

1.7.

Kesesuaian rencana
pembangunan dengan
RTRW

Keuangan

2.1.

Opini BPK terhadap
laporan keuangan

WTP

WDP

WTP

WTP

WTP

Belum rilis

2.2.

Persentase SILPA

4.73%

8.04%

5.41%

10.71%

27.33%

27.00%

2.3.

Persentase SILPA terhadap
APBD

4.73%

8.04%

5.41%

10.71%

27.33%

27,00%

2.4.

Persentase
program/kegiatan yang
tidak terlaksana

27.02%

47.86%

25.10%

19.72%

21.36%

2.5.

Persentase belanja irigasi
(20%)

29.67%

26.08%

30.45%

26.58%

21.60%

2.6.

Persentase belanja
kesehatan (10%)

12.07%

12.07%

14.40%

11.84%

12.00%

2.7.

Perbandingan antara
belanja langsung dengan
belanja tidak langsung

8/9

11/9

12/9

12/7

1.16015333
5

2.8.

Bagi hasil kabupaten/kota
dan desa

6.55%

8.62%

9.57%

11.03%

13.68%

2.9.

Penetapan APBD

30 Desember
2015

3 Februari 2017

28 Desember
2017

27 Desember
2018

31 Desember
2019

30 Desember
2020

Kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan

3.1

Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan
dan pelatihan

35]P

4,6]P

5,7 P

5,5]P

4,88 ]P

5.61jp

3.2.

Persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal

0.15

0.35

1.17

6.89

5.82

2.65%

3.3.

Persentase Pejabat ASN
yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan
struktural

52.72

52.72

52.95

54.87

59.55

62.09%

3.4.

Jumlah jabatan pimpinan
tinggi pada instansi
pemerintah

37

35

35

38

34

36

3.5.

Jumlah jabatan
administrasi pada instansi
pemerintah

6,740

6,345

6,212

5,838

5,620

5379

3.6.

Jumlah pemangku jabatan
fungsional tertentu pada
instansi pemerintah

8,095

7,250

7,020

6,784

6,595

6774

Penelitian dan pengembai

4.1.

Persentase implementasi
rencana kelitbangan.

100

93.33

42.86

92.31

91.67

100

4.2.

Persentase pemanfaatan
hasil kelitbangan

100

93.33

82.86

92.31

75

100

Penerapan SIDa:

4.3.

Persentase perangkat
daerah yang difasilitasi
dalam penerapan inovasi
daerah.

100

100

100

4.4.

Persentase kebijakan
inovasi yang diterapkan di
daerah.

100

100

100
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Pengawasan

AP AI A

Persentase tindak lanjut
temuan

61.81

76.12

69.78

70.75

74.69

86.67

5.2.

Persentase pelanggaran
pegawai

100

40

24

45

15

5.3.

Jumlah temuan BPK

1037

1143

1297

1436

1462

1530

Sekretariat Dewan

6.1.

Tersedianya Rencana
Kerja Tahunan pada
setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.2.

Tersusun dan
terintegrasinya Program-
Program Kerja DPRD
untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan,
Fungsi Pembentukan
Perda, dan Fungsi
Anggaran dalam
Dokumen Rencana Lima
Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.3.

Terintegrasi program-
program DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan,
pembentukan Perda dan
Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan
dan Dokumen

Anggaran Setwan DPRD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pengeluaran konsumsi
rumah tangga per kapita

1.209.002,00

1.225.549,98

1.404.835,93

Nilai tukar petani

Persentase pengeluaran
konsumsi non pangan
perkapita

50,81

51,27

51,63

Produktivitas total daerah

Persentase desa berstatus
swasembada terhadap total
desa

50,78%

50,78%

50,78%

50,78%

50,78%

Rasio Ekspor + Impor
terhadap PDB (indikator
keterbukaan ekonomi)

50

55,12

54,08

49,69

45,05

Rasio pinjaman terhadap
simpanan di bank umum

Rasio pinjaman terhadap
simpanan di BPR

Angka kriminalitas yang
tertangani

120,09

64,98

64,87

52,23

10.

Jumlah kegiatan
demonstrasi

29

39

44

29

25

11.

Rasio ketergantungan

47,7

47,31

46,98

46,71




2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021

Evaluasi hasil RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target
program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai
dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran. Tahun 2021 masih
merupakan tahun yang berat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah,
dikarenakan kasus dan wabah pandemi Covid-19 masih tinggi, dimana masih banyak
ditemukan varian-varian baru dari virus Covid-19. Kondisi ini memberikan dampak pada
adanya kebijakan pengurangan anggaran atau refocusing kegiatan yang akan
memberikan pengaruh pada capaian kinerja maupun keuangan sampai pada akhir tahun
2021. Selain itu Kebijakan sosial distancing dengan penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara tidak langsung banyak memberikan
dampak kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik di
tahun perencanaan tidak terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Disisi lain
Pengurangan anggaran tidak dibarengi dengan penyesuaian target kinerjanya sehingga
terjadi deviasi antara capaian realisasi keuangan dan capaian realisasi kinerja.

Realisasi capaian sasaran RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sampai adalah

sebagai berikut:

Tabel 11-38
Capaian Sasaran Prioritas RKPD Tahun 2021

MISI-TUJUAN -SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

TUJUAN 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani

Meningkatnya Transparansi dan . . N %

Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Predikat Akuntabilitas Kinerja B (65,89) B*(65.60) -
dMaZr;;“}fkamya kualitas pengelolaan kevangan | 111 ¢ persepsi Korupsi 6.00 6.37 100.00
Meningkatnya pelayanan publik Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 8,75 9.18 100.00
pemerintahan daerah

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

TUJUAN 2 : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia

. . L Rata-Rata Lama Sekolah 9.41 9.23 98.82
Meningkatnya KualitasPendidikan mayarakat

Harapan Lama Sekolah 13,61 13.61 100.00

Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat Angka Harapan Hidup 72,57 72.64 100.00

Menurunkan jumlah pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka 5.20 5.66 91.87

Meningkatnya pengentasan kemiskinan Persentase tingkat Kemiskinan 7.35 7.99 91.99

MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUJUAN 3 :Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi
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MISI-TUJUAN -SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI

Tingkat Pertumbuhan Nilai
Investasi

Tingkat Pertumbuhan PAD 55.23 56.89 100.00

RTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR
EKONOMI DAERAH

Meningkatnya daya saing investasi daerah 1.69 2.01 100.00

Meningkatnya kemandirian pembiayaan

TUJUAN 4 :Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah

Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan PDRB sektor pertanian

pertumbuhan sektor pertanian dalam arti (Pertumbuharr)) Sektor Pertanian) 2.95 1.26 17.60
luas

Meningkatnya daya dukung sektorpariwisata | Pertumbuhan PDRB sektor 216 272 100.00
dan budaya daerah pariwisata ' ’ '
Meningkatnya pemerataan pendapatan Indeks Gini 0.292 0.283 94.80
masyarakat

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

TUJUAN 5 : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah

Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter
wilayah

MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Cakupan aksesibilitas antar wilayah 83.18 92.69 106.86

TUJUAN 6 :Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan

Status pencemaran air sungai 52.73 52.98 100.47
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Status pencemaran udara 85.94 91.69 106.69
Tutupan Lahan 62.93 70.89 112.65

MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK

TUJUAN 7 : Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan

Meningkatkan pemberdayaan perempuan
dalam pembangunan

*Capaian 2020

Indek Pembangunan Gender (IPG) 78,95 83.87* -

Secara umum sasaran pada RKPD 2021 dapat tercapai dengan baik, dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Indeks Persepsi Korupsi dari target 60.00 dengan realisasi
63.70. Capaian didukung oleh pada peningkatan dan perbaikan pada seluruh sektor-
sektor yang berhubungan langsung dengan IPK mulai dari Daya saing Lokal,
penghambat kemudahan berusaha, prevelensi korupsi, akuntabilitas keuangan
publik, motivasi korupsi, sektor terdampak korupsi serta penegakan hukum dan
pencegahan korupsi.

2. Pencapaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah secara umum sudah tercapai
mengingat dengan angka capaian pada posisi 9.23 memberikan informasi bahwa
anak-anak usia sekolah sudah menjalani wajib belajar 9 tahun yang merupakan
wewenang Kabupaten/kota. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya atau program
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan, menerapkan

dan mengimplementasikan kebijakan daerah akan pentingnya pendidikan pada
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semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah
pertama, kebijakan pemerataan akses pada seluruh level atau jenjang pendidikan dan
mendukung layanan pendidikan menengah atas meskipun menjadi ranah
kewenangan Pemerintah Provinsi.

. Pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah tercapai sesuai dengan target, didukung
oleh faktor karena kebijakan pengalokasian dana pendidikan yang lumayan besar
dalam urusan pendidikan yang ditangani Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
dan kepedulian pengembangan kompetensi tenaga pendidikan. Selain itu
Peningkatan infrastruktur pendidikan serta kebijakan wajib belajar bagi masyarakat
juga turut menjadi faktor keberhasilan pencapaian indikator ini.

. Pencapaian indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh Peningkatan Jumlah
Sarana dan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Mutu dan Jangkauan pelayanan
kesehatan, namun disisi lain Kondisi Pandemi, mengurangi aktivitas pelayanan
langsung, serta luasnya kondisi geografis memberikan hambatan dalam pelayanan
Kesehatan.

. Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka secara series mengalami trend positif
dimana jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dibandingkan pada
tahun 2020 sebesar 5.70%, penurunan ini terjadi disebabkan karena semakin
meningkatnya penerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal dan semakin
baiknya penangan pandemi Covid 19. Namun masih belum memenuhi target capaian
tahun 2021, kondisi pandemi yang masih membayangi, merupakan salah satu faktor
pendukung. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) yang cukup besar 64,46 yang
mengindikasikan bahwa pasokan tenaga kerja yang cukup banyak di penduduk usia
kerja, perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten dan perangkat daerah yang
terkait dalam rangka mendorong meningkatnya kesempatan kerja dan semakin
berkembangnya kewirausahaan sehingga akan mendorong semakin menurunnya
tingkat pengangguran terbuka.

. Indikator persentasi tingkat kemiskinan di tahun 2021 tidak mencapai target
Pengangguran Terbuka, hal ini tidak terlepas dari dampak Panjang pandemi covid-19
gelombang 2, yang cukup mengganggu upaya penurunan tingkat kemiskinan yang

sudah dicapai selama dua tahun sebelumnya. Peningkatan persentase kemiskinan
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juga tak lepas dari angka pengangguran yang masih cukup besar, karena banyak
masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

. Pencapaian indikator Tingkat Pertumbuhan nilai investasi mencatatkan kinerja yang
baik di tengah kondisi pandemi COVID-19.hal ini tidak terlepas dari semakin
membaiknya kondisi ekonomi (recovery) kutai kartanegara di masa pandemi
ditunjang dengan semakin baiknya iklim berusaha dan peningkatan infrastruktur
sarana dan prasarana dalam mendukung kemudahan berusaha berkorelasi positif
terhadap peningkatan PMDN maupun PMA. Implementasi kemudahan berusaha yang
mengacu pada UU Cipta Kerja dan turunannya ini akan terus dipercepat agar
manfaatnya segera dapat dirasakan oleh investor. Sehingga, investasi terus dapat
menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

. Indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah, masih belum tercapai maksimal,
walaupun disisi lain pertumbuhan wajib pajak semakin meningkat, namun masih
merebaknya wabah covid-19, berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi
masyarakat sehingga potensi pertumbuhan pajak daerah masih belum maksimal
bertumbuh, pertumbuhan yang ada masih ditopang pada PBB dan BPHTB.

. Beberapa indikator yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dapat tercapai
disebabkan pandemi COVID-19 selama 2021 menjadi salah satu faktor perbaikan
kualitas lingkungan hidup, terutama kualitas udara. Selain itu, peningkatan
kesadaran masyarakat dengan turut menjaga kebersihan lingkungan, mempengaruhi
perbaikan kualitas air di sejumlah daerah. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh
limbah atau sampah yang dibuang ke sungai atau perairan, secara umum kualitas air
di Kutai Kartanegara dapat dimanfaatkan dengan tetap menjalani proses terlebih
dahulu.
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Tabel II-39

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Menurut Bidang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan

Pa

u dan Realisasi Anggaran

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat

Sosial

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Penanaman Modal

Kepemudaan dan Olahraga

Statistik

Persandian

Kebudayaan

Perpustakaan

Kearsipan

Urusan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumberdaya Mineral
Perdagangan

Perindustrian

=

= ooy W W

(SIS

35

17

12
17

12
14
15
17

12
12

16
10
13
13
16

[\S]

15
14
15

1,166,891,334,608.00

870,379,260,356.00
567,921,686,162.00
264,439,704,004.00

65,948,231,780.00
20,204,377,843.00

18,020,171,038.00
9,196,362,680.00

10,396,482,445.00

877,664,758.00
22,423,126,160.00
17,516,347,995.00

30,819,184,082.00
17,953,277,801.00

59,044,643,216.00
29,488,431,449.00
13,516,268,747.00
17,223,526,938.00
51,567,810,451.00

723,440,000

6,780,467,817.00
3,961,437,881.00
12,501,256,730.00

57,302,391,645.00
32,171,421,213.00
138,931,405,740.00

9,909,722,968.00
6,116,530,024.00
26,152,908,126.00

Realisasi

1,097,082,984,452.71

658,876,846,037.31
496,743,884,216.00
244,105,800,639.00

59,136,311,086.00
17,063,361,738.00

16,342,871,727.00
8,117,071,935.00

9,601,359,094.00
571,613,939.00
19,959,163,424.00
14,212,793,681.00

21,349,698,008.00
15,005,156,177.00

55,764,468,537.00
24,135,592,084.00
10,855,892,300.00
15,071,564,431.00
48,582,726,578.00

237,898,939

2,071,099,567.00
3,625,380,866.00
10,438,667,719.00

45,272,244,627.00
29,068,829,704.00
119,372,410,488.00

7,924,217,762.00
26,522,040,374.00
23,290,095,872.00

24.93
14.97
11.29

5.55

1.34
0.39

0.37
0.18

0.22
0.01
0.45
0.32

0.49
0.34

1.27
0.55
0.25
0.34
1.10
0.01

0.05
0.08
0.24

1.03
0.66
2.71

0.18
0.60
0.53
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Pagu dan Realisasi Anggaran

Urusan/Bidang Urusan

% Realisasi
3:08  Ketransmigrasian 1 1 844,364,015.00 0.02 146,891,814.00 0.00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi - -
Penunjang
4:01  Administrasi Pemerintahan 3 19 1,018,318,386,906.00 19.55 882,825,746,195.00 20.06
4:02  Pengawasan 3 11 23,463,627,552.00 0.45 18,429,600,011.00 0.42
4:03 Perencanaan Pembangunan 3 14 34,143,723,515.00 0.66 28,255,800,726.00 0.64
4:04 Keuangan 3 11 565,887,295,637.00 10.86 353,448,315,486.00 8.03
4:05 Kepegawaian 3 14 18,699,852,264.00 0.36 16,347,709,486.00 0.37
o || ooz | i | ssonseision 100w
Tabel I11-40

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

PRIORITAS TARGET

PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR REALISASI % Capaian
TAHUN 2021 PERUBAHAN
Penerapan dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Tingkat Ketepatan Struktur dan Ukuran 98.28 97.6 99.31
pemantapan PEMERINTAHAN DAERAH Organisasi
reformasi KABUPATEN/ KOTA Persentase Nilai SAKIP Perangkat 52% 10% 19.23
birokrasi Daerah Predikat A
Persentase Nilai SAKIP Perangkat 48% 55% 100
Daerah Predikat BB
Peningkatan PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase ASN yang mengikuti 75% 69% 92
Kompetensi SDM = SUMBER DAYA MANUSIA penjenjangan, teknis fungsional dan
Aparatur sertifikasi
Peningkatan PROGRAM PERENCANAAN, Tingkat kesesuaian antara RPJMD- 100.00 95.08 95.08
kualitas PENGENDALIAN DAN EVALUASI = RKPD
perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD 99.00 94.18 95.13
pembangunan dan APBD
daerah PROGRAM PENELITIAN DAN Cakupan Penelitian bidang Ekonomi 100% 100% 100
PENGEMBANGAN DAERAH dan Pembangunan
Cakupan Penelitian bidang Sosial 100% 100% 100

Budaya dan Kemasyarakatan

- =



PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021

Peningkatan
sistem
pengawasan dan
pengendalian
internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Penerapan arsip
secara baku di
seluruh
perangkat daerah
secara bertahap

Pengembangan
dan pemerataan
jaringan
komunikasi dan
informasi

Peningkatan
kewaspadaan
terjadinya
bencana alam

- k=

PROGRAM PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

PROGRAM PENGELOLAAN
ARSIP

PROGRAM APLIKASI
INFORMATIKA

PROGRAM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Cakupan Penelitian dibidang
Pemerintahan

Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja
Sasaran Pembangunan Daerah
Persentase Penyelesaian Temuan /
Rekomendasi BPK

Persentase OPD yang menerapkan
Arsip secara baku

Jumlah dokumen arsip yang
diselamatkan dan dilestarikan
Cakupan PD yang terkoneksi dengan
sistem informasi kearsipan

Cakupan Layanan Internet di
Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Cakupan Sistem Informasi E-
Government yang aktif

Cakupan Pengelolaan dan Layanan
Informasi Publik

Cakupan advertorial di media
elektronik, cetak dan media sosial

Persentase Pemenuhan Tingkat waktu

tanggap (response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

Jumlah pembentukan Balakarcana
(Barisan Sukarela Pemadam
Kebakaran)

Cakupan Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran

75%

82%

10,866

69

100

100
100%

100%

100

20

100

89.65%

22,216

100

90

100
100%

100%

100

100

100

100

100

100

100

90

100

100

100

100

20

100



PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021
PROGRAM PENANGGULANGAN

Peningkatan
efisiensi dan
efektifitas
penggunaan
anggaran
Peningkatan
kuantitas dan
Kkualitas sarana
prasarana
pendidikan dasar

Peningkatan
kuantitas dan
kualitas sumber
daya aparatur
pendidik
Peningkatann
mutu pelayanan
kesehatan dasar
dan rujukan

Pemerataan
sarana dan

BENCANA

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN

Cakupan Layanan Informasi Rawan
Bencana

Cakupan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Cakupan layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
Penyampaian LKPD Tepat Waktu
Penerbitan SP2D tepat Waktu
Penetapan APBD dan APBD Perubahan

APK SD/MI

APK SMP/MTs

APM SD/MI

APM SMP/MTs

Indeks Mutu Pendidikan SD

Indeks Mutu Pendidikan SMP
Indeks Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan
primer (puskesmas) yang
melaksanakan pelayanan yang
terakreditasi

Cakupan puskesmas terakreditasi
Utama

Persentase pembiayaan bagi penduduk
yang dijamin kepesertaan BP]JS oleh
pemerintah daerah

Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis
Sesuai Standard (RSUD Parikesit)

100

100

100
100
100

100
96.08
99.71
92.75

5.8

5.6

5.8

32

18

100

90

100

100
100
100

100
96.45
99.05
92.83

5.87

5.71

5.89

100

16

100

88.71

100

100
100
100

100
100.39
99.34
100
100
100
100

100

88.89

100

98.57
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PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021
prasarana serta
ketersediaan
perbekalan
kesehatan

Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat dan
lingkungan sehat

- E=

DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM SEDIAAN FARMAS]I,
ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN DAN MINUMAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN/PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Dokumen Review Perencanaan
Operasional Pengembangan Layanan

Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis
Sesuai Standard (RSUD ABADI)
Cakupan Sarana Prasarana dan Alat
Medis dan Penunjang Medis Dalam
Kondisi Baik

Rumah Sakit Umum Daerah yang
terakreditasi oleh Komite Akreditasi
Rumah Sakit (KARS)

Persentase Peralatan Sesuai Standar
Rumah Sakit Kelas C

Persentase Sarana dan Prasarana
Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas C

Persentase penggunaan obat generik di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP)

Persentase ketersediaan perbekalan
kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)

Kualitas sanitasi dasar

Jmlh desa/kelurahan yang melakukan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)

Cakupan pelayanan kesehatan pada
penderita TB

Cakupan pelayanan kesehatan pada
penderita HIV-AIDS

Desa siaga aktif

80

100

100

75

80

100

85

100
79%

97

85

80

85

100

100

75

80

96.66

100

80.1
88%

82.48

88.13

10

100

100

100

96.66

100

80.1
100

85.03

100

12.5



PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021

Peningkatan
palayanan
kesehatan ibu
dan anak

Peningkatan
kualitas gizi
mayarakat

Perluasan
kesempatan
kerja

Implementasi
kebijakan

MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN/PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PENEMPATAN
TENAGA KERJA

PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Cakupan kunjungan balita ke posyandu

(D/S)

Persentase desa/kelurahan yang
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan < 24 jam

Cakupan pelayanan kesehatan ibu
hamil

Cakupan pelayanan kesehatan ibu
bersalin

Cakupan pelayanan kesehatan Bayi
Baru Lahir

Cakupan pelayanan kesehatan Balita
Cakupan pelayanan kesehatan pada
usia pendidikan dasar

Prevalensi Balita Kurus

Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi Balita Gizi Kurang
Persentase balita Gizi Buruk mendapat
perawatan

Persentase Ibu Hamil KEK mendapat
PMT

Besaran Pencari kerja yang terdaftar
yang ditempatkan

Meningkatnya rasio kesempatan kerja
Menurunnya tingkat pengangguran
terbuka TPT

Persentase kasus perselisihan
hubungan industrial yang di fasilitasi

100

97

95.06

97
91.04
100

27
16.56
100

97

57.411

91.85
8.15

100

84.42

92.4

93.49

58.98
100

8.13
17.14
12.95

100

98.06

41.84

94.34
5.66

100

87.03

97.2

96.38

64.78
100

90.33
63.48
78.2
100

101.09

72.88

100
69.45

100
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PRIORITAS

TARGET

PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR REALISASI % Capaian
TAHUN 2021 L i
Pembangunan Persentase pekerja buruh yang menjadi 100 100 100
Ketenagakerjaan peserta program jamsostek
Peningkatan PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase PKK Aktif 100 100 100
pengelolaan LEMBAGA KEMASYARAKATAN,  Persentase Posyandu aktif 100 100 100
manajemen LEMBAGA ADAT DAN Prosentase LPM Berprestasi 60 60 100
perekonomian MASYARAKAT HUKUM ADAT Prosentase KPM Aktif 80 80 100
pedesaan PROGRAM ADMINISTRASI Prosentase Perkembangan BUMDes 85 61.66 72.54
PEMERINTAHAN DESA aktif
PROGRAM REHABILITASI Persentase PMKS yang tertangani 100 90.02 90.02
SOSIAL Persentase penyandang cacat fisik dan 3 86.92 100

mental, serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Keluarga Penerima Manfaat 100 100 100
DAN JAMINAN SOSIAL (KPM) yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan kebutuhan

dasar

Persentase korban bencana dan 100 100 100

kelompok rentan yang menerima

bantuan dan jaminan pada masa

tanggap darurat
PROGRRAM PEMBERDAYAAN Persentase Potensi Sumber 20 50.68 100
SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Perorangan yang berperan Aktiv dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Persentase Potensi Sumber 10 36.36 100

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kelembagaan yang berperan Aktiv

dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial

Prosentase Veteran dan Janda veteran 100 100 100

yang menerima Santunan

Presentase pihak pihak yang berperan 26 25 96.15
aktiv dalam pelestarian nilai nilai

- k=



PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021
kepahlawanan, keperintisan,

Pemantapan
penanggulangan
kemiskinan

Peningkatan
iklim dan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN/ PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)

PROGRAM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH

PROGRAM PEMBERDAYAAN
SOSIAL

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN

kesetiakawanan dan restorasi Sosial.
Persentase Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Perorangan yang berperan Aktiv dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Cakupan petani miskin yang mendapat
bantuan modal usaha

Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat
Bantuan

Cakupan PUS Peserta KB Anggota
UPPKS yang Ber-KB Mandiri
Cakupan Keluarga Anggota BKB yang
ber-KB

Cakupan Keluarga Anggota BKR yang
ber-KB

Cakupan Keluarga Anggota BKL yang
ber-KB

Tersedianya alat, obat dan kontasepsi
pada Fasilitas Kesehatan

Cakupan ORMAS / POKJA

Cakupan Rumah Tidak Layak Huni
yang di Renovasi

Persentase Cakupan Fakir Miskin/
Orang Tidak Mampu yang tertangani
Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang
patuh melaporkan realisasi investasi

30

72

40.07

90.18

95.05

90.18

40

40
68.54

90

13

54.97

47.25

39.97

2598

35

33

97.45

90.02

13

100

52.40

42.05

28.81

87.5

82.5
100

100

100
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PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021

promosi investasi

serta
pembangunan
kemitraan
dengan dunia
usaha
Peningkatan
kecepatan dan
ketepatan
pelayanan
perijinan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
pendapatan dan
asset daerah

Peningkatan
produksi
pertanian pangan
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MODAL

PROGRAM PROMOSI
PENAMAMAN MODAL

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)

PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN/ PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA

secara periodik (LKPM)

Jumlah Investor PMDN/PMA

Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan

dan Nonperizinan

Penilaian Kepuasan masyarakat dan
pelaku dunia usaha terhadap
pelayanan

Pertumbuhan Pajak Daerah

Prosentase peningkatan retribusi
sektor perhubungan (PKB, Parkir,
Tambat Kapal,dll)

Prosentase Ketersediaan pangan
(Beras) %

Koefisien variasi pangan (beras) di
tingkat konsumen (CV) <10%
Penguatan Cadangan Pangan (beras)
Terbentuknya Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat

Pertumbuhan Produksi tanaman
jagung

Produktivitas Jagung (kw/ha)

Padi Sawah (Kwt/Ha)
Kedelai (Kwt/Ha)

48

0.97

87

100

135.04

125

30,486.00

44.79

58.63
0.652083333

48

87.09

4.44

100

148

128

5,646.50

53.3

34.72
1572

100

97

100

63.43

100

100

100

100

18.52

100

59.22
100



PRIORITAS

TARGET

PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR REALISASI % Capaian
TAHUN 2021 PERUBAHAN .
PERTANIAN/ PROGRAM Kacang Tanah (Kwt/Ha) 13.03 12.86 98.7
PENYEDIAAN DAN Ubi Kayu (Kwt/Ha) 349.49 266.87 76.36
PENGEMBANGAN PRASARANA  yp; 1alar (Kwt/Ha) 118.53 172.85 100
LA Padi Sawah (Ha) 4,42 34.72 100
Padi Ladang(Ha) 519.99 15.72 3.02
Kedelai (Ha) 38.69 12.86 33.24
Kacang tanah (Ha) 0 266.87 100
Ubi Kayu (Ha) 0 266.87 100
Ubi Jalar (Ha) 0 171.85 100
Rasio Ketersediaan Alsintan (%) 72.38 30.92 42.72
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Luas cakupan irigasi yang 30 44 100
SUMBER DAYA AIR (SDA) dipelihara
Persentase Luas cakupan irigasi yang 40.6 40.6 100
diairi
Pengembangan PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Kelas Kelompok 40 25 62.5
hasil perikanan PERIKANAN TANGKAP Masyarakat Kelautan dan Perikanan
tangkap dan PROGRAM PENGELOLAAN Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 84.07 80.74 96.04
budidaya PERIKANAN TANGKAP
PROGRAM PENGELOLAAN Produksi Budidaya Perikanan (Ton) 118,415 126,773 100
PERIKANAN BUDIDAYA
Pengembangan PROGRAM PENINGKATAN DAYA Persentase kontribusi PAD sektor 12 0 -
potensi TARIK DESTINASI PARIWISATA  pariwisata
kepariwisataan Jumlah daya tarik wisata yang 2 2 100
daerah dikembangkan
PROGRAM PEMASARAN Jumlah kunjungan wisatawan 251,000.00 586,761.00 233.769323
PARIWISATA Jumlah Penyedia data dan informasi 13 0 -
pariwisata
Jumlah Kerjasama Pengembangan 7 0 -

Ekonomi Kreatif
Jumlah analisis pasar pariwisata 1 0 -

- k=



PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021
PROGRAM PENGEMBANGAN

Integrasi budaya
dan pariwisata

Peningkatan
performa
penyelenggaraan
kebudayaan
daerah

Peningkatan
kapasitas
pengelolaan
koperasi dan
UMKM
Pengembangan
iklim usaha
perdagangan
yang sehat,
kondusif yang
didukung sarana
yang memadai
(Pemulihan

SUMBER DAYA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

PROGRAM PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

PROGRAM PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI

PROGRAM PENGEMBANGAN
UMKM

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKSPOR

Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif

berbasis seni dan budaya

Jumlah Aktifitas Ekoonomi Kreatif
Berbasis Media, Desain dan Iptek

Jumlah Mitra Kelompok

Jumlah sarana prasarana
kepariwisataan

Jumlah Perlindungan Karya Seni
Misi Kesenian Daerah yang di adakan
Cakupan fasilitasi seni budaya
Cakupan Gelar Seni

Jumlah grup kesenian
Penyelenggaraan Festival seni dan
Budaya

Jumlah Museum yang dikelola
Jumlah Benda, Situs, Cagar Budaya
yang dikelola

Cakupan Koperasi Melakukan RAT
Cakupan Bina Koperasi

Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro (%)

Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil
(%)

Pertumbuhan Ekspor

12
80
82

97
84

315
5.26

3,6

3.6

o o

12.22
31.95

16
16

100

6.25
14.9
32.94

100
1.02

50.79
100

100

100

100
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PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021
perekonomian
masyarakat pasca
pandemi Covid
19)

Pengembangan
industri
pengolahan
sektor unggulan
daerah
Peningkatan dan
pemerataan
kuantitas serta
kualitas sarana
dan prasarana
wilayah dan
perdesaan

Peningkatan
kualitas
lingkungan
pemukiman dan
perumahan
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PROGRAM PENGGUNAAN DAN

PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

PROGRAM STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

PROGRAM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH

Produktifitas sektor perdagangan
Besar dan Eceran

Persentase Realisasi kerjasama
Indeks Kualitas Pasar

Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar

Pertumbuhan Pendapatan Pasar
Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Yang
Tertib Niaga

Pertumbuhan IKM
Jumlah Sentra IKM
Cakupan Sertifikasi produk IKM

Persentase Luasan Sumber Daya Air
yang dikelola

Panjang Jalan dalam kondisi rusak
ringan dan rusak berat

Jumlah Jembatan yang
ditingkatkan/dibangun

Luas Wilayah Banjir Yang direduksi

Jumlah Perencanaan umum dan terinci
Tata Ruang yang disusun

Persentase Kecamatan yang memiliki
RDTR

Ada Tidaknya Dokumen RTRW
Persentase Luasan Permukiman
Kumuh di Kawasan Perkotaan

3%
80
85

29.85
3.3

2.92

40%

40.6

13,371

250

100

100

100
35

1.42

5%

40.6

0.684

250

100

50.25

48.63
100
12.5

100

0.01

100

100

100

100



PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET
PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

TAHUN 2021

Peningkatan dan

perbaikan
infrastruktur air
bersih bagi
masyarakat

Peningkatan
pengelolaan SDA
secara lestari dan
berkelanjutan

Pengembangan
dan pemanfaatan

- k=

PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH

PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

PROGRAM PENGHARGAAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

PROGRAM PENGHARGAAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

Persentase penduduk berakses air
minum

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase ketaatan pelaku
usaha/kegiatan terhadap peraturan
perundangan-undangan lingkungan
hidup

Persentase kualitas air dan udara
sesuai baku mutu

Jumlah kerusakan tanah untuk
produksi biomassa

Indeks emisi GRK

Persentase pelaku usaha/kegiatan yang
mempunyai dokumen lingkungan
Jumlah rekomendasi izin

Persentase pelaku usaha yang memiliki
izin pengelolaan limbah B3

Peningkatan kader/kelompok
masyarakat yang melaksanakan
pelestarian lingkungan hidup
Jumlah kampung iklim Kutai
Kartanegara

Persentase Rumah Tangga Yang
menggunakan EBT

100

53

2250

100

95

100

130

20

78.9

72.58

100

79

150

20

5.93

8.76

78.9

100

100

83.16

100

100

74.13



PRIORITAS

TARGET

INDIKATOR PERUBAHAN

REALISASI

% Capaian

PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
TAHUN 2021
energi baru
terbarukan
Optimalisasi PROGRAM

pemberdayaan PENGARUSUTAMAAN GENDER
perempuan dan DAN PEMBERDAYAAN
perlindungan PEREMPUAN
anak PROGRAM PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Persentase perempuan di legislatif dan 29.99
Eksekutif

Kecamatan Layak Anak 72.2
Persentase Pelaku Usaha Perempuan 10.72

yang mendapatkan pembinaan

83.33

9.59

100

89.46
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Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021 secara garis besar dapat disampaikan beberapa faktor yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaan RKPD Tahun sebagai berikut:

a. Waktu pelaksanaan yang tidak sesuai rencana diiiringi dimana secara umum kondisi
Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan disetiap sektor baik dalam pelaksanaan program maupun
kegiatan;

b. Perubahan peraturan dan pemetaan program kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2021
cukup memberikan dampak terjadinya inkonsistensi dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran.

c. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;

d. Pola penerapan anggaran kas yang menyebabkan sehingga menyulitkan pelaksanaan
kegiatan

e. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan
dan sub kegiatan dari kementerian terkait termasuk dalam hal Bantuan Keuangan
Provinsi;

f. Refocusing dan rasionalisasi anggaran berdampak pada penurunan target capaian.

g. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi
anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang dan kondisi lapangan
yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan

h. Pemanfaatan aplikasi SIPD yang belum terintegrasi dengan SIMDA dan sistem yang
selama ini sudah dipergunakan di Kabupaten Kutai Kartanegera seperti E-pantau untuk
evaluasi memberikan dampak yang cukup signifikan sehingga banyak rincian belanja
yang harus direvisi.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan ini nantinya akan menjadi bagian dari
bahan untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan khususnya program dan kegiatan
pembangunan agar tepat sasaran.

1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan
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Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan

tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari

kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Tak terkecuali dalam pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Kutai

Kartanegara pada tahun 2023, dalam perencanaan

pembangunan RKPD 2023 dirumuskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan

dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah khususnya permasalahan yang sedang

terjadi maupun akan terjadi. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan)

Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2023:

Tabel 11-41

Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan

Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatnya
akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya Kualitas
Layanan Pendidikan,
Ketahanan Sosial dan
Pelestarian
Kebudayaan

Meningkatnya Kualitas
Layanan Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya peran serta
perempuan dalam
pembangunan
Meningkatnya
pemerataan kualitas
kehidupan masyarakat
Meningkatnya
pengelolaan pertanian
berbasis potensi unggulan
daerah

Meningkatnya kualitas
permukiman masyarakat
dan ketersediaan air
bersih

Menurunnya Tingkat

Kabupaten Kutai Kartanegara
Prioritas RKPD 2023

Penataan manajemen organisasi dan
penguatan koordinasi perangkat
daerah

Penataan manajemen keuangan dan
aset daerah

Peningkatan jangkauan dan akses
layanan pendidikan yang bermutu

Penguatan modal sosial budaya,
solidaritas sosial dan ketahanan
sosial dalam kehidupan
kemasyarakatan

Promosi dan penerapan perilaku
hidup bersih, sehat, aman dan
produktif

Peningkatan keterampilan
perempuan dan pemenuhan hak-hak
anak

Percepatan pembangunan desa
sebagai basis produksi pangan dan
pemberdayaan masyarakat
Peningkatan produktivitas, nilai
tambah dan pendapatan dari
pertanian, perkebunan, peternakan,
dan kehutanan

Penyediaan dan penataan perumahan
dan permukiman, air bersih dan
sanitasi yang sehat, layak dan aman

Pemulihan daya dukung lingkungan

Permasalahan

Pembangunan
Belum optimalnya
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Belum optimalnya
pengelolaan keuangan
daerah
Masih rendahnya
pemerataan dan kualitas
pelayanan pendidikan
Munculnya potensi
degradasi modal sosial
pembangunan di era digital

Belum optimalnya
pemerataan dan kualitas
pelayanan kesehatan
daerah

Minimnya pemberdayaan
perempuan dalam
pembangunan daerah
Belum meratanya kualitas
pembangunan di seluruh
desa

Minimnya pemberdayaan
masyarakat dalam
pengembangan komoditas
unggulan desa

Belum Meratanya
Pembangunan dan Layanan
Infrastruktur Dasar

Belum optimalnya
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Sasaran Pembangunan Prioritas RKPD 2023 Permasalahan
e — Pembangunan
Pencemaran Lingkungan Pemanfaatan dan

Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan lingkungan yang
berkelanjutan

2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan
pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal
tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun
minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya
permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua
periode pembangunan saja.

Selain dilihat permasalahan dari sudut sasaran pembangunan daerah sehingga menjadi
permasalahan yang prioritas untuk diselesaikan, perumusan masalah juga dirunut berdasarkan
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan
permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan
tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Identifikasi permasalahan
menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi
yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten
dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja

Perangkat Daerah.

Tabel 11-42
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara
Urusan
. Permasalahan Upaya Penyelesaian Masalah
Pemerintahan pay y

Urusan Pemerintahan Wajib (Berkaitan dengan pelayanan dasar

Pendidikan Masih belum meratanya sarana dan Peningkatan kuantitas dan

prasarana fisik pendidikan kualitas sarana prasarana
pendidikan dasar

Masih belum meratanya kualitas dan Peningkatan kualitas dan
kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru pemerataan penempatan tenaga
sekolah negeri dan swasta pada setiap pendidik dan kependidikan
sekolah

Kesehatan Belum optimalnya pelayanan rumah Peningkatan mutu pelayanan
sakit sesuai standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

sebagaimana yang telah ditetapkan
Rendahnya akses terhadap pelayanan
kesehatan terutama pada masyarakat
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Urusan

Pemerintahan

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Ketentraman,
Ketertiban
Umum, dan
Perlindungan
Masyarakat

Sosial
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Permasalahan

terpencil

Kurang optimalnya pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan

Cakupan Layanan asuransi/jaminan
kesehatan bagi masyarakat belum
optimal

Distribusi tenaga medis dan paramedis
yang belum merata

Masih terbatasnya keterlibatan
stakeholders dalam menunjang
pencapaian tujuan pembangunan
kesehatan

Kurang sehatnya lingkungan dan pola
hidup masyarakat yang sehingga rentan
terhadap penyebaran penyakit

Belum optimalnya penanganan Pandemi
COVID-19

Kondisi Jalan yang sebagian besar masih
rusak

Masih banyaknya rumah tidak layak
huni di perdesaan

Belum memadainya data daerah rawan
bencana dan geologi lingkungan

Belum optimalnya cakupan penanganan
ketentraman dan ketertiban masyarakat

Belum optimalnya pelayanan sosial
terhadap PMKS

Bantuan dan perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin belum optimal dan
tepat sasaran

Upaya Penyelesaian Masalah

Pemerataan tenaga medis dan
paramedis dengan sistem
manajemen kesehatan yang lebih
baik

Peningkatan kualitas
pengetahuan mayarakat terhadap
kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan
penanganan Pandemi COVID-19

Peningkatan kualitas dan
kuantitas infrastruktur dasar
Khususnya jalan

Pemerataan dan pengembangan
kawasan pemukiman sehat dan
layak huni

Melakukan deteksi dini terhadap
bencana alam yang akan terjadi
Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban
lingkungan

Meningkatkan kemandirian
PMKS

Meningkatkan kualitas daftar
rumahtangga sasaran

Urusan Pemerintahan Wajib (Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar)

Tenaga Kerja

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Masih terbatasnya peluang dan
kesempatan kerja bagi tenaga terdidik
dan terampil

Masih rendahnya kreativitas dan
produktivitas angkatan kerja dalam
menciptakan lapangan usaha baru
Rendahnya pemberdayaan perempuan

Perluasan kesempatan kerja

Mengoptimalkan peran serta BLK
dalam meningkatkan kompetensi
dan kreativitas angkatan kerja
Memberi kesempatan kepada
perempuan dalam partisipasi
pembangunan daerah
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Urusan .
Pemerintahan Permasalahan Upaya Penyelesaian Masalah
Anak Belum optimalnya cakupan penanganan = Pembinaan kepada masyarakat

Pangan

Pertanahan

Lingkungan
Hidup

Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Perhubungan

Komunikasi dan
Informatika
Koperasi, Usaha
Kecil, dan
Menengah

Penanaman
Modal

Kepemudaan dan
Olahraga

Statistik

Kebudayaan

perlindungan anak dari tindak
kekerasan

Belum dkembangkannya pasca panen
produk sumber karbohidrat non beras
Belum optimalnya sertifikasi tanah
masyarakat

Kualitas penanganan sampah dan
sanitasi masih rendah

Data kependudukan belum akurat dan
mutakhir

Belum optimalnya fungsi kelembagaan
pemberdayaan masyarakat desa

Masih belum optimalnya partisipasi
masyarakat sebagai peserta Keluarga
Berencana

Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan
transportasi antar dan intra wilayah
Sarana komunikasi belum memadai di
daerah terpencil

Belum optimalnya pemberian bantuan
modal terhadap pengusaha UMKM

Belum maksimalnya pengelolaan
manajemen kelembagaan koperasi
Belum optimalnya promosi dalam
menarik investor dan perwujudan
kondusitivitas iklim investasi daerah
Partisipasi pemuda dalam geliat
pembangunan daerah masih kurang
optimal

Belum optimalnya prestasi cabang
olahraga dan belum maksimalnya
langkah-langkah memasyarakatkan
olahraga

Masih belum optimalnya kelengkapan,
kemutakhiran dan validitas data dari
OPD

Belum optimalnya partisipasi

dalam perlindungan anak

Intensifikasi dan ekstensifikasi
sektor pertanian

Memudahkan masyarakat dalam
melakukan sertifikasi tanah
tanpa melanggar peraturan yang
berlaku

Meningkatkan kualitas
penanganan sampah
rumahtangga

Melakukan sosialisasi kepada
masyarakat akan arti pentingnya
pemutakhiran data
kependudukan

Meningkatkan kualitas aparatur
desa

Memberi penyuluhan dan
sosialisasi tentang berbagai
program Keluarga Berencana dan
manfaatnya

Meningkatkan kualitas jaringan
transportasi

Pemerataan akses komunikasi
yang berkualitas

Melakukan kerjasama dengan
lembaga keuangan untuk
perbantuan modal masyarakat
Memberikan bimbingan terhadap
pengelola koperasi

Memperkuat struktur
kelembagaan penanaman modal
daerah

Memberikan dorongan dan
reward kepada pemuda
berprestasi

Meningkatkan kapasitas
kelembagaan perangkat
daerah/organisasi yang bergerak
di bidang olahraga

Melakukan koordinasi dengan
berbagai pihak untuk
mewujudkan Satu Data Indonesia
Melakukan kerjasama untuk
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Urusan

Pemerintahan

Perpustakaan

Kearsipan
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Permasalahan

masyarakat dalam pengelolaan budaya
dan pelestarian tradisi

Rendahnya minat baca masyarakat
karena belum tertanamnya budaya
gemar membaca

Layanan perpustakaan belum merata

dan belum menjangkau seluruh wilayah

Belum optimalnya kualitas SDM
kearsipan

Upaya Penyelesaian Masalah

meningkatkan pengelolaan
budaya dan pelestarian tradisi
Memberikan program minat baca
kepada penduduk yang masih
bersekolah

Meningkatkan sarana dan
prasarana perpustakaan daerah
Memberikan pelatihan kearsipan
kepada setiap OPD Kutai
Kartanegara

Urusan Pemerintahan Pilihan

Kelautan dan
Perikanan

Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan
Sumber Daya
Mineral

Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi

Potensi unggulan di sektor perikanan
yang banyak yang belum tergarap
dengan baik

Belum maksimalnya pengembangan
pariwisata yang terintegrasi dengan
kebudayaan

Belum optimalnya nilai tambah dari
potensi unggulan di sektor pertanian

Kurangnya perhatian kepada hutan
akibat dari aktivitas pertambangan dan
penggalian

Masih minimnya kapasitas dan
ketersediaan sumberdaya tenaga listrik
di daerah terpencil

Masih rendahnya cakupan layanan air
bersih

Belum optimalnya pengembangan iklim
usaha perdagangan yang kondusif dan
memadai

Lambatnya pengembangan industri
pengolahan hasil pertanian, perikanan
dan industri kreatif

Belum optimalnya kerjasama dalam
pengelolaan wilayah transmigrasi

Memberikan penyuluhan terkait
perikanan budidaya

Peningkatan kualitas dan daya
tarik obyek wisata khususnya
wisata budaya

Peningkatan nilai tambah pada
semua rantai produksi komoditi
unggulan daerah khususnya
pertanian

Meningkatkan pengawasan
terhadap berbagai aktivitas
perusahaan pertambangan dan
penggalian

Meningkatkan ketersediaan
sumberdaya listrik non PLN

Memeratakan cakupan layanan
air bersih

Meningkatkan pengawasan
terhadap pelaksanaan regulasi
sektor perdagangan
Pemantapan pengembangan
agribisnis

Melakukan MoU dengan
kementerian atau lembaga dalam
melaksanakan transmigrasi
daerah

[1-92




7

RKPD KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

8

2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan
pembangunan daerah, maka isu strategis pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Kutai
Kartanegara adalah sebagai berikut.

a. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good
governance (tata kelola pemerintahan yang baik) serta melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Selain itu,
reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur Negara. Pada tahun 2023 ini, implementasi reformasi birokrasi lebih diarahkan kepada
akuntabilitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah agar menjadi lebih efektif
dan efisien.

b. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang
pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan
persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values
dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang
dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian
besar tenaga kerja di Kutai Kartanegara hanya memiliki pendidikan SD bahkan belum tamat SD
maupun belum pernah mengenyam pendidikan. Tentu saja ini menimbulkan keprihatinan
tersendiri karena secara umum pendidikan/keterampilan tenaga kerja akan berbanding lurus
dengan pendapatan yang diterima.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan
pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam memeratakan
seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat, khususnya angkatan Kkerja,
menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta

perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya
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koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya
penggunaan teknologi infomasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Sebagai daerah yang memiliki beberapa daerah dengan geografis sulit, Kabupaten Kutai
Kartanegara memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan
permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tak
terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kutai
Kartanegara tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh
masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas
dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah
juga terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam penanganan kesehatan
masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terpelosok demi terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat Kutai Kartanegara yang lebih baik.

c. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya

Saat ini dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu
penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan
menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Desease - 2019) pada hampir
seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kasus
positif COVID-19 dengan tingkat peningkatan pasien positif terus meningkat meskipun tingkat
kesembuhan cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar
masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini,
khususnya perekonomian Kutai Kartanegara yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi
tertinggi se Kalimantan Timur. Hal ini berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan
masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim
investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam
perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam
penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk
mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

d. Pengembangan perekonomian berkelanjutan

Sebagai jantung dari pelaksanaan pembangunan, peningkatan berbagai sektor ekonomi

daerah akan memberikan daya dukung signifikan bagi pencapaian visi pembangunan daerah.

Namun adanya aktivitas perekonomian daerah seringkali menimbulkan dampak ikutan yang
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negatif, dimana salah satunya adalah degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah yang
memiliki dominasi pada sektor pertambangan dan penggalian, tentu saja memerlukan
pengawasan melekat terhadap setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam tak terbaharukan
tersebut.

Hal ini sejalan dengan konsep SDG’s dimana isu lingkungan global lebih ditekankan dan
diprioritaskan untuk pembangunan lebih baik. Adapun 3 (tiga) pilar yang menjadi indikator
dalam konsep pengembangan SDG’s yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan
manusia (Human Development), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang
melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana
dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat
pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber
daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs,
selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang
berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu
itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic
Sustainability dan Social Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara
berkembang atau negara maju.

Struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor perekonomian
pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya tak terbaharukan. Hal ini tentu
menjadi keresahan tersendiri disamping akan merusak lingkungan hidup, juga akan
meninggalkan dampak negatif bagi daerah. Oleh karena itu, isu strategis ini perlu diupayakan
menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya
perekonomian dan lingkungan hidup.

e. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah
menyetujui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Adanya perkembangan ini maka
proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dilaksanakan. Setelah
pengesahan ini, tentu saja banyak “Pekerjaan Rumah” yang harus dibenahi, khususnya Rencana
Induk atau Masterplan. Pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan proses panjang, sehingga
penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini menjadi batu pondasi bagi teknis pemindahan
Ibu Kota Negara hingga tahun 2045. Tak hanya pemindahan Ibu Kota Negara saja, namun pada
tahun 2045, Ibu Kota Negara dengan nama “Nusantara” diharapkan menjadi “Kota Dunia Untuk

Semua” baik sebagai kota terdepan di dunia dalam hal daya saing; menjadi 10 besar livable city
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di dunia; dan pencapaian net zero-carbon emission dan 100% energy terbarukan pada kapasitas
terpasang.

Pada kondisi pembangunan daerah, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara akan berdampak pada banyak aspek
kehidupan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum, persoalan lingkungan,
ekonomi, dan sosial kependudukan akan menjadi sektor terdampak pada pembangunan IKN.
Meskipun hanya kecamatan Samboja yang direncanakan menjadi IKN, namun hal tersebut akan
memberikan multiplier effect pada seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam merespon pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara memiliki kondisi dalam mempersiapkan pembangunan Ibu Kota Negara seperti
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya mendukung penuh pelaksanaan
pembangunan IKN; Kabupaten Kukar akan menjadi daerah mitra IKN dengan standar dan
peradaban baru; Keberhasilan pelaksanaan pembangunan IKN memerlukan koordinasi,
kerjasama dan kemitraan berbagai pihak antara lain Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak lainnya;
dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

menyiapkan beberapa langkah yang perlu dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah
terutama kompensasi fiskal dari berkurangnya wilayah Kabupaten Kukar untuk pembangunan
IKN.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan percepatan sebagai

pendukung Ibu Kota Negara melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara,

2. Penyiapan SDM Aparatur dan Masyarakat,

3. Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan,

4. Konsolidasi dan Penataan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara,

5. Komunikasi, Dialog dan Sosialisasi kepada Masyarakat, dan

6. Koordinasi, = Komunikasi ~dan Kerjasam dengan Pemerintah  Provinsi dan
Kementerian/Lembaga.

f. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah

Keberhasilan pemerataan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan
serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai
peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat

didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan,
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instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan
sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan
pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada penyediaan
sarana perhubungan /transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, air bersih, perumahan layak huni,
sanitasi yang sehat, drainase, bangunan- bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi
sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai
infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian
daerah maupun kesejahteraan masyarakat, terlebih pembangunan Ibu Kota Negara akan segera
direalisasikan.

g. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan

Tranformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan merupakan upaya untuk
membentuk kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki
pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan
desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk
peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun
2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan
pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pada transformasi dan percepatan pembangunan
di Kutai Kartanegara pada level desa dan kecamatan seperti penguatan kinerja pelayanan desa
dan kecamatan, pelaksanaan otonomi desa melalui penggunaan dana desa yang efektif dan
efisien, serta menjadikan kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat
pemberdayaan masyarakat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan Sumber Daya
Alam dan lingkungan serta pusat pemerintahan.

h. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)

Dari sisi perencanaan tata ruang wilayah, persoalan mendasar pada perencanaan
penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya
dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota serta belum
tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini akan

menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan baik dari sisi kecenderungan
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Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi
pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 dalam kondisi baik
mencapai 77.42 persen dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.13 Hektar. Pada tahun
2020 jumlah luas panen padi di Kutai Kartanegara seluas 35.042 Ha dengan Produksi sebesar
153.599 ton dan tingkat Produktivitas sebesar 43.83 Kw/Ha.

2.5. CAPAIAN PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud
adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar
dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan
Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-
kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan
kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara
pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait
dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri
dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Adapun petunjuk teknis Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yaitu:

1. SPM terkait urusan sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.

2. SPM terkait Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM terkait Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar

11-98

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat




RKPD KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

4. SPM terkait Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan.

Ke depan, perlu untuk menterjemahkan dan mengintergrasikan SPM kedalam Renstra dan Renja

terutama bagi OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar dan melaksanakan Evaluasi Capaian

SPM secara berkala. Capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel 11-43

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Jenis

Urusan OPD . . Capaian Capaian
No Jenis Layanan Indikator 2020 2021

Pelayanan Pelaksana
Dasar

1 Pendidikan  Dinas Pendidikan Anak Jumlah Warga 93.83% 93.31%
Pendidikan Usia Dini Negara Usia 5-6
dan Tahun yang
Kebudayaan berpartisipasi
Dalam PAUD
2 Pendidikan Dasar Jumlah Warga 100.68%  100.07%
Negara Usia 7-15
Tahun yang
berpartisipasi
Dalam Pendidikan
Dasar (SD/M],
SMP/MTS)
3 Pendidikan Jumlah Warga 48.13% 56.12%
Kesetaraan Negara Usia 7-18
Tahun yang
berpartisipasi
Dalam Pendidikan
Kesetaraan (Yang
Belum
Menyelesaikan
Pendidikan Dasar
dan atau Menegah
yang berpartisipasi
dalam pendidikan
kesetaraan)
Tabel 11-44

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Jenis Urusan

No Pelayanan Pelgll:sDana Jenis Layanan Indikator C:;l())azlgn C;%a;im
Dasar
1 Kesehatan Dinas Pelayanan Jumlah ibu hamil 95.17% 84.42%
Kesehatan Kesehatan Ibu yang mendapatkan
Hamil pelayanan
kesehatan
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Jenis Urusan

Pelayanan Pelglr{’;)ama Jenis Layanan Indikator C;}())azlgn C;%azlim
Dasar
2 Pelayanan Jumlah ibu bersalin = 103.71% 92.40%
Kesehatan Ibu yang mendapatkan
Bersalin layanan kesehatan
3 Pelayanan jumlah bayi baru 105.46% 94.08%
Kesehatan Bayi lahir umur 0 - 28
Baru Lahir hari yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
4 Pelayanan Jumlah Balita yang 48.21% 59.14%

Kesehatan Balita mendapatkan
layanan kesehatan

5 Pelayanan Jumlah Warga 97.89% 100.00%
Kesehatan pada Negara usia
usia pendidikan pendidikan dasar
dasar yang mendapatkan
pelayanan
kesehatan
6 Pelayanan Persentase orang 56.20% 13.28%
Kesehatan pada berusia 15-59
usia produktif tahun yang
mendapatkan
layanan kesehatan
7 Pelayanan Persentase warga 56.20% 67.40%
Kesehatan pada negara usia 60
usia lanjut tahun ke atas
medapatkan
Layanan Kesehatan
8 Pelayanan Persentase 22.20% 38.86%
Kesehatan Penderita
penderita Hipertensi yang
hipertensi mendapatkan
pelayanan
kesehatan
9 Pelayanan Persentase 82.42% 34.22%
Kesehatan penderita diabetes
penderita mellitus yang

diabetes melitus mendapatkan
layanan kesehatan

10 Pelayanan Persentase Jumlah 84.20% 85.66%
Kesehatan Orang  orang orang
dengan dengan gangguan
Ganggungan Jiwa  Jiwa (ODG) berat
Berat yang mendapatkan
pelayanan

kesehatan
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Jenis Layanan

Pelayanan
Kesehatan Orang
terduga
tuberkulosis

Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan risiko
terinfeksi virus
yang melemah
daya tahan tubuh
manusia (HIV)

. Capaian
Indikator 2020

Persentase Jumlah 51.25%
orang orang
terduga
Tuberkulosis
(TBC) yang
mendapatkan
pelayanan
Kesehatan
Persentase Jumlah
orang orang
dengan risiko
terinfeksi virus
yang Melemahkan
daya tahan tubuh
manusia (HIV)
yang mendapatkan

94.36%

Capaian
2021

82.48%

87.79%

pelayanan
Kesehatan

Tabel 11-45

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman

Jenis Urusan
Pelayanan
Dasar

OPD Pelaksana

Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Layanan

Capaian Capaian

Indikator 2021

2020

1 Ketentraman, Satuan Polisi

Ketertiban Pamong Praja
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
2
3 Badan

Penanggulangan
Bencana Daerah

Pelayanan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Terhadap
Penegakan Perda
sesuai Mutu dan
pelayanan ganti
rugi

Pelayanan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Terhadap Jumlah
Penegakan Perda
dan Perkada sesuai
Mutu

Pelayanan
Informasi Rawan
Bencana

Jumlah Warga
Negara yang
Memperoleh
Layanan Akibat
dari Penegakan
Hukum Perda dan
Perkada
Persentase 0.00% 0.00%
Penegakan Perda

dan Perkada

Sesuai Mutu

Jumlah Warga 57.70% 51.10%
Negara Yang

Memperoleh

Layanan Informasi

Rawan Bencana
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Jenis Urusan

Pelayanan OPD Pelaksana Jenis Layanan Indikator Capaian  Capaian
2020 2021
Dasar
4 Pelayanan Jumlah Warga 26.07% 57.00%
Pencegahan dan Negara Yang
Kesiapsiagaan Memperoleh
Terhadap Bencana = Layanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
5 Pelayanan Jumlah Warga 79.37% 100.00%
Penyelamatan dan ~ Negara Yang
Evakuasi Korban Memperoleh
Bencana Layanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
6 Pelayanan Jumlah Warga 35.55% 100.00%
Penyelematan dan = Negara Yang
Evakuasi Korban Memperoleh
Kebakaran Layanan
Pelayanan
Penyelematan dan
Evakuasi Korban
Kebakaran
Tabel 11-46

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
Jenis
Urusan OPD
Pelaksana

Capaian Capaian

Indikator 2020 2021

Jenis Layanan

Pelayanan
Dasar

1 Sosial Dinas Rehabilitasi Sosial Dasar =~ Persentase (%) 100.00%  91.80%
Sosial Penyandang Disabilitas ~ Penyandang
Telantar di Luar Panti Disabilitas Telantar
Sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
di luar panti
2 Rehabilitasi Sosial Dasar | Persentase (%) Anak = 100.00% @ 84.91%
Anak Terlantar di luar Terlantar yang
Panti Sosial terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
3 Rehabilitasi Sosial Dasar = Persentase (%) 100.00% 143.13%
Lanjut Usia Terlantar di =~ Lanjut Usia Terlantar
luar Panti Sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
di luar panti
4 Rehabilitasi Sosial Dasar = Persentase (%) 100.00% 116.00%

Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan

Gelandangan dan

Pengemis di Luar Panti

Sosial

Pengemis yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
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Jenis
Urusan OPD

Pelaksana

Capaian
2020

Capaian

Indikator 2021

Jenis Layanan

Pelayanan
DECEL

5 Perlindungan dan Persentase (%) 100.00% 141.33%
Jaminan Sosial pada Saat Korban Bencana alam
dan Setelah Tanggap dan Sosial yang

terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya pada saat
dan setelah tanggap
darurat bencana

Darurat Bencana bagi
Korban Bencana alam
dan sosial Daerah
Kabupaten / Kota

Jenis

Daerah Kabupaten

Tabel 11-47

Jenis
Layanan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman

Capaian

Indikator 2020

Capaian
2021

Urusan (0] 34))
Pelayanan Pelaksana
Dasar
1 Pekerjaan Dinas
Umum Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman
2
3 Perumahan Dinas
dan Perumahan
Kawasan dan Kawasan
Pemukiman Pemukiman

Pemenuhan
Kebutuhan
Pokok Air
Minum
Sehari-hari
Penyediaan
Pelayanan
Pengelolaan
Air Limbah
Domestik
Penyediaan
dan
Rehabilitasi
Rumah Layak
Huni bagi
Korban
Bencana
Penyediaan
Rumah Layak
Huni bagi
Masyarakat
yang Terkena
Relokasi
Program
Pemerintah
Daerah

Jumlah Rumah Tangga 100.00%
yang memperoleh
kebutuhan pokok air
minum sehari-hari
Jumlah Rumah Tangga 100.00%
yang mendapatkan
layanan pengelolaan air
limbah domestik
Jumlah Warga Negara 0.00%
Korban Bencana yang

memperoleh Rumah

Layak Huni

Jumlah Warga Negara 0.00%
yang terkena relokasi

akibat program

pemerintah daerah yang
memperoleh fasiitasi

penyediaan Rumah

Layak Huni

75.66%

69.46%

0.00%

42.55%
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2.1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah
perlu untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang
merupakan Dokumen dengan muatan tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan
kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen
global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat masyarakat mencakup 17
(tujuh belas) tujuan. Upaya Pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan
nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan
menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang. Dalam pelaksanaan pembangunan
daerah, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang

dijabarkan pada tabel berikut.
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

Tabel 11-48
Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN
TARGET (PERPRES

PEMENUHAN

PEMENUHAN |PEMENUHAN

PEMENUHAN |PEMENUHAN

Pada tahun 2030, mengurangi
setidaknya setengah proporsi
laki-laki, perempuan dan anak-

Persentase
penduduk yang
hidup di bawah garis

59/2017)

Menurunnya
tingkat kemiskinan

2016

2017

2018

2019

2020

1.2| anak dari semua usia, yang 1.2.1* kemiskinan nasional, pada tahun 2019 7,63% 7,57% 7,41% 7,20% 7.31%
hidup dalam kemiskinan di menurut jenis menjadi 7-8%
semua dimensi, sesuai dengan kelamin dan (2015: 11,13%).
definisi nasional. kelompok umur.
Menerapkan secara nasional sistem| Meningkatnya
dan . persentase
. . Proporsi peserta
upaya perlindungan sosial aminan penduduk yang
yang tepat bagi semua, Jkesehatan menjadi peserta
1.3| termasuk kelompok yang 1.3.1.(a) melalui SJSN jaminan kesehatan 100% 100% 100% 100% na
paling miskin, dan pada tahun Bidan melalui SJSN Bidang
2030 mencapai cakupan Kesehitan Kesehatan menjadi
substansial bagi kelompok ’ minimal 95% pada
miskin dan rentan. tahun 2019
Meningkatnya
Kepesertaan
Menerapkan secara nasional })ar;{grrlzglss(:it:;n
siste.m dan upaya Nasional (SJSN)
perlindungan sosial yang tepat Proporsi peserta Bidang
bagi .
1.3| semua, termasuk kelompok 1.3.1.(b) ;r;?r::?smal Bidang g;;ea“tﬁikrf”aa“ 100% 100% 100% 100% na
yang paling miskin, da.m pada Ketenagakerjaan. 2019 menjadi 62,4
tahun 2030 mencapai cakupan uta pekeria formal
substansial bagi kelompok ]dan 55 'urza ekeria
miskin dan rentan. inforr'na]l (20114_ Y
Formal 29,5 juta;
Informal 1,3 juta).
Menerapkan secara nasional sistem Persentase g[;:lellil:;tenya
dan
. . penyandang penyandang
ugsyééepe;‘tl 1tr)1;iuir;geer1rr11us;)51al disabilitas  yang difabilitas miskin
yang tep g ’ miskin dan dan rentan yang 100
1.3| termasuk kelompok yang 1.3.1.(c) . 100% 100% 100% 100%
. C L rentan yang menerima bantuan %
paling miskin, c.ian pada tahun terpenuhi hak pemenuhan
sgsgt;?li?;a]f:]iclf;gﬁ?nok dasarnya dan kebutuhan dasar
s 5 P inklusivitas. pada tahun 2019
miskin dan rentan. menjadi
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TARGET (PERPRES PEMENUHAN |PEMENUHAN PEMENUHAN |PEMENUHAN PEMENUHAN

TARGET TPB INDIKATOR TPB

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
17,12% (2015:
14,84%).

Menerapkan secara nasional sistem|

dan Menurunnya jumlah

upaya perlindungan sosial Jumlah rumah keluarga
gny tep At bagi s%mua tangga yang sangat miskin yang
1.3 Zemglasgk kelgmpok ya’\ng 1.3.1.(d) mendapatkan mendapatkan
" paling miskin, dan pada tahun © 7| bantuan ~ tunai | bantuan tunai 9472 9063 13932 13658 1439
2030 mencap,a i cakupan bersyarat/Program bersyarat menjadi 7
Keluarga Harapan. 2,8 juta pada tahun

substansial bagi kelompok

miskin dan rentan.

Pada tahun 2030, menjamin bahwa
semua

laki-laki dan perempuan,
khususnya masyarakat miskin

dan rentan, memiliki hak yang Persentase rumah
sama terhadap sumber daya tangga

ekonomi, serta akses terhadap yang memiliki akses Meningkat menjadi

2019 (2015: 3 juta).

0, 0, 0, 0,
14 pelayanan dasar, kepemilikan 14.1.(c) terhadap layanan 100% 89,78% 90,18% 90,91% 89,53% na
dan kontrol atas tanah dan sanitasi layak dan
bentuk kepemilikan lain, berkelanjutan.
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
Pada tahun 2030, menjamin
bahwa semua laki-laki dan
perempuan, khususnya
masy‘a.ra.kat miskin dan rentan, Kepemilikan akte
memiliki hak yang sama .
. Persentase penduduk | lahir untuk
terhadap sumber daya ekonomi, o
serta akses terhadap pelayanan umur 0- penduduk 40%
1.4 s 1.4.1.(j) | 17 tahun dengan berpendapatan 65% 69% 97% 97% na
dasar, kepemilikan dan kontrol e
kepemilikan akta terbawah pada
atas tanah dan bentuk .
o . . kelahiran. tahun 2019
kepemilikan lain, warisan, T
. menjadi 77,4%.
sumber daya alam, teknologi
baru, dan jasa keuangan yang
tepat, termasuk keuangan
mikro.
Pada tahun 2030, menjamin bahwa Persentase Meningkatnya akses
semua rumah tangga penerangan
1.4| laki-laki dan perempuan, 1.4.1.(k)| miskin  dan untuk penduduk 0% 0% 89,58% 110,59% na
khususnya masyarakat miskin rentan yang 40% berpendapatan
dan rentan, memiliki hak yang sumber penerangan | terbawah menjadi
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN |PEMENUHAN

2017

2018

PEMENUHAN |PEMENUHAN

2019

2020

sama terhadap sumber daya
ekonomi, serta akses terhadap
pelayanan dasar, kepemilikan
dan kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, danjasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.

utamanya listrik baik
dari PLN dan bukan
PLN.

59/2017)
100% pada tahun
2019.

Pada tahun 2030, menjamin bahwa
semua

laki-laki dan perempuan,
khususnya masyarakat miskin

dan rentan, memiliki hak yang
sama terhadap sumber daya
ekonomi, serta akses terhadap

Persentase perempuan
pernah kawin umur
15-49 tahun yang

Meningkatnya
cakupan
persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan untuk

0, 0, 0, 0,
14 pelayanan dasar, kepemilikan 14.1.(a) proses melahirkan 40% penduduk 67% 65% 71% 74% na
dan kontrol atas tanah dan terakhirnya di berpendapatan
bentuk kepemilikan lain, fasilitas kesehatan. terbawah pada
warisan, sumber daya alam, tahun 2019 menjadi
teknologi baru, dan jasa 70%
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
Pada tahun 2030, menjamin
bahwa semua laki-laki dan .
Meningkatnya
perempuan, khususnya . o
e cakupan imunisasi
masyarakat miskin dan rentan,
e dasar lengkap pada
memiliki hak .
ang sama terhadap sumber Persentase anak anak usia
ﬁa = ekonomi. serta akses umur 12-23 bulan 12-23 bulan untuk
1.4 4 i 1.4.1.(b)| yang menerima 40% n.a na na 95,77% na
terhadap pelayanan dasar, : o
" imunisasi dasar penduduk
kepemilikan dan kontrol atas
. lengkap. berpendapatan
tanah dan bentuk kepemilikan
. . terbawah pada
lain, warisan, sumber daya alam,
. - tahun 2019
teknologi baru, dan jasa —
menjadi 63%.
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
Pada tahun 2030, menjamin bahwa Prevalensi Meningkatnya
semua penggunaan cakupan angka
laki-laki dan perempuan, metode kontrasepsi pemakaian
1.4| khususnya masyarakat miskin 1.4.1.(c)| (CPR) semua cara kontrasepsi semua
dan rentan, memiliki hak yang pada Pasangan Usia cara pada o o o o
sama terhadap sumber daya Subur (PUS) usia perempuan usia 15- na 72.71% 73.29% 76:40% 76:41%
ekonomi, serta akses terhadap 15-49 tahun yang 49 tahun untuk 40%
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN |PEMENUHAN
2017 2018

PEMENUHAN |PEMENUHAN
2019 2020

pelayanan dasar, kepemilikan
dan kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber

berstatus kawin.

59/2017)

penduduk
berpendapatan
terbawah pada tahun
2019 menjadi 65%.

daya alam, teknologi baru, dan
jasa keuangan yang tepat,
termasuk keuangan mikro.

Pada tahun 2030, menjamin bahwa
semua

laki-laki dan perempuan,
khususnya masyarakat miskin

Persentase rumah

Meningkatnya akses

dasar, kepemilikan dan kontrol
atas tanah dan bentuk

(2015: 91,23%).

dan rentan, memiliki hak yang t air minum
sama terhadap sumber daya angga layak untuk 40%
ekonomi, serta akses terhadap yang memiliki akses penduduk

1.4 ! . 1.4.1.(d)| terhadap layanan 73,53% 83,70% 84,88% 85,39% n.a
pelayanan dasar, kepemilikan R berpendapatan

sumber air minum

dan kontrol atas tanah dan layak dan terbawah pada
bentuk kepemilikan lain, berkelaniutan tahun 2019
warisan, sumber daya alam, ) ’ menjadi 100%.
teknologi baruy, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
Pada tahun 2030, menjamin bahwa
semua
laki-laki dan perempuan,
khususnya masyarakat miskin Meningkatnya akses
dan rentan, memiliki hak yang Persentase rumah sanitasi
sama terhadap sumber daya tangga layak untuk 40%

14 ekonomi, serta akses terh?dap 1.4.1.(e) yang memiliki akses penduduk 89,78% 90,18% 90,91% 89,53% na
pelayanan dasar, kepemilikan terhadap layanan berpendapatan
dan kontrol atas tanah dan sanitasi layak dan terbawah pada
bentuk kepemilikan lain, berkelanjutan. tahun 2019
warisan, sumber daya alam, menjadi 100%.
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
Pada tahun 2030, menjamin
bahwa semua laki-laki dan Meningkatnya Angka
perempuan, khususnya Partisipasi
masyarakat miskin dan rentan, Angka Partisipasi Murni SD/MI/

1.4| memiliki hak yang sama 1.4.1.(g)| Murni (APM) Sederajat pada 96,57 95,77 96,92 96,98 na
terhadap sumber daya ekonomi, SD/MI/sederajat. tahun 2019
serta akses terhadap pelayanan menjadi 94,78%
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TARGET TPB

kepemilikan lain, warisan,
sumber daya alam, teknologi
baru, dan jasa keuangan yang
tepat, termasuk keuangan
mikro.

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN |PEMENUHAN

2017

2018

PEMENUHAN |PEMENUHAN

2019

2020

Pada tahun 2030, menjamin bahwa

semua
laki-laki dan perempuan,
khususnya masyarakat miskin
dan rentan, memiliki hak yang
sama terhadap sumber daya
ekonomi, serta akses terhadap

Angka Partisipasi

Meningkatnya Angka
Partisipasi
Murni SMP/MTs/

1.4 - 1.4.1.(h)| Murni (APM) Sederajat pada 72,56 73,26 75,21 77,51 na
pelayanan dasar, kepemilikan . o
SMP/MTs/sederajat. | tahun 2019 menjadi
dan kontrol atas tanah dan
o . 82,2% (2015:
bentuk kepemilikan lain,
. 79,97%).
warisan, sumber daya alam,
teknologi baruy, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro.
Pada tahun 2030, membangun
ketahanan Jumlah korban
masyarakat miskin dan mereka meninggal, (tidak ada dalam
1.5 yang berada dalam kondisi 1.5.1%* hilang, dan terkena lampiran 1.990 67.049 965 23.209 n.a
rentan, dan mengurangi dampak bencana Perpres 59/2017)
kerentanan mereka terhadap per 100.000 orang.
kejadian
ekstrim terkait iklim dan
guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan bencana.
Pada tahun 2030, membangun Meningkatnya jumlah
ketahanan :
- lokasi
masyarakat miskin dan mereka enguatan
yang berada dalam kondisi Jumlah lokasi peng
rentan, dan mengurangi penguatan pengurangan
1.5 i 1.5.1.(a) . risiko bencana 273 273 273 273 273
kerentanan mereka terhadap pengurangan risiko
- daerah pada tahun
kejadian bencana daerah. A
. s 2019 menjadi 39
ekstrim terkait iklim dan
. . daerah (2015:
guncangan ekonomi, sosial,
> 35 daerah).
lingkungan, dan bencana.
Pada tahun 2030, membangun Indeks risiko bencana | Menurunnya indeks
ketahanan pada risiko
1.5| masyarakat miskin dan mereka 1.5.1.(e)| pusat-pusat bencana pada pusat- 135,52 129,84 124 114,97 na
yang berada dalam kondisi pertumbuhan pusat pertumbuhan
rentan, dan mengurangi yang berisiko yang berisiko tinggi
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN |PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020

kerentanan mereka terhadap tinggi. dari 58 menjadi

kejadian 118,6 di 133

ekstrim terkait iklim dan Kabupaten/Kota

guncangan ekonomi, sosial, (2014:169,4).

lingkungan, dan bencana.

Pada tahun 2030, membangun

ketahanan

masyarakat miskin dan mereka

yang berada dalam kondisi Jumlah kerugian (tidak ada dalam
1.5 lr(entan, dan mengurangi 1.5.2.(a) ekonomi . lampiran n.a na na | 3.298.075.000 n.a

erentanan mereka terhadap langsung akibat

kejadian bencana. Perpres 59/2017)

ekstrim terkait iklim dan

guncangan ekonomi, sosial,

lingkungan, dan bencana.

Pada tahun 2030, membangun

ketahanan

masyarakat miskin dan mereka .

yang berada dalam kondisi Dokumen strat.e &l .

rentan, dan mengurangi pengurangan risiko (tldal.< ada dalam
1.5 1.5.3* bencana (PRB) lampiran 1 1 1 1 1

kerentanan mereka terhadap . .

kejadian tingkat nasional Perpres 59/2017)

ekstrim terkait iklim dan dan daerah.

guncangan ekonomi, sosial,

lingkungan, dan bencana.

Pada tahun 2030, membangun

ketahanan Terpenuhinya

masyarakat miskin dan mereka Kkebutuhan dasar

yang berada dalam kondisi

rentan, dan mengurangi Pemenuhan kebutuhan| kor})an })encana 100
1.5 kerentanan mereka terhadap 1.5.1.(b)| dasar sosial hingga 100% 100% 100% 100% %

kejadian korban bencana sosial. tahup 2919 _

ekstrim terkait iklim dan n;%?gdié 5.1br1bu

guncangan ekonomi, sosial, ( 43 ribu).

lingkungan, dan bencana.

Pada tahun 2030, membangun T

Ketahanan erlaksaqanya

masyarakat miskin dan mereka pe.rll(damplrllgan

yang berada dalam kondisi Pendampingan ﬂ(s)lrboalsr?:)lsncana 100
1.5 rentan, dan mengurangi 1.5.1.(c)| psikososial ial hi 100% 100% 100% 100% %

kerentanan mereka terhadap korban bencana sosial.| S5 1In8ga °

kejadian tahup 2.0 19 .

ekstrim terkait iklim dan ?21%?; d;fls’illgs;

guncangan ekonomi, sosial, T i

- V'




TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN

PEMENUHAN |PEMENUHAN

PEMENUHAN |PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
lingkungan, dan bencana.
i:&i;a:al;n 2030, membangun Jumlah daerah Meningkatnya jumlah
masyarakat miskin dan mereka bencana . daerah
. alam/bencana sosial bencana
yang be(riada dalam kOHfilSl yang mendapat alam/bencana sosial
1.5 ll;ir;teir';;m?; EZI;eg]l(l:irelia da 1.5.1.(d)| pendidikan layanan yang mendapat 100% 100% 100% 100% na
kejadian P khusus. pendidikan layanan
ekstrim terkait iklim dan (SMAB=Sekolah/ khusus pada tahun
guncangan ekonomi, sosial, Madrasah Aman 2019 menjadi 450
lingkungan, dan bencana. Bencana) (2015:100).
Menjamin mobilisasi yang Proporsi sumber
signifikan terkait sumber daya daya yang (tidak ada dalam
l.a| dariberbagai sumber, termasuk l.a.1* dialokasikan oleh lampiran 93,86% 96,60% 97% 71% n.a
melalui kerjasama pembangunan pemerintah Perpres 59/2017)
yang lebih secara langsung untuk
baik, untuk menyediakan
sarana yang memadai dan
terjangkau bagi negara
berkembang, khususnya progtl;am
negara kurang berkembang ﬁzﬁisizigfsan
untuk melaksanakan program )
dan kebijakan mengakhiri
kemiskinan di semua dimensi.
Menjamin mobilisasi yang
signifikan terkait
sumber daya dari berbagai Pengeluaran untuk
ls(umber, termasll)lk melalui layanan
erjasama pembangunan yang -
lebih baik, untuk menyediakan Eg:;l:agind(gglkan' (tidak ada dalam
l.a| saranayang memadaidan l.a.2* rlindungan sosial) lampiran n.a 38,50% 40,60% 40,50% n.a
terjangkau bagi negara peb ung Perpres 59/2017)
berkembang, khususnya negara er?tggtla]i%reslzitzse
kurang berkembang untuk intah )
melaksanakan program dan pemerintah.
kebijakan mengakhiri kemiskinan
di semua dimensi.
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TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN

BERKELANJUTAN
[EaRGET PEMENUHAN |PEMENUHAN |PEMENUHAN PEMENUHAN |PEMENUHAN
TARGET TPB INDIKATOR TPB g;EIZ{gll{ES 2016 2017 2018 2019 2020
Pada tahun 2030, Menurunnva
menghilangkan kelaparan revalensiy
dan menjamin akses bagi p .
kekurangan gizi
semua orang, khususnya . - .
orang miskin dan mereka Prevalensi kekurangan gizi (underweight)
2.1 yang berada dalam 2.1.1.(a)| (underweight) pada anak pada anak balita 20,4% 19,3% 18,1% 17% 11,3%
kondisi rentan, termasuk balita. ;z)gcllg t;}elz'na i 17%
bayi, terhadap makanan (2013: 19]6 0
yang aman, bergizi, dan %) T
cukup sepanjang tahun. o)
Pada tahun 2030,
menghilangkan kelaparan
dan menjamin akses bagi
semua orang, khususnya Prevalensi Ketidakcukupan .
orang miskin dan mereka Konsumsi Pangan (tldal.( ada dalam
2.1 yang berada dalam 2.1.1* (Prevalence of lampiran na 118,87% 135,05% 129,32% 128.72%
kondisi rentan, termasuk Undernourishment). Perpres 59/2017)
bayi, terhadap makanan
yang aman, bergizi, dan
cukup sepanjang tahun.
Pada tahun 2030,
menghilangkan kelaparan
dan menjamin akses bagi Prevalensi penduduk dengan
semua orang, khususnya .
orang miskin dan mereka kerawanan pangan sedang (tidak ada dalam
2.1 ane berada dalam 2.1.2* atau berat, berdasarkan pada lampiran na na 87,30 76,25% 90.77%
yang b Skala Pengalaman Kerawanan | Perpres 59/2017)
kondisi rentan, termasuk Panean
bayi, terhadap makanan gan.
yang aman, bergizi, dan
cukup sepanjang tahun.
Pada tahun 2030, Menurunnva
menghilangkan kelaparan N }e,n duduk
dan menjamin akses bagi prop P
. dengan asupan
semua orang, khususnya Proporsi penduduk dengan A
rang miskin dan mereka upan kalori minimum di kalori minimum
2.1| Orang miskindan mere 2.1.2.(a)| 25upan xaco di bawah 1400 na na na 90% na
yang berada dalam bawah 1400 kkal/kapita,/hari
kondisi rentan, termasuk kkal/kapita/hari. 2da ta}?un 2019
bayi, terhadap makanan ﬂ)enjadi 85 %
yang aman, bergizi, dan 17 40
cukup sepanjang tahun. (2015:17,4%).
2.2| Pada tahun 2030, 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek (tidak ada dalam n.a na 32,3% 15% 16.19%
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TARGET
(PERPRES
59/2017)

PEMENUHAN ' PEMENUHAN |PEMENUHAN
2018 2019 2020

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

TARGET TPB

INDIKATOR TPB

menghilangkan segala dan sangat pendek) pada lampiran

bentuk kekurangan gizi, anak di bawah lima Perpres 59/2017)

termasuk pada tahun tahun/balita.

2025 mencapai target yang

disepakati secara

internasional untuk anak

pendek dan kurus di bawah

usia 5 tahun, dan

memenuhi kebutuhan gizi

remaja perempuan, ibu

hamil dan menyusui, serta

manula.

Pada tahun 2030,

menghilangkan segala Menurunnya

bentuk kekurangan gizi, prevalensi stunting

termasuk pada tahun (pendek dan

(21.025 men.capai target yang Prevalensi stunting (pendek sangat pend.ek)

isepakati secara dan sangat pendek) pada pada anak di
2.2| internasional untuk anak 2.2.1.(a) X gatp P bawah dua na n.a 32,3% 15% 14,1%
. anak di bawah dua

pendek dan kurus di bawah tahun/baduta tahun/baduta

usia 5 tahun, dan ’ pada tahun

memenuhi kebutuhan gizi 2019 menjadi

remaja perempuan, ibu 28% (2013:

hamil dan menyusui, serta 32,9%).

manula.

Pada tahun 2030,

menghilangkan segala

bentuk kekurangan gizi,

termasuk pada tahun

2025 mencapai target yang Prevalensi malnutrisi

disepakati secara (berat badan/tinggi badan) (tidak ada dalam
2.2| internasional untuk anak 2.2.2% anak lampiran n.a 28 28 9,61 10.6%

pendek dan kurus di bawah pada usia kurang dari 5 tahun, | Perpres 59/2017)

usia 5 tahun, dan berdasarkan tipe.

memenuhi kebutuhan gizi

remaja perempuan, ibu

hamil dan menyusui, serta

manula.

Pada tahun 2030, Menurunnya

menghilangkan segala Prevalensi anemia pada ibu prevalensi anemia
2.2| bentuk kekurangan gizi, 2.2.2.(a) hamil P pada ibu hamil n.a na na 19,87% na

termasuk pada tahun ' pada tahun 2019

2025 mencapai target yang menjadi 28%
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET
(PERPRES

PEMENUHAN

2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN ' PEMENUHAN |PEMENUHAN

2018

2019

2020

disepakati secara
internasional untuk anak
pendek dan kurus di bawah
usia 5 tahun, dan
memenuhi kebutuhan gizi
remaja perempuan, ibu
hamil dan menyusui, serta
manula.

59/2017)
(2013: 37,1%).

Pada tahun 2030,
menghilangkan segala
bentuk kekurangan gizi,

makanan skala kecil,
khususnya perempuan,
masyarakat penduduk

pertanian (rupiah per tenaga
kerja).

Perpres 59/2017)

termasuk pada tahun Pe'r sentase béyl
. usia kurang dari
2025 mencapai target yang
. ) A 6 bulan yang
disepakati secara Persentase bayi usia kurang mendapat
2.2| internasional untuk anak 2.2.2.(b)| dari 6 bulan yang P . n.a 55,42% 44,87% 73,8% 69.1%
. . ASI eksklusif
pendek dan kurus di bawah mendapatkan ASI eksklusif. o
_ menjadi 50%
usia 5 tahun, dan
memenuhi kebutuhan gizi pada - tahun
. . (2013: 38%).
remaja perempuan, ibu
hamil dan menyusui, serta
manula.
Meningkatnya
Pada tahun 2030, kualitas konsumsi
menghilangkan segala pangan yang
bentuk kekurangan gizi, diindikasikan
termasuk pada tahun oleh skor Pola
2025 mencapai target yang Kualitas konsumsi pangan Pangan Harapan
disepakati secara yang diindikasikan oleh skor (PPH) mencapai
2.2| internasional untuk anak 2.2.2.(c)| PolaPangan Harapan (PPH) 92,5 (2014: n.a na 87,30% 90% 90.77%
pendek dan kurus di bawah mencapai; dan tingkat 81,8), dan tingkat
usia 5 tahun, dan konsumsi ikan. konsumsi ikan
memenuhi kebutuhan gizi menjadi 54,5
remaja perempuan, ibu kg/kapita/tahun
hamil dan menyusui, serta pada tahun 2019
manula. (2015: 40,9
kg/kapita/tahun).
Pada tahun 2030,
menggandakan g . S
produktivitas pertanian ¥\1111r1§11a”{]atr2 rtl’:haplfer?angnsgﬁl;;fgl (tidak ada dalam
2.3| dan pendapatan produsen 231* | 8 ) lampiran n.a 11,31% 68,31% 12,37% na
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET
(PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN ' PEMENUHAN |PEMENUHAN

2018

2019

2020

asli, keluarga petani,
penggembala dan
nelayan, termasuk
melalui akses yang aman
dan sama terhadap lahan,
sumber daya produktif,
dan input lainnya,
pengetahuan, jasa
keuangan, pasar,dan
peluang nilai tambah, dan
pekerjaan nonpertanian.

59/2017)

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

TARGET (PERPRES | PEMENUHAN PEMENUHAN |PEMENUHAN PEMENUHAN |PEMENUHAN
‘ TARGETTPB ‘ INDIKATOR TPB 59/2017) ‘ 2016 ‘ 2017 ‘ 2018 2019 ‘ 2020
Pada tahun 2030, Menurunnya angka
S . kematian ibu per
mengurangi rasio angka Angka Kematian Ibu 100 ribu kelahiran
3.1| kematian ibu hingga kurang | 3.1.1* (AKI). (Jmlh Kematian . 208 260 163 178 30
dari 70 per 100.000 ibu/Kelahiran hidup) hidup pad.a ta.lhun
kelahiran hidup. 2019 menjadi 306
(2010: 346).
Proporsi perempuan Meningkatnya
pernah kawin umur 15- persentase
Pada tahun 2030, 49 tahun yang persalinan oleh
mengurangi rasio angka proses melahirkan tenaga
3.1| kematian ibu hingga kurang | 3.1.2* terakhirnya kesehatan terampil 63,05% 67% 71% 74% 108%
dari 70 per 100.000 ditolong oleh pada tahun
kelahiran hidup. tenaga 2019 menjadi 95 %
kesehatan (2015:
terlatih. 91,51%).
Meningkatnya
Pada tahun 2030, Persentase perempuan persentase
mengurangi rasio angka pernah kawin umur 15- persalinan di
3.1| kematian ibu hingga kurang | 3.1.2.(a)| 49 tahun yang proses fasilitas pelayanan 67% 65% 71% 74% 104%
dari 70 per melahirkan terakhirnya kesehatan pada
100.000 kelahiran hidup. di fasilitas kesehatan. tahun 2019 menjadi
85 % (2015: 75%).
Pada tahun 2030,
mengakhiri kematian bayi Angka Kematian Balita (tidak ada dalam
3.2| barulahir dan balita yang 3.2.1* (AKBa) lampiran 1,19 1,56 1,26 1,19 16.30
dapat dicegah, per 1000 kelahiran hidup. | Perpres 59/2017)
dengan seluruh negara
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TARGET TPB

berusaha

menurunkan Angka
Kematian Neonatal
setidaknya hingga 12 per
1000 KH (Kelahiran Hidup)
dan Angka Kematian Balita
25 per

1000.

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN |PEMENUHAN

2018

2019

PEMENUHAN
2020

Pada tahun 2030,
mengakhiri kematian bayi
baru lahir dan balita yang
dapat dicegah, dengan
seluruh negara berusaha

menurunkan Angka Angka Kematian Neonatal | (tidak ada dalam
3.2 . & 3.2.2* (AKN) per 1000 lampiran
Kematian Neonatal kelahiran hidu Perpres 59/2017)
setidaknya hingga 12 per P P 116 166 155 205 133
1000 KH (Kelahiran
Hidup) dan Angka Kematian
Balita 25 per
1000.
Pada tahun 2030,
mengakhiri kematian bayi
baru lahir dan balita yang Menurunnva aneka
dapat dicegah, dengan Kkematian yaang
fr?éiil;};:lifﬁl:nbel:;saha Angka Kematian Bayi bayi per 1000
3.2 . 5 3.2.2.(a)| (AKB) kelahiran hidup
Kematian Neonatal er 1000 kelahiran hidu ada tahun 2019
setidaknya hingga 12 per p P f;enadiz4(2012- 168 bayi 166 bayi 178 bayi 167 bayi 186 Bayi
1000 KH (Kelahiran Hidup) 201;.32)
dan Angka Kematian Balita ' ’
25 per
1000.
Pada tahun 2030,
mengakhiri kematian bayi .
baru lahir dan balita yang Meningkatnya
dapat di h d persentase
apatdicegah, cengan kabupaten/ kota
seluruh negara berusaha Persentase ane mencapai
menurunkan Angka kabupaten/kota yang yang ; . p X
3.2 . 3.2.2.(b) ; . > . | 80% imunisasi
Kematian Neonatal mencapai 80% imunisasi dasar lenskap pada
setidaknya hingga 12 per dasar lengkap pada bayi. . gxab p 80% 82% 76% 95,77% 95,3%
1000 KH (Kelahiran Hidup) 12’3{‘91’"‘1" .tag.“;w
menjadi 95%

dan Angka Kematian Balita
25 per
1000.

(2015: 71,2%).
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penyakit tropis yang

tropis yang terabaikan

TARGET (PERPRES | PEMENUHAN PEMENUHAN |PEMENUHAN PEMENUHAN |PEMENUHAN
TARGET TPB INDIKATOR TPB 59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
Pada tahun 2030,
mengakhiri epidemi AIDS, Menurunnya
tuberkulosis, malaria, dan . prevalensi HIV
enyakit tropis yan Prevalensi HIV pada ada populasi
3.3| penyax pisyang . 3.3.1.(a)| populasi p pop na n.a 62 Kasus 71 Kasus 126 Kasus
terabaikan, dan memerangi dewasa dewasa tahun
hepatitis, penyakit ’ 2019 menjadi <0,5%
bersumber air, serta (2014: 0,46%).
penyakit menular lainnya.
Pada tahun 2030, Menurunnva
mengakhiri epidemi AIDS, revalensiy
tuberkulosis, malaria, dan . - P .
enyakit tropis yang Insiden Tuberkulosis Tuberculosis (TB)
33| P . . 3.3.2.(a)| (ITB) per per 100.000 101 Orang 63 Orang 140 orang 155 Orang 147 Orang
terabaikan, dan memerangi
., . 100.000 penduduk. penduduk pada
hepatitis, penyakit tahun 2019 menjadi
bersumber air, serta 245 (2013: 297)
penyakit menular lainnya. ) )
Pada tahun 2030,
mengakhiri epidemi AIDS,
tuberkulosis, malaria, dan .
penyakit tropis yang Kejadian Malaria per 1000 (tldal.{ ada dalam
3.3 . . 3.3.3* lampiran 0.1 0 0.1 0.1 0.1
terabaikan, dan memerangi orang. Perpres 59/2017)
hepatitis, penyakit p
bersumber air, serta
penyakit menular lainnya.
Pada tahun 2030, Meningkatnva
mengakhiri epidemi AIDS, 'umlahg y
tuberkulosis, malaria, dan Jumlah kabupaten/kota {(abu aten /kota 25 keiadian 25 keiadian
penyakit tropis yang yang paten/xota 1 kejadian per 0 kejadian per ) ]
3.3 ) .| 3.3.3.(2) C e dengan eliminasi per per na
terabaikan, dan memerangi mencapai eliminasi . 1.000 orang 1.000 orang
s . ) malaria pada tahun 1.000 orang| 1.000 orang|
hepatitis, penyakit malaria. 2019 meniadi 300
bersumber air, serta (2013: 21]2)
penyakit menular lainnya. ) )
Pada tahun 2030,
mengakhiri epidemi AIDS, Persentase
tuetr)legﬁiotif’ ;rsxal:rrlla, dan kabupaten/kota (tidak ada dalam
3.3 fera}l’)aikan gan}r]nelieran ; 3.3.4.(a)| yang melakukan lampiran n.a na n.a n.a na
P - & deteksi dini untuk Perpres 59/2017)
hepatitis, penyakit infeksi Hepatitis B
bersumber air, serta ’
penyakit menular lainnya.
Pada tahun 2030, Jumlah orang yang .
mengakhiri epidemi AIDS, % memerlukan intervensi (tlda].( ada dalam
3.3 . . 3.3.5 . lampiran 1 Kasus 0 Kasus 8 Kasus 0 Kasus 0 Kasus
tuberkulosis, malaria, dan terhadap penyakit Perpres 59/2017)
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN |PEMENUHAN

2018

2019

PEMENUHAN

2020

terabaikan, dan memerangi
hepatitis, penyakit
bersumber air, serta
penyakit menular lainnya.

(Filariasis dan Kusta).

59/2017)

Pada tahun 2030,
mengakhiri epidemi AIDS,
tuberkulosis, malaria, dan

Meningkatnya
jumlah provinsi

menular, melalui
pencegahan dan pengobatan,
serta meningkatkan

tahun.

tahun ke atas pada
tahun 2019 menjadi
15,4% (2013:

enyakit tropis yan, Jumlah provinsi dengan dengan eliminasi 0,47 per 0,54 per
3.3| penyakittropis yang | 335y Wman P! & 5 10.000 10.000 0 100% na
terabaikan, dan memerangi eliminasi Kusta. kusta sebanyak 34
s . A penduduk penduduk
hepatitis, penyakit provinsi pada tahun
bersumber air, serta 2019 (2013:20).
penyakit menular lainnya.
Pada tahun 2030,
mengakhiri epidemi AIDS, Jumlah kabupaten/kota Meningkatnya
tuberkulosis, malaria, dan dengan eliminasi jumlah
33 penya]flt tropis yang . 33.5.(b) filariasis (berhasﬂ. kabupaterll/lfota. na na na na na
terabaikan, dan memerangi lolos dalam survei dengan eliminasi
hepatitis, penyakit penilaian transmisi filariasis pada tahun
bersumber air, serta tahap I). 2019 menjadi 35.
penyakit menular lainnya.
Pada tahun 2030,
mengurangi hingga sepertiga Menurunnya
angka kematian dini akibat persentase merokok
s Persentase merokok .
penyakit tidak menular, pada penduduk usia
3.4 ) 3.4.1.(a)| pada penduduk umur na n.a na n.a na
melalui pencegahan dan <18 tahun <18 tahun pada
pengobatan, serta - ' tahun 2019 menjadi
meningkatkan kesehatan 5,4% (2013: 7,2%).
mental dan kesejahteraan.
Pada tahun 2030,
mengurangi hingga sepertiga
angka kematian dini akibat Menurunn'ya
. prevalensi tekanan
penyakit Prevalensi tekanan darah tinggi pada
3.4| tidak menular, melalui 3.4.1.(b) L 24,01% 29,51% 27,4% 26,9% 22,2%
darah tinggi. tahun 2019
pencegahan dan pengobatan, adi o
serta meningkatkan menjaci 24'03 %
kesehatan mental dan (2013: 25,8%).
kesejahteraan.
Pada tahun 2030, Tidak meningkatnya
mengurangi hingga prevalensi
sepertiga angka kematian Prevalensi obesitas pada | obesitas pada
3.4| dini akibat penyakit tidak 3.4.1.(c)| penduduk umur 218 penduduk usia 18 49,7% na na na na
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN |PEMENUHAN

2018

2019

PEMENUHAN
2020

kesehatan mental dan
kesejahteraan.

59/2017)
15,4%).

Pada tahun 2030,
mengurangi hingga sepertiga
angka kematian dini akibat
penyakit

Angka kematian

(tidak ada dalam

pendidikan, dan integrasi
kesehatan reproduksi ke

menggunakan alat
kontrasepsi metode

66% (2012-2013
:61,9%).

3.4| tidak menular, melalui 3.4.2* (insidens rate) lampiran 0 0 0 0 0
pencegahan dan pengobatan, akibat bunuh diri. Perpres 59/2017)
serta meningkatkan
kesehatan mental dan
kesejahteraan.
Pada tahun 2030, Me‘}i“hgkamya
1 umla
mengurangi hingga . Jumlah kabupaten/kota ]Kabupaten /Kota
sepertiga angka kematian yang R
dini akibat penyakit tidak memiliki puskesmas yanﬁ memiliki
3.4| menular, melalui 3.4.2.(a)| yang pus eslmas yan{lg(
pencegahan dan pengobatan, menyelenggarakan menye enggaraxan 32 PKM 32 PKM 32 PKM 32 PKM 32 PKM
serta meningkatkan upaya kesehatan \paya lfieseh}? tan
kesehatan mental dan jiwa. Jiwa pada .ta un
kesejahteraan. 2019 menjadi 280
(2015: 80).
Memperkuat pencegahan Terkendal.mya laju
dan pengobatan prevallerlxlm
penyalahgunaan zat, Prevalensi pen]i/aba gu(r;aal;l(h.
3.5| termasuk penyalahgunaan 3.5.1.(e)| penyalahgunaan ?;}:ur(: 2301;3 r?lean'algi na 274 Orang 257 Orang 145 Orang 256 Orang
narkotika dan penggunaan narkoba. angka )
alkohol yan
memba}i,ayfkan. 0,02% (2015:
0,05%).
Memperkuat pencegahan Konsumsi alkohol (liter
dan pengobatan per
penyalahgunaan zat, kapita) oleh penduduk (tlda].< ada dalam
3.5| termasuk penyalahgunaan 3.5.2* umur = lampiran na na na n.a na
narkotika dan penggunaan 15 tahun dalam satu Perpres 59/2017)
alkohol yang .
tahun terakhir.
membahayakan.
Pada tahun 2030, menjamin Proporsi perempuan usia | Meningkatnya angka
akses universal reproduksi (15-49 prevalensi
terhadap layanan kesehatan tahun) atau pemakaian
37 seksual dan reproduksi, 3.7.1% pasangannya yang kontrasepsi suatu
""| termasuk keluarga " memiliki kebutuhan cara pada tahun
berencana, informasi dan keluarga berencana dan 2019 menjadi 70.10% 72.71% 73.29% 76.36% 76.41%
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN |PEMENUHAN

2018

2019

PEMENUHAN
2020

dalam strategi dan program
nasional.

modern.

59/2017)

3.7

Pada tahun 2030, menjamin
akses universal

terhadap layanan kesehatan
seksual dan reproduksi,
termasuk keluarga
berencana, informasi dan

3.7.1.(a)

Angka prevalensi
penggunaan

metode kontrasepsi
(CPR) semua cara pada

Meningkatnya
cakupan angka
pemakaian
kontrasepsi semua
cara pada
perempuan usia 15-
49 tahun untuk 40%

o . . Pasangan Usia Subur 70.10% 72.71% 73.29% 76,40% 76.41%
pendidikan, dan integrasi . penduduk
> (PUS) usia 15-49 tahun
kesehatan reproduksi ke ane berstatus kawin berpendapatan
dalam strategi dan program yang ’ terbawah pada
nasional. tahun 2019 menjadi
65%.
Pada tahun 2030, menjamin Meningkatnya angka
akses universal terhadap penggunaan metode
layanan kesehatan seksual kontrasepsi jangka
. Angka  penggunaan .
dan reproduksi, termasuk . panjang (MKJP) cara
metode  Kkontrasepsi
3.7| keluarga berencana, 3.7.1.(b) ianoka anian modern pada tahun
informasi dan pendidikan, ](MI%P) cara mg dein 5 2019 16.36% 20.44% 16.03% 13.26% 12.20%
dan integrasi kesehatan ) menjadi 23,5%
reproduksi ke dalam strategi (2012-
dan program nasional. 2013:18,3%).
Pada tahun 2030, menjamin
akses universal Menurunnya angka
terhadap layanan kesehatan kelahiran
seksual dan reproduksi, Angka kelahiran pada pada remaja usia
termasuk keluarga % perempuan umur 15-19 15-19 tahun (age
37 berencana, informasi dan 3.7.2 tahun (Age Specific specific fertility na na na na 18
pendidikan, dan integrasi Fertility Rate/ASFR). rate/ASFR) pada
kesehatan reproduksi ke tahun 2019 menjadi
dalam strategi dan program 38 (2012-2013: 48).
nasional.
Pada tahun 2030, menjamin
akses universal
terhadap layanan keselllatan Menurunnya Total
seksual dan reproduksi, i
termasuk keluarga Fertility Rate
3.7 : . 3.7.2.(a)| Total Fertility Rate (TFR). | (TFR) pada tahun na na na na na
berencana, informasi dan L.
. - . 2019 menjadi
pendidikan, dan integrasi 2,28 (2012:2,6)
kesehatan reproduksi ke ! e
dalam strategi dan program
nasional.
3.8| Mencapai cakupan 3.8.1.(a)] Unmet need pelayanan Menurunnya n.a n.a n.a 97,5% n.a
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN |PEMENUHAN

PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
kesehatan universal, kesehatan. unmeet need
termasuk perlindungan pelayanan
risiko keuangan, akses kesehatan pada
terhadap pelayanan tahun 2019 menjadi
kesehatan dasar yang baik, 9,91% (2012-
dan akses terhadap obat- 2013:11,4%).
obatan dan vaksin dasar
yang aman, efektif,
berkualitas, dan terjangkau
bagi semua orang.

Mencapai cakupan

kesehatan universal,

termasuk perlindungan

risiko keuangan, akses Jumlah penduduk yang

Control WHO di seluruh

terhadap pelayanan dicakup asuransi (tidak ada dalam
3.8| kesehatan dasar yang baik, 3.8.2* kesehatan atau sistem lampiran 20,22% n.a 65.1% 57,5% 74,6%
dan akses terhadap obat- kesehatan masyarakat Perpres 59/2017)
obatan dan vaksin dasar per 1000 penduduk.
yang aman, efektif,
berkualitas, dan terjangkau
bagi semua orang.
Mencapai cakupan
kesehatan universal,
tgr.masuk perlindungan Meningkatnya
risiko keuangan, akses .
. cakupan Jaminan
terhadap pelayanan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
3.8| kesehatan dasar yang baik, 3.8.2.(a)| Kesehatan (KN) pada tahun 100% 100% 100% 100% 100%
dan akses terhadap obat- Nasional (JKN). pac
. 2019 minimal 95%
obatan dan vaksin dasar (2015:60%)
yang aman, efektif, -ouso).
berkualitas, dan terjangkau
bagi semua orang.
Pada tahun 2030, secara
signifikan
mengurangi jumlah .
kematian dan kesakitan Proporsi kematian akibat (tldal.( ada dalam
3.9 . - .1 3.9.3.(a) lampiran na na na 41,16% na
akibat bahan kimia keracunan. Perpres 59/2017)
berbahaya, serta polusi dan P
kontaminasi udara, air, dan
tanah.
xiﬁf;}ﬁlﬁgf; laksanaan Persentase merokok (tidak ada dalam
3.a Convention on Tobacco 3.a.1* pada penduduk umur lampiran n.a n.a n.a 21,74% n.a
nventt =15 tahun. Perpres 59/2017)
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TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN |PEMENUHAN
2018 2019

PEMENUHAN

TARGET TPB 2020

INDIKATOR TPB

59/2017)
negara sebagai langkah yang
tepat.

Mendukung penelitian dan
pengembangan vaksin dan
obat penyakit menular dan
tidak menular yang
terutamaberpengaruh
terhadap negara
berkembang, menyediakan
akses terhadap obat dan
vaksin dasar yang
terjangkau, sesuai the Doha
Declaration tentang the
TRIPS Agreement and Public
Health, yang menegaskan
hak negara berkembang
untuk menggunakan secara
penuh ketentuan dalam
Kesepakatan atas Aspek-
Aspek Perdagangan dari Hak
Kekayaan Intelektual terkait
keleluasaan untuk
melindungi kesehatan
masyarakat, dan khususnya,
menyediakan akses obat bagi
semua.

Meningkatkan secara
signifikan pembiayaan
kesehatan dan rekrutmen,
pengembangan, pelatihan,
3.c| danretensitenaga kesehatan
di negara berkembang,
khususnya negara kurang
berkembang, dan negara
berkembang pulau kecil.

Persentase ketersediaan
obat dan vaksin di
Puskesmas.

(tidak ada dalam
lampiran na na n.a
Perpres 59/2017)

3b 3b.1.(a) 54,72% na

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

Kepadatan dan distribusi

.c.1*
3¢ tenaga kesehatan.

2,186 1,356 1,422 1,536 n.a

TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN
SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

KESEMPATAN BELAJAR

TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES
59/2017)

2017

PEMENUHAN |(PEMENUHAN

2016

PEMENUHAN | PEMENUHAN PEMENUHAN

2018

2019

2020

Pada tahun 2030, menjamin Proporsi anak-anak dan (tidak ada dalam
4.1| bahwa semua 4.1.1* remaja: (a) pada kelas 4, lampiran n.a na na n.a na
anak perempuan dan laki-laki (b) tingkat akhir Perpres 59/2017)
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES PEMENUHAN

2016

PEMENUHAN

2017

PEMENUHAN

2018

PEMENUHAN |PEMENUHAN
2019 2020

59/2017)

menyelesaikan pendidikan SD/kelas 6, (c) tingkat
dasar dan menengah tanpa akhir SMP/kelas 9 yang
dipungut biaya, setara, dan mencapai standar
berkualitas, yang mengarah kemampuan minimum
pada capaian pembelajaran dalam: (i) membaca, (ii)
yang relevan dan efektif. matematika.
Pada tahun 2030, menjamin .
bahwa semua Meningkatnya
. . persentase SD/MI
anak perempuan dan laki-laki .
. L berakreditasi
menyelesaikan pendidikan .
Persentase SD/MI minimal B
4.1 dasar dan menengah tanpa 41.1.() berakreditasi minimal B ada tahun
dipungut biaya, setara, dan ' p - 68,7 81 81,6 82,3 83.5
. 2019 menjadi
berkualitas, yang mengarah 84.2%
pada capaian pembelajaran iy 0
yang relevan dan efektif. (2015:68,7%).
Pada tahun 2030, menjamin .
Meningkatnya
bahwa semua ersentase
anak perempuan dan laki-laki P
menyelesaikan pendidikan SMP/MTs
4.1| dasar dan menengah tanpa 4.1.1.(b) Persentas_e SMP./MTS be.re.lkreclltam na 94 95 96 96
. . berakreditasi minimal B. minimal B pada
dipungut biaya, setara, dan
i tahun 2019
berkualitas, yang mengarah 3
pada capaian pembelajaran menjadi 81%
. 0,
yang relevan dan efektif. (2015:62,5%).
Pada tahun 2030, menjamin .
Meningkatnya
bahwa semua anak perempuan RO
S - Angka Partisipasi
dan laki-laki menyelesaikan
pendidikan dasar dan Kasar (APK)
4.1 menengah tanpa dipungut 4.1.1.(d) Anska Partisipasi Kasar | SD/MI/sederajat 114,34 114,34 105,83 103,95 102.65
. : (APK) SD/MI/sederajat. pada tahun 2019
biaya, setara, dan berkualitas, menjadi
yang mengarah pada capaian o .
pembelajaran yang relevan dan i(l)gé)? o 2015
efektif. o
Pada tahun 2030, menjamin
bahwa semua S Meningkatnya APK
anak perempuan dan laki-laki .
. Lo S SMP/MTs/sederajat]
menyelesaikan pendidikan Angka Partisipasi Kasar ada tahun
4.1| dasar dan menengah tanpa 4.1.1.(e)| (APK) P o 97,48 97,48 99,80 96,69 100.97
- . . 2019 menjadi
dipungut biaya, setara, dan SMP/MTs/sederajat. 106,94% (2015:
berkualitas, yang mengarah 10 0’ 7% )0 ’
pada capaian pembelajaran 2700
yang relevan dan efektif.
41 Pada tahun 2030, menjamin 411.(g) Rata-rata lama sekolah Meningkatnya rata- 8,71 8,83 8,84 8,84 922
bahwa semua penduduk umur =15 rata lama
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4.3 Rasio APK
perempuan/laki-
laki di

TARGET (PERPRES PEMENUHAN |PEMENUHAN |PEMENUHAN |PEMENUHAN PEMENUHAN
TARGET TPB INDIKATOR TPB 59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
anak perempuan dan laki-laki tahun. sekolah penduduk
menyelesaikan pendidikan usia di atas
dasar dan menengah tanpa 15 tahun pada
dipungut biaya, setara, dan tahun 2019
berkualitas, yang mengarah menjadi 8,8
pada capaian pembelajaran tahun (2015:
yang relevan dan efektif. 8,25 tahun).
Pada tahun 2030, menjamin
bahwa semua Meningkatnya APK
anak perempuan dan laki-laki anak yang
memiliki akses terhadap Angka Partisipasi Kasar mengikuti
perkembangan dan (APK) Pendidikan Anak
4.2 pengasuhan anak usia dini, 4.22(a) Pendidikan Anak Usia Dini | Usia Dini (PAUD) 100 100 100 100 7930
pengasuhan, pendidikan pra- (PAUD). pada tahun 2019
sekolah dasar yang berkualitas, menjadi 77,2%
sehingga mereka siap untuk (2015: 70,06%).
menempuh pendidikan dasar.
Pada tahun 2030, meningkatkan
secara Proporsi remaja dan
signifikan jumlah pemuda dan p )
. dewasa .
orang dewasa yang memiliki dengan keterampilan (tidak ada dalam
4.4| Kketerampilan yang relevan, 4.4.1* gan ket pIt lampiran n.a n.a 0,18% 2,9% 3.10%
. . teknologi informasi dan
termasuk keterampilan teknik 2 Perpres 59/2017)
. . komunikasi
dan kejuruan, untuk pekerjaan,
. (TIK).
pekerjaan yang layak dan
kewirausahaan.
4.1. Rasio Angka
Partisipasi
Murni (APM)
Pada tahun 2030, menghilangkan Rasio Angka Partisipasi {)aekriecrlrilpuan/lakl—
disparitas Murni SD/MI/paket A
gender dalam pendidikan, dan (APM) perempuan/laki- an setr;ra
menjamin akses yang sama laki di (1) yen%ler 2da tahun
untuk semua tingkat SD/Ml/sederajat; (2) %019 4%
4.5 pendidikan dan pelatihan 4.5.1* SMP/MTs/sederajat; (3) AN 99,96 99,69 99,70 99,71 99.75
. . . Rasio APM
kejuruan, bagi masyarakat SMA/SMK/MA/sederajat; .
. perempuan/laki-
rentan termasuk penyandang dan Rasio Angka ol
e laki di SMP/MTs/
cacat, masyarakat penduduk Partisipasi Kasar (APK)
; oy Paket B yang
asli, dan anak- anak dalam perempuan/laki-laki di setara gender
kondisi rentan. (4) Perguruan Tinggi. pada tahun 2019,
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)
SMA/SMK/MA
yang setara
gender pada
tahun 2019.

4.4 Rasio APK
perempuan/laki-
laki pada PT dan

PEMENUHAN

2016

PEMENUHAN

2017

PEMENUHAN | PEMENUHAN PEMENUHAN

2018

2019

2020

PTA yang setara
gender pada
tahun 2019.
g:ﬁ;??:;ffm menjamin Persentase angka melek I;/Elé;n;lngkl:nya rata-
4.6 . . 4.6.1.(a)| aksara penduduk & 99,9 99,9 99,93 99,93 99.94
remaja dan proporsi kelompok melek aksara
umur 215 tahun. s
dewasa penduduk usia di
tertentu, baik laki-laki atas 15 tahun
maupun perempuan, memiliki pada tahun 2019
kemampuan literasi dan menjadi 96,1%
numerasi. (2015: 95,2%).
Pada tahun 2030, menjamin .
Meningkatnya
bahwa semua
. . persentase angka
remaja dan proporsi Persentase angka melek melek aksara
kelompok dewasa tertentu, aksara penduduk umur -
4.6 . 1 4.6.1.(b) penduduk usia n.a na 99,47 0 99.6
baik laki-laki maupun 15-24 tahun dan umur .
e dewasa usia 15-
perempuan, memiliki 15-59 tahun.
kemampuan literasi dan 59 tahun pada
puan fiterast tahun 2019.
numerasi.
Proporsi sekolah dengan
akses ke: (a) listrik (b)
internet
untuk tujuan
Membangun dan pengajaran, (c)
meningkatkan fasilitas komputer untuk tujuan
pendidikan yang ramah pengajaran, (d)
anak, ramah penyandang infrastruktur dan (tidak ada dalam
4.a| cacatdan gender, serta 4.a.1* materi memadai bagi lampiran 100% 100% 100% 100% 74.78%
menyediakan lingkungan siswa disabilitas, (e) air Perpres 59/2017)
belajar yang aman, anti minum layak, (f) fasilitas
kekerasan, inklusif dan sanitasi
efektif bagi semua. dasar per jenis kelamin, (g)
fasilitas cuci tangan
(terdiri air, sanitasi, dan
higienis bagi semua
(WASH).
4.c| Padatahun 2030, secara 4.c.1* Persentase guru TK, SD, (tidak ada dalam 100% 100%) 100%) 100% 47.60%)
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN | PEMENUHAN PEMENUHAN

signifikan

meningkatkan pasokan guru

yang berkualitas, termasuk
melalui kerjasama

internasional dalam pelatihan
guru di negara berkembang,

terutama negara kurang
berkembang, dan negara

berkembang kepulauan kecil.

pendidik.

SMP, SMA, SMK, dan SLB
yang bersertifikat

59/2017)
lampiran
Perpres 59/2017)

2016

2017

2018

2019

2020

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

‘ TARGET TPB ‘ INDIKATOR TPB ‘ TARGET (PERPRES 59/2017) ‘ PEMENUHAN ‘ PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN ‘ PEMENUHAN
2016 2017 2018 2019 2020
5.1/ Mengakhiri segala 5.1.1* | Jumlah kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan n.a n.a n.a 4 4
bentuk diskriminasi yang responsif gender yang responsif gender
terhadap kaum mendukung mendukung pemberdayaan
perempuan pemberdayaan perempuan pada tahun 2019
dimanapun. perempuan. bertambah sebanyak 16 (2015:
19).
5.2 Menghapuskan segala bentuk| 5.2.1* Proporsi perempuan (tidak ada dalam lampiran n.a n.a n.a 6 kasus 24 Kasus
kekerasan dewasa Perpres 59/2017)
terhadap kaum dan anak perempuan
perempuan di ruang (umur
publik dan pribadi, 15-64 tahun)
termasuk perdagangan mengalami kekerasan
orang dan eksploitasi (fisik, seksual, atau
seksual, serta berbagai emosional) oleh
jenis eksploitasi lainnya. pasangan atau mantan
pasangan dalam
12 bulan terakhir.
5.2 Menghapuskan segala 5.2.1.(a)| Prevalensi Menurunnya prevalensi kasus n.a n.a n.a 93 59
bentuk kekerasan kekerasan terhadap kekerasan terhadap anak
terhadap kaum anak perempuan.
perempuan di ruang
publik
dan pribadi, termasuk
perdagangan orang
dan eksploitasi seksual, perempuan pada tahun 2019
serta berbagai jenis (2013: 20,48 %).
eksploitasi lainnya.
5.2 Menghapuskan segala bentuk| 5.2.2* Proporsi perempuan (tidak ada dalam lampiran n.a n.a n.a 32 21
kekerasan dewasa Perpres 59/2017)
terhadap kaum dan anak perempuan
perempuan di ruang (umur
publik dan pribadi, 15-64 tahun)
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES 59/2017)

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

termasuk perdagangan
orang dan eksploitasi
seksual, serta berbagai

mengalami kekerasan
seksual oleh orang lain
selain pasangan dalam

2016

2017

2018

2019

2020

dan efektif, dan
kesempatan yang sama

yang
berada di posisi

perempuan sebagai pengambil
keputusan di lembaga eksekutif

jenis eksploitasi lainnya. 12 bulan terakhir.
5.2| Menghapuskan segala bentuk| 5.2.2.(a)| Persentase korban Meningkatnya persentase kasus n.a n.a 95,65% 98,35% 96,95%)
kekerasan kekerasan kekerasan terhadap perempuan
terhadap kaum terhadap yang mendapat layanan
perempuan di ruang perempuan yang komprehensif pada tahun 2019
publik dan pribadi, mendapat layanan menjadi 70% (2015: 50%).
termasuk perdagangan komprehensif.
orang dan eksploitasi
seksual, serta berbagai
jenis eksploitasi lainnya.
5.3 Menghapuskan semua 5.3.1*% Proporsi perempuan (tidak ada dalam lampiran n.a 3.78% 2.55% 7.42% 38.69%
praktik berbahaya, umur 20- Perpres 59/2017)
seperti perkawinan usia 24 tahun yang
anak, perkawinan dini berstatus kawin atau
dan paksa, serta sunat berstatus hidup
perempuan. bersama sebelum
umur 15 tahun dan
sebelum umur 18
tahun.
5.3 Menghapuskan semua 5.3.1.(a)] Median usia kawin Meningkatnya median usia n.a n.a n.a n.a n.a
praktik berbahaya, pertama kawin pertama perempuan
seperti perkawinan usia perempuan (pendewasaan usia kawin
anak, perkawinan dini pernah kawin pertama) pada tahun 2019
dan paksa, serta sunat umur 25-49 menjadi 21 tahun (2012: 20,1
perempuan. tahun. tahun).
5.3 Menghapuskan semua 5.3.1.(b)] Angka kelahiran pada Menurunnya ASFR 15-19 tahun n.a n.a n.a n.a 18
praktik berbahaya, perempuan umur 15- pada tahun 2019 menjadi 38
seperti perkawinan usia 19 tahun (Age Specific tahun (2012: 48 tahun).
anak, perkawinan dini Fertility Rate/ASFR).
dan paksa, serta sunat
perempuan.
5.5 Menjamin partisipasi penuh | 5.5.1* Proporsi kursi yang Meningkatnya keterwakilan 45,81% 46,20% 47,01% 47,79% 25%
dan efektif, dan diduduki perempuan di DPR (Hasil
kesempatan yang sama perempuan  di Pemilu 2014: 16,6%).
bagi perempuan untuk parlemen
memimpin di semua tingkat  pusat,
tingkat pengambilan parlemen
keputusan dalam daerah dan
kehidupan politik, pemerintah
ekonomi, dan daerah.
masyarakat.
5.5 Menjamin partisipasi penuh | 5.5.2* Proporsi perempuan Meningkatnya keterwakilan n.a n.a n.a n.a 4
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES 59/2017)

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

bagi perempuan untuk
memimpin di semua
tingkat pengambilan
keputusan dalam
kehidupan politik,
ekonomi, dan
masyarakat.

managerial.

(EselonIdanII) (2014: Eselon I
=20,66% dan Eselon Il =
16,39%).

2016

2017

2018

2019

2020

5.6

Menjamin akses universal
terhadap

kesehatan seksual dan
reproduksi, dan hak
reproduksi seperti yang
telah disepakati sesuai
dengan Programme of
Action of the
International Conference
on Population
andDevelopment and the
Beijing Platform serta
dokumen-dokumen hasil
reviu dari konferensi-
konferensi tersebut.

5.6.1.(a)

Unmet need KB
(Kebutuhan
Keluarga
Berencana/KB yang
tidak terpenuhi).

Menurunnya unmeet need
kebutuhan ber-KB pada tahun

2019 menjadi 9,9% (2012-2013:

11,4 %).

17.51%

17.54%

16.10%

14.55%

5.6

Menjamin akses universal
terhadap kesehatan
seksual dan reproduksi,
dan hak reproduksi
seperti yang telah
disepakati sesuai dengan
Programme of Action of
the International
Conference on Population
andDevelopment and the
Beijing Platform serta
dokumen-dokumen hasil
reviu dari konferensi-
konferensi tersebut.

5.6.1.(b)

Pengetahuan dan
pemahaman
Pasangan Usia Subur
(PUS) tentang metode
kontrasepsi modern.

Meningkatnya pengetahuan dan
pemahaman Pasangan Usia
Subur (PUS) tentang metode
kontrasepsi modern minimal 4
jenis pada tahun 2019 menjadi
85% (2012: 79,8 %).

n.a

72.71%

73.29%

76.40%

76.41%

5.6

Menjamin akses universal
terhadap

kesehatan seksual dan
reproduksi, dan hak
reproduksi seperti yang
telah disepakati sesuai
dengan Programme of
Action of the
International Conference
on Population and
Development and the

5.6.1*

Proporsi perempuan
umur 15-

49 tahun yang
membuat keputusan
sendiri terkait
hubungan seksual,
penggunaan
kontrasepsi, dan
layanan kesehatan
reproduksi.

(tidak ada dalam lampiran
Perpres 59/2017)

72.71%)

73.29%

76.40%

76.41%
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TARGET TPB

Beijing Platform serta
dokumen-dokumen hasil
reviu dari konferensi-
konferensi tersebut.

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES 59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

5.b

5.b.1*

Meningkatkan penggunaan Proporsi individuyang | (tidak ada dalam lampiran 97,14%| 96,37% n.a n.a n.a
teknologi yang menguasai/memiliki Perpres 59/2017)
memampukan, khususnya telepon genggam.
teknologi informasi dan
komunikasi untuk
meningkatkan
pemberdayaan perempuan.
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA
TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017 . 2016 | 2017 2018 2019 | 2020 @ |
6.1 | Padatahun 2030, 6.1.1.(a)| Persentase rumah tangga Meningkatnya akses 73,53% 83,70% 84,88% 85,39% na
mencapai akses yang memiliki akses terhadap layanan
universal dan merata terhadap layanan sumber air minum layak
terhadap air minum air minum layak. pada tahun 2019
yang aman dan menjadi 100%
terjangkau bagi semua. (2014: 70%).
6.1 | Padatahun 2030, 6.1.1.(b)| Kapasitas prasarana air Meningkatnya kapasitas na 1,294 1,507 1,647 na
mencapai akses universal baku prasarana air baku
dan merata terhadap untuk melayani rumah untuk melayani
air minum yang aman tangga, perkotaan dan rumah tangga,
dan terjangkau bagi industri, serta penyediaan | perkotaan dan
semua. air baku untuk pulau- industri pada tahun
pulau. 2019 menjadi 118,6
m3/detik (2015:
51,44 m3/detik) dan
penyediaan air baku
untuk
60 pulau.
6.1 | Padatahun 2030, 6.1.1.(c)| Proporsi populasi yang Meningkatnya akses 73,53% 83,70% 84,88% 85,39% n.a
mencapai akses universal memiliki akses layanan terhadap
dan merata terhadap sumber air minum aman layanan air minum
air minum yang aman dan berkelanjutan. layak pada tahun
dan terjangkau bagi 2019 menjadi
semua. 100% (2014: 70%).
6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(a)| Proporsi populasi yang (tidak ada dalam 69,61% 69,02% 79,38% 75,84% na
mencapai akses terhadap memiliki fasilitas cuci lampiran
sanitasi dan tangan dengan sabun Perpres 59/2017)
kebersihan yang dan air.
memadai dan merata
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TARGET TPB

bagi semua, dan
menghentikan praktik
buang air besar di
tempat terbuka,
memberikan
perhatian khusus
pada

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

kebutuhan kaum
perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.

6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(b)| Persentase rumah tangga Meningkatnya akses
mencapai akses terhadap yang memiliki akses terhadap
sanitasi dan kebersihan terhadap layanan sanitasi sanitasi yang layak pada
yang memadai dan layak. tahun 61,63% 58,78% 68,24% 83,11% n.a
merata bagi semua, dan 2019 menjadi 100%
menghentikan praktik (2014
buang air besar di 60,9%).
tempat terbuka,
memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan
kaum perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(c)| Jumlah desa/kelurahan Meningkatnya jumlah
mencapai akses terhadap yang desa/kelurahan yang
sanitasi dan kebersihan melaksanakan Sanitasi melaksanakan Sanitasi
yang memadai dan Total Total Berbasis Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada n.a
merata bagi semua, dan Berbasis Masyarakat Masyarakat (STBM)
menghentikan praktik (STBM). menjadi 45.000 pada
buang air besar di tahun 2019 (2015:
tempat terbuka, 25.000).
memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan
kaum perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(d)| Jumlah desa/kelurahan (tidak ada dalam
mencapai akses terhadap yang lampiran
sanitasi dan kebersihan Open Defecation Free Perpres 59/2017)
yang memadai dan (ODF)/ Stop Buang Air n.a 233 177 n.a n.a

merata bagi semua, dan
menghentikan praktik
buang air besar di

Besar Sembarangan
(SBS).
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TARGET TPB

tempat terbuka,
memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan
kaum perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN

2020

6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(e)| Jumlah kabupaten/kota Terbangunnya
mencapai akses terhadap yang infrastruktur air
sanitasi dan kebersihan terbangun infrastruktur limbah dengan
yang memadai dan air limbah dengan sistem sistem terpusat Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada n.a
merata bagi semua, dan terpusat skala kota, skala kota, kawasan,
menghentikan praktik kawasan dan komunal. komunal pada tahun
buang air besar di 2019 di 438
tempat terbuka, kabupaten/kota.
memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan
kaum perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.2 | Padatahun 2030, 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga (tidak ada dalam
mencapai akses terhadap yang lampiran
sanitasi dan kebersihan terlayani sistem Perpres 59/2017)
yang memadai dan pengelolaan air limbah Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada n.a
merata bagi semua, dan terpusat.
menghentikan praktik
buang air besar di
tempat terbuka,
memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan
kaum perempuan, serta
kelompok masyarakat
rentan.
6.3 | Padatahun 2030, 6.3.2.(a)| Kualitas air danau. Pengelolaan kualitas air,
meningkatkan kualitas baik di
air sungai, waduk, Memenu Memenu Memenu
dengan mengurangi danau, situ, muara na hi kecuali hi kecuali hi kecuali n.a
polusi, menghilangkan sungai, pantai COD, NH3, COD, NH3, COD, NH3,
pembuangan,dan termasuk perbaikan dan total dan total dan total
meminimalkan sistem monitoring fosfat fosfat fosfat

pelepasan material
dan bahan kimia
berbahaya,
mengurangi setengah
proporsi air limbah

hidrologis dan
kualitas air dengan
indikator
membaiknya
kualitas air di 15
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TARGET TPB

yang tidak diolah, dan
secara signifikan
meningkatkan daur
ulang,serta
penggunaan

kembali barang daur
ulang yang aman secara
global.

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)
danau, 5 wilayah
sungai.

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN

2020

6.3

Pada tahun 2030,
meningkatkan kualitas
air dengan
mengurangi polusi,
menghilangkan
pembuangan,dan
meminimalkan
pelepasan material
dan bahan kimia
berbahaya,
mengurangi setengah
proporsi air limbah
yang tidak diolah, dan
secara signifikan
meningkatkan daur
ulang,serta
penggunaan

kembali barang daur
ulang yang aman secara
global.

6.3.2.(b)

Kualitas air sungai
sebagai sumber air
baku.

Peningkatan kualitas
air sungai sebagai
sumber air baku
menuju baku mutu
rata-rata air sungai
kelas II.

Memenu

hi kecuali TSS,
DO, klorin
bebas, total
fosfat dan
fenol

6.3

Pada tahun 2030,
meningkatkan kualitas
air

dengan mengurangi
polusi, menghilangkan
pembuangan,dan
meminimalkan
pelepasan material
dan bahan kimia
berbahaya,
mengurangi setengah
proporsi air limbah
yang tidak diolah, dan
secara signifikan
meningkatkan daur
ulang,serta

6.3.1.(a)

Jumlah kabupaten/kota
yang

ditingkatkan kualitas
pengelolaan lumpur
tinja perkotaan dan
dilakukan
pembangunan

Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT).

Peningkatan kualitas
pengelolaan air limbah
sistem setempat
melalui peningkatan
kualitas pengelolaan
lumpur tinja
perkotaan dan
pembangunan
Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
di 409
kabupaten/kota.

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

59/2017)

penggunaan
kembali barang daur
ulang yang aman secara
global.

6.3 | Padatahun 2030, 6.3.1.(b)| Proporsi rumah tangga (tidak ada dalam Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada na
meningkatkan kualitas yang lampiran
air terlayani sistem Perpres 59/2017)
dengan mengurangi pengelolaan lumpur
polusi, menghilangkan tinja.
pembuangan,dan
meminimalkan
pelepasan material
dan bahan kimia
berbahaya,
mengurangi setengah
proporsi air limbah
yang tidak diolah, dan
secara signifikan
meningkatkan daur
ulang,serta
penggunaan
kembali barang daur
ulang yang aman secara
global.

6.4 | Padatahun 2030,secara | 6.4.1.(b) Insentif penghematan air Pemberian insentif Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada
signifikan pertanian/perkebunan penghematan
meningkatkan efisiensi dan industri. air
penggunaan air di pertanian/perkebunan
semua sektor, dan dan industri termasuk
menjamin penggunaan penerapan prinsip
dan pasokan air tawar reduce,
yang berkelanjutan mengembangkan
untuk mengatasi reuse dan recycle,
kelangkaan air, dan serta pengembangan
secara signifikan konsep pemanfaatan
mengurangi jumlah air limbah yang aman
orang yang menderita untuk pertanian (safe
akibat kelangkaan air. use of astewater in

agriculture).

6.5 | Padatahun 2030, 6.5.1.(a)| Jumlah Rencana | Internalisasi 108 Ada Ada Ada Ada na
menerapkan pengelolaan Pengelolaan Rencana
sumber daya air Daerah  Aliran  Sungai | Pengelolaan Daerah
terpadu di semua Terpadu (RPDAST) yang | Aliran Sungai Terpadu
tingkatan, termasuk diinternalisasi ke dalam | (RPDAST) yang sudah
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN

2020

melalui kerjasama lintas Rencana Tata disusun ke dalam
batas yang tepat. Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang
(RTRW). Wilayah (RTRW).

6.5 | Padatahun 2030, 6.5.1.(c)| Jumlah jaringan informasi | Pembentukan jaringan Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada na
menerapkan pengelolaan sumber daya air informasi
sumber daya air yang dibentuk. sumber daya air di 8
terpadu di semua Wilayah
tingkatan, termasuk Sungai.
melalui kerjasama lintas
batas yang tepat.

6.5 | Pada tahun 2030, 6.5.1.(g)| Kegiatan penataan Melanjutkan penataan Sudah Sudah Sudah Sudah n.a
menerapkan kelembagaan sumber kelembagaan sumber ada Forum ada Forum ada Forum ada Forum
pengelolaan sumber daya air. daya air, antara lain DAS, RPDAS DAS, RPDAS DAS, RPDAS DAS, RPDAS
daya air terpadu di dengan: Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu
semua tingkatan, Mensinergikan Mahakam Mahakam Mahakam Mahakam
termasuk melalui pengaturan dan Integrasi | danIntegrasi | danIntegrasi | dan Integrasi
kerjasama lintas batas kewenangan dan dengan Tata dengan Tata dengan Tata dengan Tata
yang tepat. tanggung jawab di Ruang Ruang Ruang Ruang

semua tingkat
pemerintahan beserta
seluruh pemang-ku
kepentingan serta
menjalankannya
secara konsisten;
Meningkatkan ke-
mampuan komunikasi,
kerjasama, dan
koordinasi
antarlembaga serta
antar-wadah
koordinasi
pengelolaan sumber
daya air yang telah
terbentuk; dan
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
pengelolaan sumber
daya air.

6.5 | Padatahun 2030, 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang| Peningkatan partisipasi na 3 3 na na
menerapkan pengelolaan memiliki partisipasi masyarakat dalam
sumber daya air masyarakat dalam pengelolaan daerah
terpadu di semua pengelolaan daerah tangkapan sungai
tingkatan, termasuk tangkapan sungai dan dan danau di 10
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TARGET TPB

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN

2016 2017 2018 2020

INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES
59/2017)
Wilayah Sungai

PEMENUHAN ‘PEMENUHAN ‘PEMENUHAN ‘

melalui kerjasama lintas danau.

batas yang tepat.

TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA
TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2016 2017 2018

PEMENUHAN PEMENUHAN
2019 2020

melakukan perbaikan
efisiensi energi di

primer
(penurunan 1% per

tingkat global tahun) menjadi 463,2
sebanyak dua kali SBM pada tahun 2019.
lipat.

7.2 | Padatahun 2030, 7.2.1* | Bauran energiterbarukan. | Bauran energi 5,89% 5,89% 5,89% 5,93% 5,93%
meningkat secara terbarukan
substansial pangsa mencapai 10-16%
energi terbarukan pada tahun
dalam bauran energi 2019.
global.
7.3 | Padatahun 2030, 7.3.1* Intensitas energi primer. Intensitas energi 2,4% 2,78% 3,33% 6% 7%

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELAN]JUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF

DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) . 2016 @ | 2017 2018 . 2019 @ | 2020
8.1 Memperkuat kapasitas 8.10.1.( | Proporsi kredit UMKM Meningkatnya 81,62% 77,13% 81,30% 81,86% na
lembaga keuangan b) terhadap total kredit. perluasan akses
domestik untuk permodalan dan
mendorong dan layanan keuangan
memperluas akses melalui penguatan
terhadap perbankan, layanan keuangan
asuransi dan jasa hingga tahun
keuangan bagi semua. 2019
8.1 Memperkuat kapasitas 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan (tidak ada dalam 279 246 249 238 na
lembaga keuangan ATM lampiran
domestik untuk per 100.000 Perpres 59/2017)
mendorong dan penduduk dewasa
memperluas akses
terhadap perbankan,
asuransi dan jasa
keuangan bagi semua.
8.1 Memperkuat kapasitas 8.10.1.(a| Rata-ratajarak Meningkatnya 1 1 1 1 na
lembaga keuangan ) lembaga keuangan perluasan akses
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TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
domestik untuk (Bank Umum). permodalan dan
mendorong dan layanan
memperluas keuangan melalui
akses terhadap penguatan layanan
perbankan, asuransi dan keuangan hingga
jasa keuangan bagi tahun
semua. 2019.
8.1 Mempertahankan 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per| (tidak ada dalam -2,36 14,05 6,08 -1,64 -1.28
pertumbuhan ekonomi kapita. lampiran
per Perpres 59/2017)

kapita sesuai dengan
kondisi nasional dan,
khususnya, setidaknya
7 persen pertumbuhan
produk domestik
bruto per tahun di
negara kurang

berkembang.
8.1/ Mempertahankan 8.1.1.(a)| PDB per kapita. Meningkatnya Produk 173,97 198,41 210,48 207,02 204,36
pertumbuhan ekonomi Domestik
per kapita sesuai Bruto (PDB) per
dengan kondisi nasional kapita per tahun
dan, menjadi lebih dari Rp
khususnya, setidaknya 7 50 juta pada tahun
persen 2019 (2015: Rp 45,2
pertumbuhan juta).
produk domestik

bruto per tahun di
negara kurang

berkembang.
8.2| Mencapai tingkat | 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per| Pertumbuhan PDB riil na 37,06% 36,04% 37,66% n.a
produktivitas ekonomi tenaga per orang
yang kerja/Tingkat yang bekerja
lebih  tinggi, melalui pertumbuhan PDB meningkat hingga
diversifikasi, riil per orang tahun 2019.
peningkatan dan inovasi bekerja per tahun.
teknologi, termasuk

melalui  fokus  pada
sektor yang memberi
nilai tambah tinggi dan

padat karya.

8.3| Menggalakkan kebijakan | 8.3.1.(c)| Persentase akses Akses Layanan 2,15% 2,89% 2,84% 2,97% na
pembangunan yang UMKM (Usaha Keuangan formal
mendukung kegiatan Mikro, Kecil, dan Usaha Mikro, Kecil
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

produktif, penciptaan
lapangan kerja layak,
kewirausahaan,
kreativitas dan inovasi,
dan mendorong
formalisasi dan
pertumbuhan usaha
mikro, kecil, dan
menengah, termasuk
melalui akses terhadap
jasa keuangan.

Menengah) ke layanan
keuangan.

59/2017)
dan

Menengah (UMKM)
25% pada

tahun 2019 (2014:
17,8%).

8.3

Menggalakkan kebijakan
pembangunan yang
mendukung kegiatan
produktif, penciptaan
lapangan kerja layak,
kewirausahaan,
kreativitas dan inovasi,
dan mendorong
formalisasi dan
pertumbuhan usaha
mikro, kecil, dan
menengah, termasuk
melalui akses terhadap
jasa keuangan.

8.3.1*

Proporsi lapangan kerja
informal sektor non-
pertanian, berdasarkan
jenis kelamin.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

2,44%

3,78%

1,95%

8.3

Menggalakkan kebijakan
pembangunan yang
mendukung kegiatan
produktif, penciptaan
lapangan kerja layak,
kewirausahaan,
kreativitas dan inovasi,
dan mendorong
formalisasi dan
pertumbuhan usaha
mikro, kecil, dan
menengah, termasuk
melalui akses terhadap
jasa keuangan.

8.3.1.(a)

Persentase tenaga kerja
formal.

Persentase tenaga
kerja formal
mencapai 51% pada
tahun 2019 (2015:
42,2%).

59,34%

49,16%

49,97%

8.3

Menggalakkan kebijakan
pembangunan yang
mendukung kegiatan
produktif, penciptaan
lapangan kerja layak,

8.3.1.(b)

Persentase tenaga
kerja informal sektor
pertanian.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

n.a

n.a

12,757

7,261

n.a
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

kewirausahaan,
kreativitas dan inovasi,
dan mendorong
formalisasi dan
pertumbuhan usaha
mikro, kecil, dan
menengah, termasuk
melalui akses terhadap
jasa keuangan.

59/2017)

8.5

Pada tahun 2030,
mencapai pekerjaan tetap
dan produktif dan
pekerjaan yang layak
bagi semua perempuan
dan laki-laki, termasuk
bagi pemuda dan
penyandang difabilitas,
dan upah yang sama
untuk pekerjaan yang
sama nilainya.

8.5.1*

Upah rata-rata per jam
pekerja.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

Rp 20.182
/
jam
kerja

Rp 21.557
/
jam
kerja

Rp 21.033
/
jam
kerja

Rp 22.389
/
jam
kerja

8.5

Pada tahun 2030,
mencapai pekerjaan tetap
dan produktif dan
pekerjaan yang layak
bagi semua perempuan
dan laki-laki, termasuk
bagi pemuda dan
penyandang difabilitas,
dan upah yang sama
untuk pekerjaan yang
sama nilainya.

8.5.2*

Tingkat pengangguran
terbuka

berdasarkan jenis
kelamin dan kelompok
umur.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

n.a

5,72%

5,96%

598%

5.70%

8.5

Pada tahun 2030,
mencapai pekerjaan tetap
dan produktif dan
pekerjaan yang layak
bagi semua perempuan
dan laki-laki, termasuk
bagi pemuda dan
penyandang difabilitas,
dan upah yang sama
untuk pekerjaan yang
sama nilainya.

8.5.2.(a)

Tingkat setengah
pengangguran.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

n.a

88,847

97,966

8.6

Pada tahun 2020, secara
substansial

8.6.1*

Persentase usia muda (15-
24

Meningkatnya
keterampilan

n.a

n.a

0,18%

2,9%

n.a

- V=




TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
mengurangi proporsi tahun) yang sedang pekerja rentan
usia muda yang tidak tidak sekolah, bekerja agar dapat
bekerja, tidak atau mengikuti memasuki pasar
menempuh pelatihan (NEET). tenaga Kkerja.
pendidikan atau
pelatihan.
8.9 Pada tahun 2030, 8.9.1* Proporsi kontribusi Meningkatnya n.a 2,88% 2,91% 3,01% n.a
menyusun dan pariwisata kontribusi
melaksanakan terhadap PDB. pariwisata menjadi 8%
kebijakan untuk terhadap
mempromosikan PDB pada tahun 2019
pariwisata (2014:
berkelanjutan yang 4,2%).
menciptakan

lapangan kerja dan
mempromosikan

budaya dan produk
lokal.

8.9| Pada tahun 8.9.1.(a)| Jumlah Meningkatnya jumlah 4050 na n.a na na
2030, wisatawan wisatawan
menyusun mancanegara. mancanegara
dan menjadi 20 juta
melaksanaka pada tahun 2019
n kebijakan (2014: 9 juta).
untuk
mempromosikan
pariwisata
berkelanjutan yang
menciptakan

lapangan kerja dan
mempromosikan

budaya dan produk
lokal.
8.9 Pada tahun 2030, 8.9.1.(b)| Jumlah kunjungan (tidak ada dalam 1.818.236 n.a n.a n.a n.a
menyusun dan wisatawan lampiran
melaksanakan nusantara. Perpres 59/2017)

kebijakan untuk
mempromosikan
pariwisata
berkelanjutan yang
menciptakan
lapangan kerja dan
mempromosikan
budaya dan produk
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TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
lokal.
8.9 Pada tahun 8.9.1.(c) | Jumlah devisa (tidak ada dalam n.a n.a n.a n.a n.a
2030, sektor lampiran
menyusun pariwisata. Perpres 59/2017)
dan
melaksanaka
n kebijakan
untuk

mempromosikan
pariwisata berkelanjutan
yang menciptakan
lapangan kerja dan

mempromosikan
budaya dan produk
lokal.
8.9| Pada tahun 2030, 8.9.2* Jumlah pekerja pada (tidak ada dalam na 2,366 na n.a na
menyusun dan industri lampiran
melaksanakan pariwisata dalam Perpres 59/2017)
kebijakan untuk proporsi terhadap
mempromosikan total pekerja.
pariwisata
berkelanjutan yang
menciptakan

lapangan kerja dan
mempromosikan
budaya dan produk
lokal.

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA
MENDORONG INOVASI

TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN PEMENUHAN
2016 2017 2018 2019 2020
Mengembangkan
infrastruktur yang

berkualitas, andal,
berkelanjutan dan

Terbangunnya jalan tol

tangguh, termasuk Panjang sepaniang 1.000 km
9.1 | infrastruktur regional 9.1.1.(b) pembangunan jalan pa%a t]ahfn ' 0 0 53,05 Km 53,05 Km 53,05 Km
f;e’;gﬁifn?m' untuk tol. 2019 (2014: 820 km).

pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus
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TARGET TPB

pada akses yang
terjangkau dan merata
bagi semua.

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN

2016

PEMENUHAN

2017

PEMENUHAN

2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN

2020

9.1

Mengembangkan
infrastruktur yang
berkualitas, andal,
berkelanjutan dan
tangguh, termasuk
infrastruktur regional
dan lintas batas, untuk
mendukung
pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus
pada akses yang
terjangkau dan merata
bagi semua.

9.1.1.(c) api

Panjang jalur kereta

Bertambahnya panjang
jalur

kereta api

sepanjang 3.258 km
pada tahun 2019
(2014: 237).

n.a

n.a

n.a

9.1

Mengembangkan
infrastruktur yang
berkualitas, andal,
berkelanjutan dan
tangguh, termasuk
infrastruktur regional
dan lintas batas, untuk
mendukung
pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus
pada akses yang
terjangkau dan merata
bagi semua.

9.1.2.(b)

Jumlah dermaga
penyeberangan.

Meningkatnya
jumlah dermaga
penyeberangan
menjadi 275 pada
tahun 2019
(2014: 954 km).

n.a

9.1

Mengembangkan
infrastruktur yang
berkualitas, andal,
berkelanjutan dan
tangguh, termasuk
infrastruktur regional
dan lintas batas, untuk
mendukung
pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus
pada akses yang
terjangkau dan merata

91.2.() strategis.

Jumlah pelabuhan

Terbangunnya
pelabuhan
strategis untuk
menunjang tol laut
pada 24
pelabuhan  pada
tahun 2019.

n.a
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TARGET TPB

bagi semua.

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

9.2

Mempromosikan
industrialisasi inklusif dan
berkelanjutan, dan pada
tahun 2030, secara
signifikan
meningkatkan proporsi
industri dalam lapangan
kerja dan produk
domestik bruto, sejalan
dengan kondisi
nasional, dan
meningkatkan dua kali
lipat proporsinya di
negara kurang
berkembang.

9.2.1*

Proporsi nilai
tambah sektor
industri manufaktur
terhadap

PDB dan per kapita.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

4,07%

4,10%

4,08%

4,24%

n.a

9.2

Mempromosikan
industrialisasi inklusif dan
berkelanjutan, dan pada
tahun 2030, secara
signifikan meningkatkan
proporsi industri dalam
lapangan kerja dan
produk domestik bruto,
sejalan dengan kondisi
nasional, dan
meningkatkan dua kali
lipat proporsinya di
negara kurang
berkembang.

9.2.1.(a)

Laju pertumbuhan
PDB

industri manufaktur.

Meningkatnya laju
pertumbuhan

PDB industri
manufaktur sehingga
lebih tinggi dari
pertumbuhan PDB
(2015: 4,3%).

8,61%

4,75%

6,33%

3,88%

n.a

9.2

Mempromosikan
industrialisasi inklusif dan
berkelanjutan, dan pada
tahun 2030, secara
signifikan meningkatkan
proporsi industri dalam
lapangan kerja dan
produk domestik bruto,
sejalan dengan kondisi
nasional, dan
meningkatkan dua kali
lipat proporsinya di
negara kurang
berkembang.

9.2.2%

Proporsi tenaga
kerja pada
sektor industri
manufaktur.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

15,185

8,819

23,233

n.a
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9.3

TARGET TPB

Meningkatkan akses
industri dan

perusahaan skala kecil,
khususnya di negara
berkembang, terhadap
jasa keuangan, termasuk
kredit terjangkau, dan
mengintegrasikan ke
dalam rantai nilai dan
pasar.

INDIKATOR TPB

9.3.1*

Proporsi nilai
tambah industri
kecil

terhadap

total nilai
tambah
industri.

TARGET (PERPRES

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

PEMENUHAN
2016

58,24%

PEMENUHAN
2017

58,47%

PEMENUHAN
2018

58,52%

PEMENUHAN
2019

59,03%

PEMENUHAN

2020

n.a

9.3

Meningkatkan akses
industri dan

perusahaan skala kecil,
khususnya di negara
berkembang, terhadap
jasa keuangan, termasuk
kredit terjangkau, dan
mengintegrasikan ke
dalam rantai nilai dan
pasar.

9.3.2%

Proporsi industri
kecil dengan
pinjaman atau
kredit.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

Rp 76.600

Rp 76.700

n.a

n.a

n.a

9.5

Memperkuat riset ilmiah,
meningkatkan
kapabilitas teknologi
sektor industri di semua
negara, terutama negara-
negara berkembang,
termasuk pada tahun
2030, mendorong inovasi
dan secara substansial
meningkatkan jumlah
pekerja penelitian dan
pengembangan per 1 juta
orang dan meningkatkan
pembelanjaan publik dan
swasta untuk penelitian
dan pengembangan.

9.5.1*

Proporsi anggaran
riset

pemerintah terhadap
PDB.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

n.a

2,35%

n.a

Secara signifikan
meningkatkan akses
terhadap teknologi
informasi dan
komunikasi, dan
mengusahakan
penyediaan akses
universal dan terjangkau

9.c.1*

Proporsi penduduk
yang

terlayani mobile
broadband.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

56,92%

58,30%

59,59%

62,41%

n.a
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN

2017

PEMENUHAN

2018

PEMENUHAN PEMENUHAN

2019

2020

internet di negara-negara
kurang berkembang pada
tahun 2020.

9.c

Secara signifikan
meningkatkan akses
terhadap
teknologi
informasi dan
komunikasi,

dan
mengusahakan
penyediaan
akses universal
dan terjangkau
internet di
negara-negara
kurang
berkembang
pada tahun
2020.

9.c.1.(a)

Proporsi individu
yang
menguasai/mem
iliki telepon
genggam

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

97,14%

96,37%

n.a

n.a

n.a

Secara signifikan
meningkatkan akses
terhadap teknologi
informasi dan
komunikasi, dan
mengusahakan
penyediaan akses
universal dan terjangkau
internet di negara-negara
kurang berkembang pada
tahun 2020.

9.c.1.(b)

Proporsi individu
yang
menggunakan
internet

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

72,55%

74,51%

90,20%

100%

n.a

TARGET TPB

TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES
59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN

2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN

2020

Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(b) Jumlah daerah Jumlah daerah 10 291 228 237 n.a
progresif mencapai dan tertinggal yang tertinggal yang
mempertahankan terentaskan. terentaskan
pertumbuhan sebanyak 80
pendapatan penduduk kabupaten pada
yang berada di bawah tahun 2019.
40% dari populasi pada
tingkat yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional.
10.1] Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. | Berkurangnya Desa 35 desa 30 desa 25 desa 15 desa n.a
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TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
progresif Tertinggal
mencapai dan sebanyak 5.000 desa.
mempertahankan
pertumbuhan
pendapatan penduduk
yang berada di bawah
40% dari populasi pada
tingkat yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional.
10.1/ Padatahun 2030, 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. Meningkatnya n.a 59% 64% 87% n.a
secara progresif Desa Mandiri
mencapai dan paling sedikit
mempertahankan sebanyak 2.000
pertumbuhan desa.
pendapatan penduduk
yang berada di bawah
40% dari populasi pada
tingkat yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional.
10.1| Padatahun 2030, secara 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan | (tidak ada dalam -1,97% 1,63% 2,12% 3,77% n.a
progresif ekonomi di daerah lampiran
mencapai dan tertinggal. Perpres 59/2017)
mempertahankan
pertumbuhan
pendapatan penduduk
yang berada di bawah
40% dari populasi pada
tingkat yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional.
10.1| Pada tahun 2030, secara 10.1.1* Koefisien Gini. Koefisien Gini pada 0,27 0,26 0,342 0,330 n.a
progresif tahun 2019
mencapai dan menjadi 0,36 (2014:
mempertahankan 0,41).
pertumbuhan
pendapatan penduduk
yang berada di bawah
40% dari populasi pada
tingkat yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional.
10.1| Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(a) Persentase penduduk Tingkat kemiskinan 7,63% 7,57% 7,41% 7,20% n.a
progresif mencapai dan yang hidup di bawah pada tahun
mempertahankan garis kemiskinan 2019 menjadi 7-8%
pertumbuhan nasional, menurut darijumlah
pendapatan penduduk jenis kelamin dan penduduk
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

yang berada di bawah
40% dari populasi pada
tingkat yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional.

kelompok umur.

59/2017)
(2015:11,13%).

yang sama dan
mengurangi kesenjangan
hasil, termasuk dengan
menghapus hukum,
kebijakan dan praktik
yang diskriminatif, dan
mempromosikan

Kebebasan Sipil
menjadi 87 pada
tahun 2019 (2015:
80,3).

10.1| Pada tahun 2030, secara 10.1.1.(f) Persentase penduduk Menurunnya 69,9% 70,27% 70,32% 70,32% n.a
progresif miskin persentase
mencapai dan di daerah tertinggal. penduduk miskin
mempertahankan di daerah
pertumbuhan tertinggal
pendapatan penduduk menjadi 14%
yang berada di bawah pada tahun 2019
40% dari populasi pada (2014: 16,64%).
tingkat yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional.
10.2| Pada tahun 2030, 10.2.1* Proporsi penduduk (tidak ada dalam 7,63% 7,57% 7,41% 7,20% n.a
memberdayakan dan yang hidup lampiran
meningkatkan inklusi di bawah 50 persen Perpres 59/2017)
sosial, ekonomi dan dari median
politik bagi semua, pendapatan, menurut
terlepas dari usia, jenis jenis kelamin dan
kelamin, difabilitas, ras, penyandang
suku, asal, agama atau difabilitas.
kemampuan ekonomi
atau status lainnya.
10.3| Menjamin kesempatan 10.3.1.(d) Jumlah (tidak ada dalam Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
yang sama dan kebijakan yang lampiran
mengurangi kesenjangan diskriminatif dalam Perpres 59/2017)
hasil, termasuk dengan 12 bulan lalu
menghapus hukum, berdasarkan
kebijakan dan praktik pelarangan
yang diskriminatif, dan diskriminasi
mempromosikan menurut hukum
legislasi, kebijakan dan HAM Internasional.
tindakan yang tepat
terkait legislasi dan
kebijakan tersebut.
10.3| Menjamin kesempatan 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil. | Meningkatnya Indeks 0 83,33 90,99 88,5 na
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN PEMENUHAN

2016

2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN

2019

PEMENUHAN
2020

legislasi, kebijakan dan
tindakan yang tepat
terkait legislasi dan
kebijakan tersebut.

59/2017)

10.4| Mengadopsi kebijakan, 10.4.1.(b) Proporsi peserta Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100%
terutama kebijakan Program kepesertaan
fiskal, upah dan Jaminan Sosial Bidang | Sistem Jaminan
perlindungan sosial, Ketenagakerjaan. Sosial Nasional
serta secara progresif bidang
mencapai kesetaraan ketenagakerjaan
yang lebih besar. untuk tenaga Kkerja
formal pada tahun
2019 menjadi 62,4
juta dan tenaga kerja
informal pada tahun
2019 menjadi 3,5
juta (2014:
Formal 29,5 juta;
Informal 1,3 juta).
TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN
TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN
‘ TARGETTPB INDIKATOR TPB ‘ 59/2017) 2016 ‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 2020
Terwujudnya
Pada tahun 2030, pglr;‘e;‘;‘;‘:“ standar
menjamin akses bagi Jumlah kawasan pelay
perkotaan kota
semua terhadap perkotaan
erumahan yang layak, metropolitan yang yang aman, nyaman
11.1| P - ! 11.1.1.(b) . dan layak huni pada n.a n.a n.a n.a n.a
aman, terjangkau, dan terpenuhi standar .
aspek permukiman
pelayanan dasar, serta pelayanan perkotaan . e 1
paling sedikit di 12
menata kawasan (SPP).
kumuh Kawasan Perkotaan
' Metropolitan hingga
tahun 2019.
Pada tahun 2030, . Tersedianya akses
L . Proporsi rumah ) -
menjamin akses bagi bagi 3,7 juta rumah
tangga yang
semua terhadap i tangga terhadap
erumahan yang layak, memiliki akses hunian
111 P N yang fayak, | 1111.(a) | terhadap 89,78% 90,18% 90,91% 85,93% na
aman, terjangkau, dan hunian van yang layak dan
pelayanan dasar, serta yang terjangkau
layak dan -
menata kawasan terianekau hingga tahun
kumubh. Jangkau. 2019
11.3] Pada tahun 2030, 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan Terwujudnya n.a n.a n.a n.a n.a
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

memperkuat
urbanisasi yang inklusif
dan berkelanjutan serta
kapasitas partisipasi,
perencanaan
penanganan
permukiman yang
berkelanjutan dan
terintegrasi di semua

baru di

(PKN).

luar Jawa sebagai Pusat
Kegiatan Nasional

59/2017)
pembangunan 5
Metropolitan baru
di Luar Jawa
sebagai Pusat
Kegiatan Nasional
(PKN) hingga
tahun

2019 (2014: 2).

secara substansial

negara.
Pada tahun
2030,
memperkuat
urbanisasi
yang inklusif
dan . jumlah lembaga Tersedianya
berkelanjutan serta . lembaga
11.3 . e 11.3.2.(b) pembiayaan . n.a n.a na n.a n.a
kapasitas partisipasi, infrastruktur pembiayaan
perencanaan ' infrastruktur.
penanganan
permukiman yang
berkelanjutan dan
terintegrasi di semua
negara.
Terwujudnya kota dan
kawasan
per-kotaan layak
huni melalui
- Jumlah kota pusaka di pengembangar.l kota
Mempromosikan dan pusaka berbasis
. . kawasan perkotaan .
menjaga warisan : karakter sosial
11.4 . . 11.4.1.(a) metropolitan, kota . n.a na na n.a n.a
budaya dunia dan warisan besar. kota sedan budaya (heritage
alam dunia. ! cdang city) di kawasan
dan kota kecil.
perkotaan
metropolitan, kota
besar, sedang, dan
kecil, hingga tahun
2019.
Pada tahun 2030, secara Jumlah korban
f:g:fﬁ(g; i iumlah meninggal, (tidak ada dalam
115 e ok 11.5.1% hilang dan terkena Jampiran 1.990 67.049 965 23.209 25.540
orane terdam ]ak dan dampak bencana Perpres 59/2017)
& bat per 100.000 orang.
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

mengurangi kerugian
ekonomi relatif terhadap
PDB global yang
disebabkan oleh bencana,
dengan fokus melindungi
orang miskin dan orang-
orang dalam situasi
rentan.

59/2017)

11.5

Pada tahun 2030, secara
signifikan

mengurangi jumlah
kematian dan jumlah
orang terdampak, dan
secara substansial
mengurangi kerugian
ekonomi relatif terhadap
orang miskin dan orang-
orang dalam situasi
rentan. PDB global yang
disebabkan oleh bencana,
dengan fokus melindungi

11.5.1.(a)

Indeks Risiko Bencana
Indonesia (IRBI).

Menurunnya Indeks
Risiko

Bencana (IRB)
mencapai 30%
hingga tahun 2019.

135,52

129,84

124

114,97

110

11.5

Pada tahun 2030, secara
signifikan

mengurangi jumlah
kematian dan jumlah
orang terdampak, dan
secara substansial
mengurangi kerugian
ekonomi relatif terhadap
PDB global yang
disebabkan oleh bencana,
dengan fokus melindungi
orang miskin dan orang-
orang dalam situasi
rentan.

11.5.1.(c)

Jumlah sistem
peringatan dini
cuaca dan
iklim serta
kebencanaan.

Tersedianya sistem
peringatan

dini cuaca

dan iklim

serta

kebencanaan.

n.a

11.5

Pada tahun 2030, secara
signifikan

mengurangi jumlah
kematian dan jumlah
orang terdampak, dan
secara substansial
mengurangi kerugian
ekonomi relatif terhadap
PDB global yang

11.5.2.(a)

Jumlah kerugian
ekonomi
langsung akibat
bencana.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

n.a

n.a

n.a

3.298.075.000

5.343.700.550
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN
2020

disebabkan oleh bencana,
dengan fokus melindungi
orang miskin dan orang-
orang dalam situasi
rentan.

59/2017)

Pada tahun 2030,
mengurangi dampak
lingkungan perkotaan
per kapita yang
merugikan, termasuk

Persentase sampah

Meningkatnya
cakupan
penanganan sampah

11.6 q . 11.6.1.(a) perkotaan L na na na na n.a
engan memberi . perkotaan menjadi
perhatian khusus pada yang tertangani. 80% pada tahun
kualitas udara, 2019 (2013: 46%).
termasuk penanganan
sampah kota.
Terwujudnya kota
hijau yang
berketahanan iklim
Pada tahun 2030, dan bencana melalui
mengurangi dampak pengembangan dan
lingkungan perkotaan Jumlah kota hijau yang | penerapan green
per kapita yang mengembangkan water, green waste
116 merugikan, termasuk 11.6.1.(b) dan menerapk_an (pengelolaan_ na na na na na
dengan memberi green waste di sampah dan limbah
perhatian khusus pada kawasan perkotaan melalui reduce-
kualitas udara, metropolitan. reuse- recycle),
termasuk penanganan green transportation
sampah kota. khususnya di 7
kawasan perkotaan
metropolitan, hingga
tahun 20109.
Pada tahun 2030, Terwujudnya
menyediakan ruang kota hijau yang
publik dan ruang Jumlah kota hijau berketahanan
terbuka hijau yang yang menyediakan iklim, melalui
aman, inklusif dan ruang terbuka penyediaan ruang
11.7| mudah dijangkau 11.7.1.(a) hijau di kawasan terbuka hijau, paling na n.a na na na
terutama untuk perkotaan sedikit di 12 kawasan
perempuan dan anak, metropolitan dan kota | perkotaan
manula dan sedang. metropolitan dan 20
penyandang kota sedang, hingga
difabilitas. tahun 2019.
11b Pada. tahun 2020, 11b.2* Dokumen stratggi [tidal.< ada dalam 1 1 1 1 1
meningkatkan secara pengurangan risiko lampiran
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TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

TARGET TPB INDIKATOR TPB 59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
substansial jumlah kota bencana Perpres 59/2017)
dan permukiman yang (PRB) tingkat daerah.

mengadopsi dan
mengimplementasi
kebijakan dan
perencanaan yang
bencana, serta
mengembangkan dan
mengimplementasikan
penanganan holistik
risiko bencana di
semua lini, sesuai
dengan the Sendai
Framework for
Disaster terintegrasi
tentang penyertaan,
efisiensi sumber daya,
mitigasi dan adaptasi
terhadap perubahan
iklim, ketahanan
terhadap Risk
Reduction 2015-2030.

TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN
‘ TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN ‘ PEMENUHAN ‘ PEMENUHAN ‘ PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
Pada tahun 2020
mencapai pengelolaan
bahan kimia dan semua
jenis limbah yang ramah
lingkungan, di sepanjang

siklus hidupnya, sesuai Jumlah limbah B3
kerangka kerja yang terkelola dan Meningkatnya
internasional yang proporsi limbah B3 pengelolaan limbah
12.4| disepakati dan secara 12.4.2.(a) yang diolah sesuai B3 menjadi 150 juta na n.a na na n.a
signifikan mengurangi peraturan ton pada tahun 2019
pencemaran bahan perundangan (2015: 100 juta ton).
kimia dan limbah (sektor industri).

tersebut ke udara, air,
dan tanah untuk
meminimalkan dampak
buruk terhadap
kesehatan manusia dan
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN

2016

PEMENUHAN

2017

PEMENUHAN

2018

PEMENUHAN

2019

PEMENUHAN

2020

lingkungan.
Meningkatnya
Pada tahun 2030, secara sae;ie;ﬁlin;r;a du
frlll:r?;ir;:f;i produksi (reduce, reuse, and
limbah melalui Jumlah timbulan recycle/3R) melalui
12.5 12.5.1.(a) sampah yang beroperasinya 115 na n.a n.a na na
pencegahan, didaur ulang. unit recycle center
pengurangan, daur skala kota dengan
ulang, d‘an penggunaan kapasitas 20 ton per
kembali. hari hingga tahun
2019 (2015: 1 unit).
Mendorong perusahaan,
terutama . .
perusahaan besar pMe?:;g}ll(;;?;zL l;mlah
3::]1::::2;;15’:;1} Jumlah perusahaan menerapkan
praktek-praktek yang sertifikasi SNI ISO
12.6 berkelanjutan dan 12.6.1.(a) menerapkan 14001 (Sistem na n.a na na na
mengintegrasikan sertifikasi SNI ISO Manajemen
informasi 14001. Lingkungan/SML)
K . hingga tahun
eberlanjutan dalam 2019
siklus pelaporan ’
mereka.
Dikembangkan
nya produk
ramah
Mempromosikan praktek ngﬁ;;gan
Eiglgzli?:tggbsheksz:?g Jumlah produk kategori/kriteria
12.7 dengan ) ! 12.7.1.(a) ramah lingkungan produk yang na n.a na na na
> . yang teregister. teregister dalam
kebijakan dan prioritas pengadaan publik
nasional (Green Public
Procurement,
GPP) hingga
tahun 20109.
Padé? tahun 2030, Jumlah fasilitas publik
menjamin bahwa
masyarakat di mana yang (tidak ada dalam
s menerapkan Standar .
12.8| pun memiliki 12.8.1.(a) Pelayanan lampiran n.a n.a na n.a n.a
;rgz‘r/?;f;aﬁang Masyarakat (SPM) Perpres 59/2017)
dan teregister.
kesadaran terhadap
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TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020

pembangunan
berkelanjutan dan
gaya hidup yang
selaras dengan alam.

TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

‘ TARGET TPB ‘INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN ‘ PEMENUHAN
59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
13.1 | Memperkuat kapasitas 13.1.1* | Dokumen strategi Menurunnya Indeks 1 1 1 1 na
ketahanan dan adaptasi pengurangan risiko Risiko Bencana
terhadap bahaya bencana (PRB) melalui strategi
terkait  iklim  dan tingkat nasional pengurangan risiko
bencana alam di semua dan daerah. bencana tingkat
negara. nasional dan daerah
hingga tahun 2019
13.1 | Memperkuat kapasitas 13.1.2* | Jumlah korban (tidak ada dalam lampiran 199 6704 965 2320 n.a
ketahanan dan meninggal, Perpres 59/2017) 0 9 9
adaptasi terhadap hilang dan terkena
bahaya terkait iklim dampak bencana
dan bencana alam di per 100.000 orang.
semua negara.

TUJUAN 15. MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA
HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN
KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

TARGET TPB ‘INDIKATORTPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 ‘

2020
Pada tahun 2020, 15.1.1.(a) | Proporsi Meningkatnya kualitas na na 59,95 62,93 na
menjamin pelestarian, tutupan lingkungan hidup melalui % %
restorasi dan hutan peningkatan tutupan
pemanfaatan terhadap lahan/hutan hingga tahun
berkelanjutan dari luas lahan 2019
ekosistem daratan dan keseluruha
perairan darat serta jasa n.
lingkungannya,

khususnya ekosistem
hutan, lahan basah,
pegunungan dan lahan
kering, sejalan dengan
kewajiban berdasarkan
perjanjian internasional.
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TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN @PEMENUHAN | PEMENUHAN A PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
15.3 | Padatahun 2020, 15.3.1.(a) | Proporsiluaslahan | Berkurangnya luasanlahan na na na na na
menghentikan kritis yang kritis
penggurunan, direhabilitasi melalui rehabilitasi
memulihkan lahan dan terhadap luas seluas 5,5 juta hektar di
tanah Kritis, termasuk lahan dalam Kesatuan
lahan yang terkena keseluruhan. Pemangkuan Hutan
penggurunan, (KPH) dan Daerah
kekeringan dan banjir, Aliran Sungai (DAS)
dan berusaha mencapai Prioritas hingga tahun
dunia yang bebas dari 2019 (2015: 1,25 juta
lahan terdegradasi. hektar).
15.6 | Meningkatkan pembagian | 15.6.1* Tersedianya (tidak ada dalam lampiran n.a na na na na
keuntungan kerangka Perpres 59/2017)
yang adil dan merata legislasi,
dari pemanfaatan administrasi dan
sumber daya genetik, kebijakan untuk
dan meningkatkan akses memastikan
yang tepat terhadap pembagian
sumber daya tersebut, keuntungan yang
sesuai kesepakatan adil dan merata.
internasional.
15.9 | Padatahun 2020, 15.9.1.(a) | Dokumen rencana Meningkatnya Sudah Ada Sudah Ada Sudah Ada Sudah Ada na
mengintegrasikan nilai- pemanfaatan pemanfaatan
nilai ekosistem dan keanekaraga keanekaragaman hayati
keanekaragaman hayati man hayati. untuk mendukung
ke dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi,
nasional dan daerah, daya saing nasional dan
proses pembangunan, kesejahteraan
strategi dan masyarakat hingga
penganggaran tahun 2019.
pengurangan
kemiskinan.

TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES
KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA

TINGKATAN

TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN

2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN PEMENUHAN
2018 P

PEMENUHAN
2020

59/2017)

Secara signifikan
mengurangi segala
16.1 | bentuk kekerasan dan
terkait angka kematian
dimanapun.

- V&=

Jumlah kasus
kejahatan
pembunuhan pada
satu tahun terakhir.

(tidak ada dalam lampiran

16.1.1.(a) Perpres 59/2017) 1 2 1 3 3




TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

59/2017)

2016

2017

2018

2019

2020

Secara signifikan Kematian
16.1 g:e E;r;%l]l(rli:]i :jsg;lla dan 16.1.2.(a) disebabkan konflik (tidak ada dalam lampiran 0 0 0 0 0
terkait angka per 100.000 Perpres 59/2017)
. . penduduk.
kematian dimanapun.
Proporsi
Secara signifikan gzgguduk
mengurangi segala o . .
16.1 bent%k ke]il:rasgan dan 16.1.3.(a) {??madl korban (tidak ada dalam lampiran n.a n.a n.a n.a n.a
terkait angka ejahatan Perpres 59/2017)
kematian dimanapun. lgz]l:;as; 2n bulan
terakhir.
Meningkatnya upaya
keberlanjutan
pembangunan sosial yang
Proporsi penduduk ditandai dengan
Secara signifikan yang terkendalinya kekerasan
mengurangi segala merasa aman terhadap anak, perkelahian,
16.1 | bentuk kekerasan dan 16.1.4* berjalan Kekerasan Dalam Rumah n.a n.a n.a n.a n.a
terkait angka sendirian di Tangga (KDRT), dan
kematian dimanapun. area tempat meningkatnya keamanan
tinggalnya. yang tercermin dalam
rendahnya konflik
horizontal dan rendahnya
tingkat kriminalitas.
Jumlah kepemilikan
sertifikat
Pejabat Pengelola Meningkatnya kualitas
I . Informasi dan Pejabat
Menjamin akses publik . .
terhadap Dokumentasi Pengelola lnformam dan
informasi dan melindungi (PPID) Dokl.lmenta51 (PPID) dalam
16.1 | kebebasan mendasar, 16.10.2.(c) untu.k mengukur men]a}lankan t.ugas da.n n.a n.a na n.a n.a
sesuai dengan peraturan kual{tas PPID dalam | fungsi sebagaimana diatur
nasional dan kesepakatan menjalankan tugas dalam peraturan
internasional dan fungsi perundang-undangan yang
' sebagaimana diatur ditandai dengan adanya
dalam peraturan sertifikasi PPID.
perundang-
undangan.
Menghentikan perlakuan Proporsi rumah
kejam, tangga yang
eksploitasi, memiliki anak umur (tidak ada dalam lampiran
16.2 | perdagangan, dan 16.2.1.(a) | 1-17 tahunyang Perpres 59/2017) 64 0 0 0 18
segala bentuk mengalami hukuman
kekerasan dan fisik dan/atau agresi
penyiksaan terhadap psikologis dari
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN

59/2017)

2016

2017

2018

2019

2020

anak. pengasuh dalam
setahun terakhir.
Menghentikan perlakuan
ke]am,. ) Prevalensi kekerasan Menurunnya prevalensi
eksploitasi, kekerasan terhadap anak
162 | Perdagansan, dan 16.2.1.(b) Eﬁﬁﬁﬂiﬁﬁﬁfk pada tahun 2019 (2013: 78,85% 84,73 na na 96.95%
: segala bentuk - anak 38,62% untuk anak laki- laki nO2 70 11970 i ’ 7270
kekerasan dan dan 20,48% untuk anak
] perempuan.
penyiksaan terhadap perempuan).
anak.
Menghentikan Proporsi
perlakuan kejam, perempuan dan
eksploitasi, laki- laki muda
perdagangan, dan umur 18-24 tahun (tidak ada dalam lampiran
162 segala bentuk 1623.(2) yang mengalami Perpres 59/2017) 32 34 33 255 37
kekerasan dan kekerasan seksual
penyiksaan terhadap sebelum umur 18
anak. tahun.
. Meningkatnya Indeks
f;:sri::r?sitiziﬁl si dan Indeks Perilaku Anti | Perilaku
165 engaafddam&eah 16.5.1.(a) | Korupsi Anti Korupsi (IPAK) 0 3,50 3,47 3,49 5,93
geni’llllkrrx) a 5 (IPAK). menjadi 4,0 pada tahun
ya. 2019 (2015: 3,6).
Persentase Kepatuhar Meningkatnya persentase
Kepatuhan pelaksanaan
Mengembangkan lembaga pelaksanaan UU .
. . UU Pelayanan Publik
yang efektif, Pelayanan Publik untuk Kementerian:
16.6 | akuntabel, dan 16.6.2.(a) | Kementerian/Lemb 100%, Lembaga: ' 86,62% 86,55% 86,61% 88,07% n.a
transparan di semua aga dan Pemerintah o baga:
. L 100%, Provinsi: 100%,
tingkat. Daerah (Provinsi/ b . ano
Kabupaten,/Kota). Kabupaten/Kota: 80%
pada tahun 2019.
Proporsi
Mengembangkan lembaga pengeluaran Rp Rp Rp Rp
16.6 | Y2ngefektif, akuntabel, 1661+ | \tamapemerintah | (tidakada dalam lampiran | 545, o055 800, | 3,559,088,800, | 3,931,192,280, | 3,998,278,490, na
dan transparan di semua terhadap Perpres 59/2017)
. 000 000 000 000
tingkat. anggaran yang
disetujui.
Persentase Meningkatnya persentase
peningkatan Opini opini
Mengembangkan lembaga Wajar Tan_pa Wajar Tanpa Pengeculian
. Pengecualian (WTP) atas laporan
yang efektif, (WTP) atas keuangan pada tahun
16.6 | akuntabel, dan 16.6.1.(a) 76,10% 69,80% 72% No data na
. Laporan 2019 untuk
transparan di semua ) .
tingkat Keuangan Kementerian/Lembaga:
' Kementerian/ 95%, Provinsi: 85%,
Lembaga dan Kabupaten:60%, Kota:
Pemerintah 65% (2015 untuk K/L:
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TARGET TPB INDIKATOR TPB TARGET (PERPRES PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN PEMENUHAN | PEMENUHAN
59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
Daerah 74%, Provinsi: 52%,
(Provinsi/Kabup Kabupaten:
aten/Kota). 30%, Kota:41%).
Meningkatnya persentase
Persentase Skor
peningkatan B atas Sistem Akuntabilitas
Sistem Kinerja Instansi
Mengembz?ngkan lembaga Akuntabilitas Pemgrintah (SAKIP) untuk
16.6 ying ggkltlg 16.6.1.(b Kinerja Pemerintah Kementerian/Lembaga: 579
: :ra‘;‘;par‘;;q A emua 61(0) | saxip) 85%, Provinsi: 75%, na na na 0 na
tingkat Kementerian/Lemb Kabupaten/Kota:
' aga dan Pemerintah | 50% pada tahun 2019
Daerah (Provinsi/ (2015: K/L: 60,24%,
Kabupaten/Kota). Provinsi: 30,30%,
Kabupaten/Kota: 2,38%).
Mengembangkan lembaga Persentase Meningkatnya
yang efektif, penggunaan E- penggunaan E-
16.6 | akuntabel, dan 16.6.1.(c) | procurement procu.rement terhadap n.a n.a n.a n.a n.a
transparan di semua terhadap belanja belar.lja. o pengadaan
tingkat. pengadaan. menjadi 80% pada tahun
2019 (2013: 30%).
Meningkatnya persentase
instansi pemerintah yang
Persentase instansi menmiliki nilai Indeks
pemerintah yang Reformasi Birokrasi Baik
Mengembangkan lembaga memiliki nilai untuk
yang efektif, Indeks Reformasi Kementerian/Lembaga
16.6 | akuntabel, dan 16.6.1.(d) | Birokrasi Baik menjadi n.a n.a n.a n.a n.a
transparan di semua Kementerian/Lemb 75%, Provinsi: 60%,
tingkat. aga dan Pemerintah Kabupaten/Kota: 45% pada
Daerah (Provinsi/ tahun 2019 (2015: untuk
Kabupaten/Kota). K/L:
47%, Provinsi: NA,
Kabupaten/Kota: NA).
Persentase
Menjamin pengambilan keterwakilan' Meningkatnya keterwakilan
keputusan yang perempuan di -
responsif, inklusif, Dewan Perwakilan perempuan di DPR dan
16.7 A ’ 16.7.1.(a) DPRD (Hasil Pemilu 2014 9,75% 9,75% 9,75% 18,42% 15,56%
partisipatif dan Rakyat (DPR) dan untuk DPR:
representatif di Dewan Perwakilan 16,6%) '
setiap tingkatan. Rakyat Daerah ’ :
(DPRD).
Menjamin pengambilan Persentase Meningkatnya
keputusan yang keterwakilan keterwakilan
16.7 | responsif, inklusif, 16.7.1.(b) | perempuan perempuan sebagai 19,14% 20% 21,73% 8,57% 2,67
partisipatif dan sebagai pengambil keputusan di
representatif di pengambilan lembaga eksekutif (Eselon
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN

PEMENUHAN

PEMENUHAN PEMENUHAN

PEMENUHAN

setiap tingkatan.

keputusan di
lembaga
eksekutif (Eselon
IdanII).

59/2017)
IdanII) (2014: Eselon |

= 20,66%
Eselon Il =
16,

39

%)

dan

2016

2017

2018

2019

2020

Proporsi anak umur

Pada tahun 2030, di bawah
memberikan identitas 5 tahun yang
ang syah bagi kelahirannya tidak ada dalam lampiran
16.9 Zemgua},,temfsuk 169.1* dicatat oleli/ l(’erpres 59/2017) P 0 0 7,61% 13,91% 6,34%
pencatatan lembaga
kelahiran. pencatatan sipil,
menurut umur.
Meningkatnya cakupan
Pada tahun 2030, Persentase pelayanan dasar
memberikan identitas kepemilikan akta kepemilikan akte lahir
ang syah bagi lahir untuk penduduk| untuk penduduk 40%
169 Zemgua),/temagsuk 1691.(a) 40% b berperfdapatan terbawah na 88,83% 100% 11,17% na
pencatatan berpendapatan menjadi 77,4% pada
kelahiran. bawah. tahun
2019.
Pada tahun 2030, Persentase Meningkatnya persentase
memberikan identitas anak yang anak yang memiliki akte
16.9 | yang syah bagi semua, 16.9.1.(b) | memiliki kelahiran 65% 69% 97% 97% n.a
termasuk akta menjadi 85% pada tahun
pencatatan kelahiran. kelahiran. 2019 (2015: 75%).
Jumlah
Menggalakkan dan kebijakan
menegakkan undang- ﬁ?ng. inatif
undang dan iskriminati
kebijakan yang dalam 12 bulan (tidak ada dalam lampiran
16.b 16.b.1.(a) | lalu berdasarkan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

tidak diskriminatif
untuk
pembangunan
bekelanjutan.

pelarangan
diskriminasi
menurut  hukum
HAM
Internasional.

Perpres 59/2017)

TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN | PEMENUHAN

PEMENUHAN

Memperkuat mobilisasi

17.1| sumber daya

domestik, termasuk

17.1.1*

‘INDIKATOR TPB

Total pendapatan
pemerintah
sebagai proporsi

59/2017)

(tidak ada dalam lampiran

Perpres 59/2017)

2016

0,32
%

2017

0,23
%

2018

0,24
%

2019

0,35
%

2020

n.a
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN

2020

melalui dukungan terhadap
internasional kepada PDB menurut
negara berkembang, sumbernya.
untuk meningkatkan
kapasitas lokal bagi
pengumpulan pajak dan
pendapatan lainnya.
Memperkuat mobilisasi
sumber daya domestik,
termasuk melalui . . .
. . Rasio Tercapainya rasio
dukungan internasional penerimaan penerimaan perpajakan
17.1 kepada negara 17.1.1.(a) | pajak terhadap PDB di atas 0,32 0,22 0,25 0,33 n.a
berkembang, untuk % % % %
. . terhadap 12% per tahun (2015:
meningkatkan kapasitas
. PDB. 10,7%).
lokal bagi pengumpulan
pajak dan pendapatan
lainnya.
Memperkuat mobilisasi
sumber daya
domestik, termasuk Proporsi anggaran
melalui dukungan donf)es tik 58
171 internasional kepada 17.1.2* ane didanai (tidak ada dalam lampiran 41,14 42,55 50,47 46,72 na
" negara berkembang, o zle}? aiak Perpres 59/2017) % % % % ’
untuk meningkatkan domepst]ik
kapasitas lokal bagi '
pengumpulan pajak dan
pendapatan lainnya.
Tersedianya alternatif
Mendorong dan Jumlah proyek yang | pembiayaan untuk
meningkatkan kerjasama ditawarkan untuk pembangunan melalui
pemerintah-swasta dan dilaksanakan skema Kerjasama
masyarakat sipil yang dengan skema Pemerintah Swasta
172 efektif, berdasarkan 1717.1.(a) Kerjasama (KPS)/Kerjasama 37 108 86 214 na
pengalaman dan Pemerintah dan Pemerintah dengan
bersumber pada strategi Badan Usaha Badan Usaha Dalam
kerjasama. (KPBU). Penyediaan
Infrastruktur (KPBU).
Menfiorong dan . ]umlah_ alokasi Tersedianya alokasi dana
meningkatkan kerjasama pemerintah APBN
pemerintah-swasta dan untuk penyiapan | o benviapan, 9736060 | 22737270 | 26014306 | 5.873.6329
17.2| masyarakat sipil yang 17.17.1.(b)| proyek, transaksi . n.a
. transaksi dan dukungan 2 9 7 0
efektif, berdasarkan proyek, dan . X
Pemerintah bagi proyek
pengalaman dan dukungan KPS/KPBU
bersumber pada strategi pemerintah )
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN @PEMENUHAN | PEMENUHAN A PEMENUHAN

2016

2017

2018

2019

PEMENUHAN

2020

17.2

kerjasama. dalam Kerjasama
Pemerintah dan
Badan Usaha
(KPBU).

Pada tahun 2020,

meningkatkan

dukungan pengembangan
kapasitas untuk negara
berkembang, termasuk
negara kurang
berkembang dan negara
berkembang pulau kecil,
untuk meningkatkan
secara signifikan
ketersediaan data
berkualitas tinggi, tepat
waktu dan dapat
dipercaya, yang terpilah
berdasarkan pendapatan,
gender, umur, ras, etnis,
status migrasi, difabilitas,
lokasi geografis dan
karakteristik lainnya yang
relevan dengan konteks
nasional.

SDGs
17.18.1.(d)| terpilah yang

target.

Persentase indikator

relevan dengan

(tidak ada dalam lampiran
Perpres 59/2017)

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

17.2

Pada tahun 2020,
meningkatkan
dukungan pengembangan
kapasitas untuk negara
berkembang, termasuk
negara kurang
berkembang dan negara
berkembang pulau kecil,
untuk meningkatkan
secara signifikan
ketersediaan data
berkualitas tinggi, tepat
waktu dan dapat
dipercaya, yang

Persentase

17.18.1.(a)| (BPS) yang

merasa puas

data statistik.

konsumen Badan
Pusat Statistik

dengan kualitas

(tidak ada dalam lampiran
Perpres 59/2017)

85%

85%

90%

95%

n.a

terpilah berdasarkan
pendapatan, gender, umur,
ras, etnis, status migrasi,
difabilitas, lokasi geografis
dan karakteristik lainnya
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TARGET TPB

yang relevan dengan
konteks nasional.

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN @PEMENUHAN | PEMENUHAN A PEMENUHAN

2016

2017

2018

2019

PEMENUHAN

2020

17.2

Pada tahun 2020,
meningkatkan

dukungan
pengembangan
kapasitas

untuk negara
berkembang, termasuk
negara kurang
berkembang dan negara
berkembang pulau kecil,
untuk meningkatkan
secara signifikan
ketersediaan data
berkualitas tinggi, tepat
waktu dan dapat
dipercaya, yang terpilah
berdasarkan pendapatan,
gender, umur, ras, etnis,
status migrasi,
difabilitas, lokasi geografis
dan karakteristik lainnya
yang relevan dengan
konteks nasional.

Persentase
konsumen yang
menjadikan data
dan informasi
statistik BPS
sebagai rujukan
utama.

17.18.1.(b)

(tidak ada dalam lampiran
Perpres 59/2017)

80%

85%

85%

90%

n.a

17.2

Pada tahun 2020,
meningkatkan

dukungan pengembangan
kapasitas untuk negara
berkembang, termasuk
negara kurang
berkembang dan negara
berkembang pulau kecil,
untuk meningkatkan
secara signifikan
ketersediaan data
berkualitas tinggi, tepat
waktu dan dapat
dipercaya, yang terpilah
berdasarkan pendapatan,
gender, umur, ras, etnis,
status migrasi, difabilitas,
lokasi geografis dan
karakteristik lainnya yang

Jumlah metadata
kegiatan
statistik dasar,
sektoral, dan
khusus yang
terdapat dalam
Sistem Informasi

17.18.1.(c)

(SIRuSa).

Rujukan Statistik

(tidak ada dalam lampiran
Perpres 59/2017)
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

59/2017)

PEMENUHAN
2016

PEMENUHAN
2017

PEMENUHAN
2018

PEMENUHAN
2019

PEMENUHAN

2020

relevan dengan konteks

nasional.

Pada tahun 2030,

mengandalkan inisiatif

yang sudah ada, untuk

mengembangkan Tersedianya data

pengukuran atas : . -

kemajuan pembangunan ieflsht.ram Elerkalt idak ada dalam 1 .
17.2| berkelanjutan yang 17.19.2.(b) ke ahiran dan (tidak ada dalam lampiran 1 1 1 1 1

melengkapi Produk gma}tlan o Perpres 59/2017)

Domestik Bruto, dan ggt; tigtlstlcs

mendukung &

pengembangan kapasitas

statistik di negara

berkembang.

Pada tahun 2030,

mengandalkan inisiatif

yang sudah ada, untuk Jumlah pengunjung

mengembangkan eksternal

pengukuran atas kemajuan yang

pembangunan mengakses . .
17.2| berkelanjutan yang 17.19.2.(c)| datadan gécjal:easdsagtjzlgg;amplran 12 13 135 14 na

melengkapi Produk informasi P

Domestik Bruto, dan statistik

mendukung melalui

pengembangan kapasitas website.

statistik di negara

berkembang.

Pada tahun 2030,

mengandalkan inisiatif

yang sudah ada, untuk

mengembangkan

pengukuran atas kemajuan llzzrrlssirrlriaesneyang

pembangunan uas terhada (tidak ada dalam lampiran
17.2 berkelanjutan yang 17.19.2.(d) P p p 80% 85% 85% 90% na

melengkapi Produk akses data. B'fldan Perpres 59/2017)

Domestik Bruto, dan Pusat Statistik

(BPS).

mendukung

pengembangan kapasitas

statistik di negara

berkembang.

Meningkatkan kerjasama Tingkat penetrasi Meningkatnya penetrasi
17.6| Utara-Selatan, 17.6.2.(b) | akses tetap akses ?/09’17 ;?’84 ;?’79 08/3'12 na

Selatan-Selatan dan pitalebar (fixed tetap pita lebar (fixed
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TARGET TPB

INDIKATOR TPB

TARGET (PERPRES

PEMENUHAN @PEMENUHAN | PEMENUHAN A PEMENUHAN

PEMENUHAN

59/2017) 2016 2017 2018 2019 2020
kerjasama triangular broadband) di broadband) pada tahun
secara regional dan Perkotaan dan di 2019 di:
internasional terkait dan Perdesaan. - Perkotaan (20 Mbps)
akses terhadap sains, menjangkau 71% rumah
teknologi dan inovasi, dan tangga (2015: 38%) dan
meningkatkan berbagi 30% populasi (2015:
pengetahuan berdasar 16%). - Perdesaan (10
kesepakatan timbal balik, Mbps) menjangkau 49%
termasuk melalui rumah tangga (2015:
koordinasi yang lebih baik 26%) dan 6% populasi
antara mekanisme yang (2015: 3%).
telah ada, khususnya di
tingkat Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), dan
melalui mekanisme
fasilitasi teknologi global.
Meningkatkan kerjasama
Utara-Selatan,
Selatan-Selatan dan
ls(sgl izaggizréi?ﬁgfr Meningkatnya penetrasi
internasional terkait dan akses .
) bergerak pita lebar
akses terhadap sains, (mobile broadband)
teknologi dan inovasi, dan
meningkatkan berbagi Proporsi penduduk dengan kecepatan 1
. Megabyte per second 56,92 58,30 59,59 62,41
17.6| pengetahuan berdasar 17.6.2.(c) | terlayani (Mbps) pada tahun 2019 % % o o na
kesepakatan timbal balik, mobile broadband . ps)p 0 0 0 0
. di: - Perkotaan

termasuk melalui menjangkau 100%
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BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan perekonomian merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan
pembangunan daerah. Dalam menentukan kebijakan ekonomi, langkah yang diambil tidak
mudah karena perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, fisik daerah serta interaksi dengan
daerah sekitar. Menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perlu mengkaji pola-
pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek sehingga membentuk kerangka ekonomi.
Selain itu juga melihat kemampuan keuangan daerah yang didalamnya berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara keseluruhan meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah. Dalam menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan perlu
optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan besaran anggaran yang telah direncanakan.

Rumusan perencanaan pembangunan 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu
mewujudkan ketercapaian target pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD
untuk tahun 2023. Oleh karena itu, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah daerah
diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun
sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada
tahun 2023 untuk mewujudkan target pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui
indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi
pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Analisis ekonomi makro
diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan

daerah sehingga dapat melihat arah kebijakan perekonomian pada tahun 2023.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan III 2021 melanjutkan trend
perbaikan meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebagai salah satu dampak base
effect membaiknya perekonomian pada triwulan yang sama tahun 2020 di tengah pengetatan

mobilitas akibat kasus COVID-19 yang kembali meningkat. Mayoritas lapangan usaha utama
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melanjutkan perbaikan dengan pertambangan, konstruksi, dan pertanian menjadi sumber
utama berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim meskipun tertahan oleh kinerja lapangan
usaha industri pengolahan dan perdagangan yang mencatat perlambatan. Pada sisi pengeluaran,
pertumbuhan ditopang oleh kinerja investasi (PMTB) yang meningkat di tengah komponen
utama lainnya yang mengalami perlambatan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Kaltim pada triwulan III 2021 mengalami
penurunan yang bersumber dari lebih rendahnya realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah
Provinsi. Di tingkat pemerintah provinsi, penurunan kinerja keuangan pada triwulan III 2021
utamanya disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan & belanja. Total realisasi
pendapatan maupun belanja 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan III
2021 juga mengalami penurunan. Di sisi lain, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim sampai
dengan triwulan III 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama
pada tahun sebelumnya.

Secara tahunan, inflasi Kaltim pada triwulan I1I 2021 tercatat sebesar 1,68% (yoy), tetap
rendah meski meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang sebesar 1,21% (yoy).
Meskipun terjadi peningkatan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya, Kaltim menempati
urutan kedua inflasi terendah di Kalimantan. Berdasarkan kota IHK di Kaltim, peningkatan laju
inflasi pada triwulan ini didorong oleh peningkatan inflasi baik Kota Samarinda maupun Kota
Balikpapan dimana peningkatan lebih tinggi terjadi di Kota Balikpapan. Lebih tingginya tingkat
inflasi pada triwulan III 2021 terutama bersumber dari peningkatan tekanan inflasi pada
kelompok makanan, minuman dan tembakau khususnya komoditas ikan layang, bayam dan
cabai rawit. Pada triwulan IV 2021, Kaltim diprakirakan akan mengalami inflasi tahunan yang
meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan optimisme masyarakat
pasca vaksin dan didukung rendahnya baseline tahun lalu. Selama triwulan III 2021, Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah Kaltim terus bersinergi dan
berkolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus dalam rangka mendukung pemulihan
ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan Kaltim triwulan III 2021 menunjukkan perbaikan yang
bersumber dari kinerja korporasi di sektor utama. Kinerja intermediasi perbankan wilayah
Kaltim triwulan III 2021 turut menunjukan perbaikan dari sisi penghimpunan DPK, sementara
penyaluran kredit atau pembiayaan terpantau melemah. Kinerja intermediasi perbankan
wilayah Kaltim triwulan III 2021 turut menunjukan perbaikan dari sisi penghimpunan DPK,
sementara penyaluran kredit atau pembiayaan terpantau melemah. Kinerja perbankan syariah

melemah, dengan kualitas pembiayaan yang membaik. Kredit atau pembiayaan UMKM Kaltim
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turut melemah dibandingkan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh melemahnya kredit
investasi UMKM, di tengah membaiknya pertumbuhan kredit modal kerja dan kualitasnya.

Pada triwulan III, kinerja tahunan transaksi nontunai di Kaltim menurun dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh transaksi sistem pembayaran
nontunai ritel yang senantiasa mengalami peningkatan, tercermin dari jumlah akun uang
elektronik dan jumlah transaksi yang meningkat. Dalam rangka perluasan implementasi sistem
pembayaran nontunai, Bank Indonesia melaksanakan edukasi/sosialisasi/kampanye
elektronifikasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard secara masif dan
berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat. Aliran uang kartal di Kaltim pada triwulan
III 2021 menujukkan posisi net outflow, namun pertumbuhan tahunannya melambat dari
triwulan sebelumnya seiring dengan pengetatan kembali mobilitas sejalan dengan penanganan
gelombang kedua COVID-19.

Sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi pada triwulan III 2021, kondisi
ketenagakerjaan Kaltim Agustus 2021 mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari
menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sejalan dengan membaiknya kondisi
ketenagakerjaan, kondisi kesejahteraan Kaltim pada triwulan III 2021 secara umum juga
menunjukkan perbaikan.

Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2021 diprakirakan kembali ke jalur
pertumbuhan positif setelah pada tahun 2020 mengalami kontaksi. Pertumbuhan bersumber
dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh
peningkatan aktivitas masyarakat. Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2022
diprakirakan terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan akan lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya yang bersumber utamanya dari kinerja industri dan sektor tersier di tengah
terbatasnya kinerja pertambangan. Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diprakirakan tetap rendah
walau sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sejalan dengan terus membaiknya
permintaan dan berada di sekitar rentang sasaran target inflasi nasional.Inflasi Kaltim pada
tahun 2022 diprakirakan mengalami peningkatan dan lebih tinggi dibandingkan tahun

sebelumnya namun tetap berada di rentang target inflasi nasional.

3.1.2. ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan
perekonomian daerah Kutai Kartanegara antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional.
Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan

pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam
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a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung
pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh
perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur
berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada
tahun 2019 sebesar Rp.126.160.167,12 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun
sebelumnya. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak
signifikan pada gejolak perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB
Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastis mencapai Rp.
120.556.603,4 (juta). Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang
dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan
ekonomi sebesar -4,21 persen, sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi
tumbuh positif sebesar 2,61% atau PDRB Kutai Kartanegara mencapai Rp. 124,178,504.5
(juta), yang disebabkan meningkatnya produksi komoditas batu bara, hal ini dampak dari
tingginya harga pasar global yang mendorong produsen melakukan peningkatan produksi.
Berikut trend pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara dan proyeksi untuk tahun 2022
dan 2023.

Gambar III-1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2020

3,83

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021, Analisis

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada
tahun 2021 yaitu sektor Pertambangan (64,1 persen), sektor Pertanian, Peternakan,
Kehutanan & Perikanan (13,46 persen), sektor Konstruksi (7,52 persen) dan sektor
industri pengolahan (4,24 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan
berperan sebesar 10,68 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara. Pada tabel
berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya sektor pertambangan dan penggalian

pada perekonomian Kutai Kartanegara.
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Tabel III-1
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ‘
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,10 13,10 12,89 12.9 13.41 13.46
B Pertambangan dan Penggalian 64,44 64,44 65,58 65.37 63.26 64.1
C Industri Pengolahan 4,07 4,07 4,10 4.08 4.26 4.24
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0.05 0.05 0.05
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,03 0,03 0,03 0.03 0.03 0.03
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 7,98 7,98 7,55 7.64 8.18 7.52
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 3,66 3,66 3,52 3.59 3.92 3.71
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 1,01 1,01 0,97 0.99 1.08 1.06
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,27 0,27 0,27 0.29 0.33 0.29
] Informasi dan Komunikasi 0,68 0,68 0,64 0.65 0.73 0.79
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,32 0,32 0,30 0.31 0.33 0.33
L Real Estate 0,52 0,52 0,47 0.46 0.48 0.44
M,N Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0.03 0.03 0.03
(0] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 1,87 1,87 1,65 1.57 1.67 1.51
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1,12 1,12 1,12 1.14 1.22 1.19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,63 0,63 0,61 0.66 0.76 0.99
R,SS,T,U JasaLainnya 0,22 0,22 0,22 0.23 0.26 0.25

Produk Domestik Regional Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022

Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama
terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Hal ini tentu menjadi dorongan serta
tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan
memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Tantangan ke depan adalah optimalisasi
manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat

serta memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara.

b. PDRB Perkapita

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2016-2018 terus mengelami trend
positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata Kutai Kartanegara terus
meningkat. Namun di pada tahun 2019 terjadi penurunan, mengingat jumlah penduduk
yang bertambah dan pada tahun 2019 juga terjadi perlambatan ekonomi akibat
perekonomian global yang juga mengalami perlambatan. Trend penurunan terus tejadi
pada tahun 2020, hal ini tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas
perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada
khususnya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten
Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,5 juta rupiah per
kapita, sedangkan untuk tahun 2021 PDRB per kapita mengalami peningkatan yang cukup

siginifikan hingga mencapai 241,7 Juta Rupiah per kapita, angka ini masih cukup luas
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untuk menginformasikan kesejahteraan masyarakat secara mikro. Oleh karena itu,
masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator lain untuk menyempurnakan analisis

terkait kesejahteraan masyarakat.

Gambar III-2
PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2023

(" N
PDRB Perkapita
241,7 244,00
210,47 212,76 213,09
B —=O0—0 jar
. Y,

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021 (Data diolah)

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal
285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan terbitanya Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan

pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah.

2. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat terdiri atas dana
perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi daerah khusus, dana
keistimewaan, dan dana desa. Dan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi
hasil dan bantuan keuangan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara menerima
pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, dan

3.  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah

selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana
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darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Belanja Daerah
Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja

transfer yang diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari: belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan

belanja bantuan sosial.

2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari
belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja

jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset teap lainnya, serta belanja aset lainnya.

3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya.

4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk
meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD agar dalam jangka panjang proporsi dana dari
pemerintah pusat dapat diturunkan, serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi
ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan
kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan

mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

3.2.1. PENDAPATAN DAERAH

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan
pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan
birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan
informasi kepada masyarakat serta reformasi system perpajakan daerah. Sedangkan

ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah
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serta upaya penambahan obyek retribusi berdasarkan potensi perkembangan Kabupaten Kutai
Kartanegara.
a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian Target

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memerhatikan hal-

hal sebagai berikut:

a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah,
yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu)
tahun.

b)  Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai
makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau
dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek,

dan rincian obyek Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu,
potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap
masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek
penerimaan;

b) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak
menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

c) Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta
lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;

2. Pendapatan Transfer

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2020-2021 dan target Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I1I-2
Rata-Rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

REALISASI ANGGARAN RATA-RATA
URAIAN PERTUMBU-
TA.2019 TA.2020 TA.2021 TA.2022 HAN ‘

PENDAPATAN 5.745.271.078.058 4.456.587.090.186 | 3.798.976.266.107,43 | 4.764.004.971.567 (3,93)

PENDAPATAN ASLI 552.433.123.136 450.599.693.296  178.973.636.437,43  501.101.538.567 33,76
DAERAH (PAD)
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Pendapatan Pajak
Daerah
Pendapatan Retribusi
Daerah

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD Yang Sah

PENDAPATAN
TRANSFER
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer
Pemerintah
PusatLainnya

Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya

Bantuan Keuangan
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URAIAN

TA 2019
75.147.461.369

6.445.794.373

151.207.827.428

319.632.039.966
5.093.805.634.922

4.535.241.020.388

4.353.322.692.588

181.918.327.800

558.564.614.534
400.629.614.534

157.935.000.000

TA.2020
110.441.517.051

4.106.219.051

18.244.427.512

317.807.529.682
3.885.815.451.652

3.547.936.253.540

3.522.602.097.540

25.334.156.000

337.879.198.112
240.421.698.112

97.457.500.000

TA.2021

114.980.912.376,00
4.008.704.812,00

19.593.267.856,31

40.390.751.393,12

4.015.496.431.670,00

3.215.256.827.670
3.174.738.835.670

40.517.992.000,00

400.119.802.000
318.277.302.000,00

81.842.500.000,00

Sumber: BPKD Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022

3.2.2. BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2023

REALISASI ANGGARAN

TA.2022
110.862.683.927

5.408.579.568

32.120.806.628

352.709.468.444
4.262.903.433.000

3.861.818.981.000
3.684.915.627.000

176.903.354.000

401.084.452.000
401.084.452.000

RATA-RATA

PERTUMBU-
HAN

228,46
4,74)

(3,68)
(4,30)

103,49

(6,95)
6,14

(51,44)

tetap disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2023 akan dipergunakan

untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang

dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

dan penanggulangan kemiskinan.

2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran.

3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan

perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk

investasi bidang pendidikan.
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4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat urusan
penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi : a)
perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan
pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja secara kelompok terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak
Terduga dan Belanja Transfer. Dalam perencanaan kebijakan belanja tersebut dilakukan dengan
memproyeksikan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Tahun Anggaran 2023, kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan

belanja tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kkegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain terdiri atas belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja
bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai

a. Belanja pegawai digunakan untuk mengalokasikan kompensasi yang diberikan
kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai ASN dan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Alokasi belanja pegawai tersebut antara lain berupa gaji/uang representasi dan
tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya
pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah/jasa layanan umum lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan dan honorarium.

c. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi
2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah
pegawai akibat adanya mutasi;

2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa
dalam rangka program Pemerintah Daerah yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

[1I-10
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3) Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung
atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4) Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk
atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
5) Belanja Hibah
Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan
usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya termasuk partai politik.
Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan
sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
6) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari
resiko sosial.
Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan
asset lainnya dan memenuhi kriteria : 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3)Batas minimal

kapitalisasi aset tetap.
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3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak
terduga BTT dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan
adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar
kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
serta amanat peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
Belanja transfer dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dalam
belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat
khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2020-2021 dan target Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel I1I-3
Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022
REALISASI ANGGARAN RATA-RATA

TA.2019 TA.2020 TA.2021 TA.2022 PERTUMBUHAN

BELANJA 4.124.401.285.312 | 4.545.405.493.404 4.304.735.454.270 | 5.264.004.971.567
BELANJA OPERASI 2.973.036.431.961 | 3.249.757.093.341 | 2.928.986.414.176,28 | 3.818.450.749.723

Belanja Pegawai 1.532.349.951.516 1.551.917.262.383  1.629.006.458.425,28  1.880.354.068.148 7,22
Belanja Barang dan Jasa 1.394.584.211.395 1.548.467.840.089  1.240.483.573.751,00  1.801.604.226.355 12,13
Belanja Subsidi 0 0 0 0
Belanja Hibah 40.563.269.050 146.632.390.850 58.462.882.000,00 130.526.755.220 108,21
Belanja Bantuan Sosial 5.539.000.000 2.739.600.019 1.033.500.000,00 5.965.700.000 121,47
Belanja Modal Tanah 29.696.175.182 27.094.418.527 15.358.489.143,00 10.870.394.672 (27,10)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.123.892.099 233.494.519.333 180.839.842.109,00 145.636.219.306 (6,40)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 235.323.206.133 213.248.596.080 221.127.141.261,00 166.774.008.222 (10,09)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 660.815.553.467 623.480.045.038 547.919.745.959,00 463.633.499.474 (11,05)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 35.334.948.120 34.289.998.935 6.028.188.897,00 12.206.643.040 571
Belanja Modal Aset Lainnya 250.000.000

Belanja Tak Terduga 71.078.350 164.040.822.149 84.714.812.822,00 40.000.000.000 76.862,53

TRANSFER 527.562.399.915 399.287.883.002 319.760.819.903 606.183.457.130 15,11
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 527.562.399.915 399.287.883.002 319.760.819.903 606.183.457.130 15,11

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 184.364.232.104 397.984.988.402 310.160.819.903,00 606.183.457.130 63,08

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.187.774.240 1.302.894.600 9.600.000.000,00 182,17
Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
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3.2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan
daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi.
Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali
pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh

pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan
surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan
Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan
pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana

yang tergambar pada diarahkan pada:

1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian
luar biasa;

2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;

3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2020-2021 dan target Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel I11-4
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

TA.2019 | TA.2020 TA.2021 TA.2022

REALISASI ANGGARAN RATA-
RATA

-2,25

PEMBIAYAAN | 592:466.109.593 | 1.645.755.989.833 - 500.000.000.000 -
gfg‘l;gf““aan 592.466.109.593 | 1.645.755.989.833 - | 500.000.000.000
PENGELUARAN | |
PEMBIAYAAN | 28:075:000.000 20.000.000.000 | 24.400.000.000 | 24.400.000.000
Penyertaan
Modal/Investasi

. 28.075.000.000 20.000.000.000 |  24.400.000.00 |  24.400.000.000
Pemerintah
Daerah

Sumber : BPKAD Kab. Kuai KartanegaraKERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023

3.2.4. 3.3. KERANGKA PENDANAAN
3.2.5.
3.2.6. 3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2023

Proyeksi Penerimaan untuk Tahun 2023 diharapkan pendapatan daerah yang akan

datang dapat meningkat lebih tinggi dengan dilakukan upaya peningkatan pendapatan

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pelaksanaan pembangunan. adapun upaya untuk

meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1

2)
3)
4)
5)

6)

Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah dan
penyuluhan hukum kepada masyarakat secara intensif dan berkesinambungan;

Pelaksanaan kegiatan eksentifikasi dan intensifikasi;

Menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan retribusi;
Meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem online;
Peningkatan pengawasan terhadap perangkat daerah penghasil PAD sehingga target PAD
terpenuhi;

Menggali potensi retribusi baru untuk meningkatkan penerimaan.

Proyeksi pendapatan tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai beriku

Tabel III-5
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

PENDAPATAN 4.380.436.231.590,75 4.255.200.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 640.436.231.590,75 591.030.900.392,70
a Pendapatan Pajak Daerah 130.000.000.000,00 166.943.788.827,44
b Pendapatan Retribusi Daerah 10.000.000.000,00 5.682.388.908,63
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(¢) Q o

=

02.02

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana Insentif Daerah

Dana Desa

TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Provinsi

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH

Pendapatan Hibah
Pendatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Sumber Data: Bapenda Kutai Kartanegara, 2022

70.000.000.000,00

430.436.231.590,75

3.740.000.000.000,00
3.290.000.000.000,00
3.250.000.000.000,00

2.800.000.000.000,00

450.000.000.000,00

40.000.000.000,00

450.000.000.000,00
450.000.000.000,00

3.2.7. 3.3.2. PROYEKSI BELANJA TAHUN 2023

Untuk menentukan pagu indikatif maka harus dibuat proyeksi atas belanja daerah, pagu

32.120.806.627,81

386.283.916.028,82

3.664.169.099.607,30
3.325.391.041.607,30
3.300.056.885.607,30

2.700.056.885.607,30

600.000.000.000,00

25.334.156.000,00

338.778.058.000,00
338.778.058.000,00

indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang

perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2021 - 2026, sehingga kebijakan belanja tidak berbeda dengan tahun

sebelumnya yaitu pemenuhan belanja wajib yaitu belanja pemenuhan mandatory dan belanja

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan

dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang

bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin
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perkantoran; serta belanja prioritas daerah yaitu belanja pemenuhan SPM, belanja program
dedikasi dan belanja prioritas daerah lainnya dalam rangka pemenuhan prioritas Provinsi dan
Nasional. Belanja daerah tahun 2023 diperhitungkan defisit dengan pendapatan yang dapat
dibiayai melalui sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Adapun gambaran tentang
proyeksi belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I1I-6
Proyeksi Belanja Periodik Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Tahun 2023

ol | awm |

BN A MENGIGT R R

Belanja Gaji dan Tunjangan 1.684.254.872.583,00 1.741.963.322.912
Belanja Barang dan Jasa 992.524.255.648,21 953.175.017.056,04
Belanja Hibah kepada Partai

Politik/Mitra Pemerintah Daerah 49.940.494.600,00 39.602.894.600,00
Belanja Transfer 464.265.000.000,00 347.428.637.092,92
Belanja Tidak Terduga 42.000.000.000,00 10.000.000.000,00

- TOTAL BELANJA MENGIKAT 3.232.984.622.831,21 3.092.169.871.661,12

11| BELANIA WAIB R

el Wil iy ol 373.455.890.429,30 373.455.890.429,30
ketentuan Perundang-undangan

- TOTAL BELANJA WAJIB 373.455.890.429,30 373.455.890.429,30

’EIO-E‘IAI;‘ BELANJA WAJIB + MENGIKAT 3.606.440.513.260,51 3.465.625.762.090,42

Sumber Data: BPKAD Kutai Kartanegara, 2022

3.2.8. 3.3.3. PROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2023

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Begitu juga
sebaliknya ketika terdapat surplus anggaran, maka dapat dialokasikan untuk pembiayaan antara
lain untuk penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan ataupun pengeluaran
pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan. Pada Tahun 2023 dilakukan proyeksi untuk
penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit belanja terhadap pendapatan melalui Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA).
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Tabel I1I-7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

o URAAN thnozs | Tannzo |

1 Pembiayaan Penerimaan 150.000.000.000,00 -
Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya 150.000.000.000,00 )
2 Pembiayaan Pengeluaran i
Total Pembiayaan 150.000.000.000,00

Sumber Data: BPKAD Kutai Kartanegara, 2022

3.2.9. 3.3.4. KAPASITAS RIIL PENDANAAN TAHUN 2023

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan
daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan yang
dilaksanakan pada tahun 2023. Langkah awal yang harus dilakukan adalah
mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di
atas dan ke pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas
riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan
berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta
prioritas utama. Penggunaan kapasitas rill berdasarkan prioritas disajikan pada tabel

berikut ini

Tabel I1I-8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah 2023

| \[0) URAIAN Tahun 2023 Tahun 2024

Pendapatan 4.380.436.231.590,75 4.255.200.000.000,00
1.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) 640.436.231.590,75 591.030.900.392,70
1.2 Pendapatan Transfer 3.740.000.000.000,00 3.664.169.099.607,30
13 Lain-lain Pendapatan Daerah i
' Yang Sah
2 Pembiayaan 150.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya 150.000.000.000,00
Total Penerimaan 4.530.436.231.590,75 4.255.200.000.000,00
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I R

Belanja Periodik Dan
Pengeluaran Pembiayaan
Yang Wajib Dan Mengikat
Serta Prioritas

Leypeail s ke 923.995.718.330,24 789.574.237.909,58
keuangan

Sumber Data: BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA Kutai Kartanegara, 2022 (diolah)

3.606.440.513.260,51 3.465.625.762.090,42
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegera tahun 2023 merupakan estafet pembangunan pada
RPJMD periode 2021-2026, yang mana merupakan pembangunan tahun kedua dari periode
pembangunan saat ini. Dalam RKPD tahun 2023, kebijakan pembangunan tahunan merujuk pada
pelaksanaan pembangunan jangka menengah pembangunan Kutai Kartanegara periode 2021-
2026. Dalam menyusun perencanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan
menyinkronkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rumusan perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dijabarkan kembali dalam prioritas pembangunan.
Prioritas pembangunan Kutai Kartanegara sendiri merupakan fokus atau agenda pembangunan
yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran dan berkaitan langsung dengan pencapaian visi
dan misi Bupati Kutai Kartanegara dalam RPJMD dari tahun ke tahun.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok
maupun optional sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam
penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Kutai Kartanegera Tahun 2023 adalah sebagai
berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2021-2026 dalam mencapai visi dan misi KDH terpilih melalui tahapan pembangunan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan
Provinsi dan Nasional;

3. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana
diamanatkan dalam RKP 2023;

4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2023;
serta

5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
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RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahap awal
pembangunan RPJMD 2021-2026. Dengan ini pembangunan tahun 2023 harus memedomani
visi, misi dan tujuan sasaran pembangunan tahun 2023 dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara, khususnya dalam upaya akselerasi capaian pembangunan. Dengan
mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang

hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG
SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati
dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat
yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai
Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan
sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan
mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka
masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni,
hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong
berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga
keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan
bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu
Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan,
yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya
saing dan Mandiri (Idaman). Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh
potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam
menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan
sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk
mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi

yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan
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upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi
penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan
visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang,
maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-
2026, misi pembangunan sebagai berikut:
1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan

Berbudaya

Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan maka diperlukan rumusan tujuan
dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur
kinerja pembangunan daerah secara keseluruhaan. Sasaran dapat diterjemahkan sebagai sasaran
tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran
tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).
Sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam pembangunan Kabupaten

Kutai Kartanegara tahun 2023. Berikut dijabarkan keterkaitan antara Visi, misi, tujuan, sasaran
dan target indikator dan target pembangunan pada tahun 2023, yang ditampilkan pada tabel

sebagai berikut:

Tabel IV-1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

VISI :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG
SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA

Realisasi Target
Misi/Tujuan/Sasaran Indikator Tahun
2021 2023
MISI 1: MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI
Meningkatkan manajemen birokrasi yang Indeks Reformasi 60,95 B (63,00)

efektif, efisien,inovatif, akuntabel, bersih Birokrasi
dan melayani
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Misi/Tujuan/Sasaran

Target

Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan
publik

Indikator Reza;lzsi‘ ot Tahun
2023

Nilai SAKIP 65,60 BB (70,00)
Indeks Persepsi 6,37 6,50
Anti Korupsi
Indeks Persepsi 8,75 8,90
Kualitas Pelayanan
Publik

MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK

MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA
Meningkatkan kualitas pembangunan
manusia yang berdaya saing

Meningkatnya Kualitas Layanan
Pendidikan, Ketahanan Sosial dan
Pelestarian Kebudayaan

Meningkatnya Kualitas Layanan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya peran serta
perempuan dalam pembangunan

Meningkatkan kebahagiaan dan
kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pemerataan
pendapatan masyarakat dan
kualitas hidup masyarakat
Menurunnya pengangguran di
masyarakat

Indeks 74,06 75,12
Pembangunan

Manusia

Indeks Pendidikan 0,685 0,697
Indeks na 50,50
Pembangunan

Kebudayaan

Indeks Kesehatan 0,810 0,814
Indeks 79,12 79,05
Pembangunan

Gender

Tingkat na 72,00
Kebahagiaan

Tingkat Kemiskinan 7,99 7,10
Indeks Gini 0,283 0,280
Indeks Desa 0,713 0,725
Membangun

Tingkat 5,66 5,30
Pengangguran

Terbuka

PDRB per Kapita 241,70 244,00

MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA

DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatkan Perekonomian Daerah
Berbasis Pada Sektor Terbarukan

Meningkatnya pengelolaan
pertanian berbasis potensi
unggulan daerah

Meningkatnya Daya Saing
Pariwisata Daerah

Laju Pertumbuhan 3,09 5,48
PDRD Non Migas

dan Batu Bara

Laju Pertumbuhan 1,02 4,10
PDRB Sektor

Pertanian,

Kehutanan dan

Perikanan

Laju Pertumbuhan | 2,72 2,85
Ekonomi Sektor




Misi/Tujuan/Sasaran

Target

Berkembangnya Ekosistem
Ekonomi Kreatif

Meningkatnya daya saing investasi
daerah

MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN

KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH
Meningkatkan Pemerataan Infratstruktur
dan Penataan Wilayah

Meningkatnya kualitas
permukiman masyarakat dan
ketersediaan air bersih

Meningkatnya aksesibilitas dan
konektivitas wilayah

Indikator Reza;lzsi‘ ot Tahun
2023

Pariwisata
Laju Pertumbuhan 6,23 6,55
Ekonomi Kreatif
Tingkat 2,01 1,73
Pertumbuhan
Investasi
Indeks Kesulitan 37,80 34,80
Geografis
Persentase 0,0058 0,0057
Kawasan Kumuh
Cakupan layanan 70,85 90,74
air bersih
Persentase rumah 88,1 90,62
layak huni
Indeks Aksesibilitas = 70,41 85,18
Wilayah

MISI 5: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN

LINGKUNGAN
Meningkatkan Pembangunan yang
Berwawasan Lingkungan

Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup

Meningkatnya ketahanan bencana
daerah

Persentase na 5,00
penurunan Emisi
GRK

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks Risiko
Bencana

72,58 73,47

113,49 106,42

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI

Penelaahan dokumen lainnya terutama dokumen perencanaan di atasnya di maksudkan

agar terjadi keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Pembangunan daerah dalam rangka

pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4.2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL PERIODE 2020-

2024

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil

Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis

nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam

penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka




untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai
berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong
Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai

berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing

Pembangunan yang merata dan berkeadilan

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
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Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan
Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima
arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang
akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama
menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU
Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan
birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi
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Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur
dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda
pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing
melalui:

a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian
serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya
energi, serta kehutanan; dan

b) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi,
industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;

b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;

c) Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;

d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan

e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,
inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f) Pengentasan kemiskinan; dan

g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

a) Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;




b) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

c) Moderasi beragama; dan

d) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;

b) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

c) Pembangunan infrastruktur perkotaan;

d) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan

e) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

diarahkan melalui:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan

c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

b) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;

c) Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

d) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;

e) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan

f) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan
4.2.2. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari
RPJMD untuk pembangunan di tahun 2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional




yang sedang berkembang termasuk penanganan Covid-19, pelayanan dasar, visi, misi, dan
program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Pembangunan nasional memiliki tema pembangunan tahunan (RKP) di tahun 2023 yakni
“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan
berkelanjutan”. Tema pembangunan ini diharapkan mampu memayungi setiap arah kebijakan
pembangunan nasional yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang
dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Dari
tema RKPD 2023 tersebut, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan
yang meliputi:

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;

Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;

Mendorong pemulihan dunia usaha;

Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
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Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan
sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai
dengan pencapaian:

a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
e  MP reformasi sistem perlindungan sosial;
e MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
e  MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.

2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk

peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan

karakter), yang ditandai dengan pencapaian:

IV-28



a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%j;

b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;

c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%j;

d. Proposipekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;

e. Persentase Sumber Daya Manusia IPTEK (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3

sebesar 17,48%;
f.  Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

e  MP reformasi kesehatan nasional; dan
e  MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk
industri 4.0).

Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job
dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional

sebanyak 50.000 orang; dan
d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah

kelulusan sebesar 60,71%.
Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata
dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;
d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
e. Nilai tambah ekonomi Kkreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

e MP destinasi pariwisata prioritas; dan
e MP pengelolaan terpadu UMKM.

Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk
industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;




b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%);
c¢. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan
sebesar 10;
d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
f.  Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
e MP kawasan industri prioritas dan smelter.
Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap
perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang
ditandai dengan pencapaian:
a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)
berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
e MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
e MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.
Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan
sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan
infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;
b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak
sebesar 97,5%;
d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
e MP reformasi sistem kesehatan nasional;
e MP transformasi digital;

e MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan




e MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN,
yang ditandai dengan pencapaian:
a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

e MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%);
Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%);
Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.
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Sebagai implementasi arah kebijakan pembangunan nasional 2023, sasaran dan
prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian
pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden,
sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis,
produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama
industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur  untuk
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke
kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai
tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan
Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja,

memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dan;
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5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi
daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7

(tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil
dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan
berdaya saing melalui:

a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian
serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya
energi, serta kehutanan; dan

b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri,
pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas

sebagai berikut:

a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru
Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;

3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan

5) Pengembangan industri pendukung EBT.

b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);

2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;

3) Penyediaan air untuk pertanian;

4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya
termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan

6) Pengembangan waduk multiguna.
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c)

d)

Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;

2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut
secara berkelanjutan;

3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian,
perikanan dan kepastian pasar;

4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi
pertanian; dan

5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:

1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan
ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;

2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;

3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk
kelautan dan perikanan;

4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan
dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan

5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan
perikanan.

Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi,

dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah
Besar;

2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;

3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan

4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan

industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro

yang terintegrasi hulu-hilir;




2)

3)

4)
5)

6)

Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui
pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk
wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi
ketenagakerjaan; dan

Pengembangan industri halal.

g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam

Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;

Pengelolaan Impor;

Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui
Pengadaan Pemerintah yang Efektif;

Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;

Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan
Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan

Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement
(FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi

ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas,

yaitu:

1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;

2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;

3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;

4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan
Pariwisata; dan

5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan

Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan

Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
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Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana

pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu

menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a)
b)
c)
d)

e)

Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerabh,

Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,

Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung
ekonomi unggulan daerabh, serta

Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan

yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan

cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

Pengentasan kemiskinan; dan

Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan

Prioritas sebagai berikut:

a)

b)

Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:

1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;

2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;

3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan

4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Sistem jaminan sosial nasional;

2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
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3) Kesejahteraan Sosial.
c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan
reproduksi;
2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:
1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
3) Kualitas Pemuda.
f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
3) Reforma Agraria; dan
4) Perhutanan Sosial.
g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
4) Prestasi Olahraga.
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan

sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang




berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu

yang bertumpu pada:

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;

b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui

upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan

Prioritas sebagai berikut:

a)

b)

Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan

Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan

Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos
kerja, gotong royong, dan budi pekerti;

2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi
yang bersih, melayani, dan responsif;

3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan
peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;

4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;

5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan
Pancasila; dan

6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan
dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan

Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan

Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter
bangsa dan kesejahteraan rakyat;

3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat
kebudayaan yang inklusif;

4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam

perkembangan peradaban dunia; dan




5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan

Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan
tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat
beragama;

2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;

3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan

5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat
Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Budaya Literasi;
2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara
daerah, serta sastra;
3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta
mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan
pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan wuntuk mengetahui kebutuhan

infrastruktur wilayah;
b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan

Prioritas sebagai berikut:
a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;

2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;

3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;




4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan

6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Konektivitas Jalan;

2) Konektivitas Kereta Api;

3) Konektivitas Laut;

4) Konektivitas Udara; dan

5) Konektivitas Darat.
c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Transportasi Perkotaan; dan

2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;

2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan

3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas